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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas 

Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesiakan modul ini 

melaui dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang fokus 

dalam mendorong kepemimpinan perempuan ditingkat akar 

rumput. 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk 

mendorong tercapaianya kesetaraan gender sebagai salah satu 

tujuan pembangunan. Hal ini bisa dilihat pada Sustainable 

Development Goals (SDG‘S) secara spesifik kepada perempuan 

pada tujuan kelima yaitu mencapai kesetaraan gender dan 

memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan dan 

secara umum mendorong pembangunan berkelanjutan dengan 

memberikan akses keadilan bagi semua. Hal ini menunjukan 

strategi pengarusutamaan gender dalam semua kebijakan dan 

program disemua sektor dan level menjadi keharusan yang mesti 

dijalankan. Namun dalam implementasinya, perempuan masih 

kerap terlupakan keberdayaannya diruang publik, yang harusnya 

perempuan menjadi peserta aktif dalam berbagai sektor 

pembangunan. Melekatnya stigma dan budaya yang 

memarjinalakan perempuan menjadi tantangan bagi para pejuang 

kesetaraan untuk memastikan bahwa kekeliruan tersebut hal 

diubah.  
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Keterlibatan perempuan dalam sosial masyarakat sampai 

pada level politik praktis harus didorong dan terus dikuatkan 

untuk menekan  tingkat kesenjangan gender dimana hampir 

semua daerah indeks pembangunan manusia dan indeks 

pembangunan gender masih terdapat gap yang cukup tinggi. 

Kondisi politik yang juga belum menggembirakan 

walaupun kebijakan pemberlakuan afirmasi 30 persen 

keterwakilan perempuan, namun pada realitanya perempuan 

hanya dipercaya untuk memenuhi quota tidak dipercayakan 

perempuan sebagai orang yang mampu, memiliki kinerja untuk 

mewarnai, memperkuat proses pembangunan yang berkeadilan  

Upaya Sikola Mombine sebagai salah satu lembaga 

masyarakat sipil di Sulawesi Tengah yang mendorong perempuan 

sebagai agen perubahan sosial, politik dan ekonomi terus 

berbenah dan bergerak untuk memastikan perempuan dan laki-

laki memilki peluang yang sama untuk mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal dan menjadi subjek pembangunan agar 

gender development indeks  dan gender empowermen measure 

dapat terus naik grafiknya dengan melakukan advokasi dan yang 

terpenting adalah penguatan perempuan ditingkat basis dengan 

berbagai pengetahuan yang terus di upgrade dengan pendekatan 

melalui balai belajar kampung yang melekat pada semua aktivitas 

program Sikola Mombine.  
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 Modul ini disusun dalam tiga tahapan  yaitu modul dasar 

sebagai pondasi awal membangun prespektif perempuan 

ditingkat akar rumput terkait gender dan peran penting yang 

melekat pada perempuan sebagai mahluk sosial kemudian 

tahapan lanjutan yang menekankan pada analisis sosial dalam 

prespektif gender dan feminisme, memperkuat kebhinekaan, 

kepemimpinan dan sistem politik serta ekologi, selanjutnya 

adalah materi vokasional  akan spesifik pada managemen 

bencana yang responsif,  kewirausahaan, konseling dan literasi 

digital yang tentunya dalam materi vokasional ini akan 

disesuaikan dengan keinginan atau ketertarikan (passion) dari 

perempuan komunitas yang digerakan. 

Tentunya modul ini tidak menjawab semua kebutuhan atas 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan sehingga masih 

dibutuhkan upaya strategis lainnya namun kami berharap modul 

ini menjadi “Blue Print” untuk sebuah perubahan sosial, menjadi 

panduan belajar untuk mengeksplorasi pemahaman serta 

mengadaptasi pengalaman dalam isu-isu yang berhubungan 

dengan gender dan mengimplementasikan perempuan sebagai 

agen perubahan sosial dan politik. 

 

Direktur Yayasan Sikola Mombine  

Risnawati, SE 
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PENGANTAR  

 
Analisa Sosial adalah proses pengamatan terhadap 

keadaan lingkungan atas masalah-masalah yang ditimbulkan dari 

interaksi sosial antara manusia dengan manusia lainnya. Analisis 

sosial  sangat diperlukan bagi setiap orang, agar dalam hidupnya 

mempunyai arah dan tujuan menghadapi realitas sosial 

dilingkungan sekitar kita. Olehnya belajar menganalisis berarti 

belajar untuk dapat mengenali masalah-masalah yang dihadapi, 

kemudian mengidentifikasi, baik hambatan dan peluangnya, guna 

mendapatkan akar masalah, sehingga dapat mencari jalan keluar 

dengan menggunakan strategi dan taktik yang terencana 

berdasarkan kondisi obyektif  dan kemampuan subyektif. Untuk 

itu kita harus mempunyai pedoman/landasan teorinya , agar 

dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada dari setiap 

aktifitas hidup menjadi terarah. Dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan yang semakin maju, terdapat berbagai macam cara 

pandang/paradigma dalam melakukan analisis sosial sebagai 

pisau analisis. Antara lain adalah ;Paradigma Pembangunan, 

Paradigma Transformatif, dan Paradigma Revolusioner.  

Selain itu istilah feminisme sebagai filsafat dan gerakan 

berkaitan dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori 

oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. 

Setelah Revolusi Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 

berkembang pemikiran bahwa posisi perempuan kurang 

beruntung daripada laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, 

perempuan, baik dari kalangan atas, menengah ataupun bawah, 

tidak memiliki hak-hak seperti hak untuk mendapatkan 

pendidikan, berpolitik, hak atas milik dan pekerjaan. Oleh karena 

itulah, kedudukan perempuan tidaklah sama dengan laki-laki 

dihadapan hukum.  Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah 

untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah 

kota di selatan Belanda. Kata feminisme dicetuskan pertama kali 

oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. 

Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Era_Pencerahan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lady_Mary_Wortley_Montagu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquis_de_Condorcet&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
http://id.wikipedia.org/wiki/1785
http://id.wikipedia.org/wiki/Middelburg
http://id.wikipedia.org/wiki/Belanda
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosialis_utopis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Fourier&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1837
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berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, " Perempuan 

sebagai Subyek" (The Subjection of Women) pada tahun (1869). 

Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang 

Pertama. 

 

 

Tujuan 

1. Peserta mampu memahami dan menganalisis cara pandang 

masyarakat terhadap persoalan sekitar 

2. Peserta dapat menjelaskan pengertian dan landasan teori 

dari Feminisme dan Realitas Sosial 

3. Peserta memiliki kemampuan untuk memetakan struktur 

sosial dengan menggunakan metode analisis sosial dalam 

perspektif gender dan feminisme 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Jaya, Pajar Hatma Indra. Analisis Masalah Sosial : 

Breakdown Teori – Teori Sosial Menuju Praksis 

Sosial 

 Sasongko, TH. 2006. Analisis Sosial: Bersaksi dalam 

Advokasi Irigasi 

 

Pokok bahasan 

1. Pengantar Analisis Sosial 

2. Teori Feminisme dan Realita Sosial 

http://id.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://id.wikipedia.org/wiki/1869
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 Paper, Analisi Sosial (sebuah pengantar) Cakrawala 

Timur, 2011. 

 Paper, Firdaus Putra A, Direktur LS Profetika dan 

Direktur WE-Press Purwokerto. 

 Paper, Pengantar Filsafat Gerakan. 

 Rosemarie Tong. 1997. Feminist Thought : A 

Comprehensive Introduction, USA: Westview Press 

 Hay, Colin et all (eds). 2006.  The State: Theories 

and Issues (Palgrave) 

 

Peralatan 

- Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

- Alat Tulis 

- Proyektor Infocus dan LCD 

Durasi 

120 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator memberikan evaluasi terhadap peserta (pre-test) 

bagi kelas lanjutan yang berasal dari kelas dasar. Contohnya 

dengan pertanyaan, apakah Peserta pernah menghadapi 

masalah? Jika Ya, Ceritakan dan bagaimana cara 

mengatasinya? 

 Fasilitator mengumpulkan hasil Pre-test dan kemuadian 

mempersilahkan pemateri memberikan pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan. Fasilitator membuat catatan-catatan 

penting dan menutup sesi diskusi. 
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 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

fasilitator membagi Peserta dalam bentuk kelompok. 

 Fasilitator memberikan tugas untuk membuat Geopolitik 

Desa atau Kelurahan atau membuat Kliping berita dikoran 

sebagai bentuk penerapan dari teori yang telah dijelaskan 

untuk menjadi bahan diskusi kelompok. 

 Setelah selesai diskusi kelompok, fasilitator mempersilahkan 

setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

kelompok secara bersamaan. 

 Fasilitator memberi kesempatan kepada Peserta untuk 

bertanya dan mengklarifikasi apa yang sudah disampaikan 

masing-masing kelompok. Dan mempersilahkan setiap wakil 

kelompok untuk menjawab setiap pertanyaan. 

 Fasilitator mempersilahkan kepada perwakilan kelompok 

untuk kembali ke tempat duduknya. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. Dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 

 

 

 

 

 

  



6 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

BAHAN BACAAN I 

Pengertian Analisis Sosial 

Analisis Sosial adalah usaha mencari dan mengidentifikasi 

hubungan antar berbagai variabel dalam kehidupan sosial yang 

digali melalui riset lapangan dengan seperangkat pisau analisis 

tertentu atau paradigma tertentu. Analisis Sosial  merupakan 

sebuah alat untuk menempatkan suatu masalah tertentu dalam 

konteks realitas sosial yang lebih luas, mencakup konteks waktu 

(sejarah), konteks struktur (sosial, ekonomi, politik, budaya), 

konteks nilai, dan konteks spasial (lokal-global). Analisa Sosial 

biasanya juga digunakan sebagai alat untuk merekayasa sosial. 

Ketajaman analisa akan memberikan dampak positif setiap usaha 

rekayasa. Hakekatnya dalam analisa harus mengetahui secara 

mendalam kondisi Internal dan Kondisi Ekternal beserta 

kemungkinan-kemungkinan alternatifnya baik yang 

menguntungkan atau merugikan. Analisis social biasanya 

digunakan untuk menggali realitas/keadaan sekitar lingkungan, 

yang merupakan fenomena beragam masalah  seperti: 

 pengangguran, kelaparan, inflasi dll 

 Kebijakan-kebijakan politik seperti UU dan peraturan lainnya 

baik kebijakan politik dalam hal politik, ekonomi, ataupun 

social budaya. 

 

Landasan Teori Analisis Sosial  

Realitas bukan sesuatu yang terberi (given). Realitas 

merupakan konstruksi sosial dari berbagai jejaring kuasa/politik, 

sosial-ekonomi, dst. Memotret realitas tidak mungkin netral nilai 

(value free). Menuntut keberpihakan individu atau peserta Ansos. 

Pilihan atau penentuan paradigma menjadi kunci Ansos. Semakin 

banyak orang yang terlibat, semakin baik (komprefensif).  Ada 

beberapa landasan teori Teori antara lain : 
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 Sosial-humaniora, politik, dll. Misal, analisis kuasa/ 

pengetahuan ala michel foucault,  

 Isa ala althusser,  

 Hegemoni ala gramsci,  

 Konflik kelas ala Karl Marx dan Engel,  

 Teori ketergantungan, tindakan rasional ala weber, habitus 

ala bourdieu, dll.  

Fungsi teori hanya sebagai pemerkuat asumsi, pisau 

analisis, membuat model, dan legitimasi ilmiah. Ansos berada 

dalam tradisi Participatory Action Research (PAR) yang bercorak 

grounded research (riset lapangan). Dari teori-teori tersebut maka 

munculah cara pandang/paradigma berfikir dalam menganalisis 

sosial antara lain : 

 Paradigma Karitatif/Kesejahteraan 

Akar Masalah : Keadaan di luar manusia (nasib atau 

takdir Tuhan 

Kesadaran : Mistis 

Tujuan : Membebaskan orang dari 

penderitaan tersebut. 

Program : Penanganan kelaparan, bantuan 

kemanusiaan, dan lain - lain 

Semangat Dasar : Belas kasih (charity). 

 

 Paradigma Pembangunan 

Akar Masalah : Rendahnya pendidikan dan/ atau 

keterampilan (orangnya bodoh/ 

malas). 

Kesadaran : Naif 

Tujuan : Peningkatan produktivitas, 

pendidikan, kesempatan yang 

sama, dan lain – lain. 

Program : Berbagai pelatihan teknis dan 
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motivasi diri (soft skills) 

Semangat Dasar : Membantu yang ketinggalan 

 

 Paradigma Revolusioner 

Akar Masalah : Penindasan, keterasingan, 

eksploitasi 

Kesadaran : Kritis 

Tujuan : Menghancurkan struktur yang 

menindas.  

Program : Gerakan perlawanan 

Semangat Dasar : Mengahpuskan Kezaliman atau 

Penindasan 

 

 Paradigma Transformatif 

Akar Masalah : Struktur dan sistem yang timpang 

Kesadaran : Kritis 

Tujuan : Membangun struktur ekonomi, 

politik dan budaya alternatif.  

Program : Model-nodel pendidikan, ekonomi, 

dan pengembangan organisasi 

sosial 

Semangat Dasar : Menciptakan dunia baru 

Dari berbagai macam paradigma, secara filsafat  cara 

pandang tersebut sebenarnya dapat dikelompokan menjadi dua 

aliran yakni cara pandang Idealisme dan cara pandang 

Materialisme. 

 

Metode Analisis Sosial 

Ada beberapa metode analisa sosial yang dapat digunakan, 

antara lain 1) Metode SWOT, 2 MOM (Motive, Oportunity, 

Mean) atau metode mengenal lawan yang biasanya dalam 

menganalisis sosial dibutuhkan langkah-langkah yang mesti harus 

dilakukan antara lain; 
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 Membangun perumusan masalah, yang menjadi pusat 

perhatian  

 Mengenali struktur-struktur kunci yang mempengaruhi 

situasi yang ada 

 Menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk membangun 

sebuah konteks 

 Menghimpun fakta-fakta, data-data yang berkorelasi dan 

melatarbelakangi 

 Menyusun model-model, mengkaji-menguji relevansinya 

 Menguji beberapa jawaban pada korelasi dan keabsahan 

 Menggali masalah lain yang muncul 

Dalam kegiatan Menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk 

membangun sebuah konteks harus dilihat dari berbagai aspek 

seperti : 

 Aspek historis (Sejarah) :  

- Bagamanakah kronologisnya ? 

- Peristiwa-peristiwa apa yang menentukan situasi ? 

- Adakah peristiwa-peristiwa besar lain yang turut 

mempengaruhi situasi ini? 

 Aspek Struktur Sosial : 

- Berbagai struktur membentuk situasi dengan bermacam-

macam cara. 

- Lembaga-lembaga, proses-proses dan pola-pola yang 

merupakan faktor-faktor penentu wujud realitas sosial. 

 Aspek Struktur Ekonomi : 

- Bagaimana masyarakat mengatur sumber-sumber daya. 

- Bagaimana mode of production, mode of distribution, 

dan mode of consumption  

- suatu masyarakat. 

- Bagaimana penguasaan kapital (modal, tenaga kerja, dan 

teknologi) berlangsung. 

- Bagaimana bangun strutkur sosial yang dibentuk oleh 

dunia usaha(market). 
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- Bagaimana peran negara dalam membuat regulasi-

regulasi? Siapa yang diuntungkan oleh kebijakan yang 

dibuat pemerintah? 

 Aspek Struktur Politik. Bagaimana masyarakat mengatur 

kekuasaan. 

- Prosedur-prosedur pembuatan keputusan. 

- Gaya kepemimpinan 

- Akses terhadap pengaruh politik 

- Institusi politik formal: kontitusi, partai, pengadilan, 

militer. 

- Institusi politik non-formal: klik-klik, pressure groups, 

lobbying. 

- Pola-pola partisipasi rakyat. 

 Aspek Struktur Sosial-Budaya. Bagaimana masyarakat 

mengatur hubungan sosial, makna, dan tata nilai. 

- Bagaimana model kekerabatan (keluarga, marga, suku) 

yang dilestarikan oleh suatu masyarakat. 

- Perkumpulan dan organisasi kepentingan. 

- Jaringan-jaringan komunikasi dan media massa. 

- Institusi agama 

- Simbol-simbol, slogan, mithos, utopi. 

- Kesenian, musik, cerita rakyat. 

- Gaya hidup, tradisi. 

- Pendidikan, pengasuhan anak. 

- Pola relasi. 

- Pola-pola bahasa. 

 

Nilai – Nilai Utama 

 Manakah Nilai – niali kunci yang bekerja pada struktur 

tersebut? 

 Ethos apa yang menjadi penggerak masyarakat tersebut. 

 Ideologi-ideologi dominan apa yang menjadi penggerak 

utama. 
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 Siapakah produsen (orang, lembaga) yang menjadi penjaga 

nilai-nilai tersebut. 

 Apa basic material yang mendukung ide-ide tersebut. 

 

Bagaimanakah respon berbagai pihak atas situasi tersebut? 

 Siapa atau lembaga mana yang memberikan tanggapan 

cukup jelas atas situasi tersebut? 

 Siapa pihak-pihak utama yang terlibat dan menjadi penentu 

peristiwa tersebut? 

 Apa bentuk tanggapan dari pihak-pihak tersebut? 

 Apakah kepentingan yang melatarbelakangi para penanggap 

tersebut? 
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BAHAN BACAAN II 

Teori Feminisme dan Realita Sosial 
 

Pengertian Feminsime 

 

 Feminisme sebagai filsafat dan gerakan berkaitan 

dengan Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary 

Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Setelah Revolusi 

Amerika 1776 dan Revolusi Prancis pada 1792 berkembang 

pemikiran bahwa posisi perempuan kurang beruntung daripada 

laki-laki dalam realitas sosialnya. Ketika itu, perempuan, baik dari 

kalangan atas, menengah ataupun bawah, tidak memiliki hak-hak 

seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, berpolitik, hak atas 

milik dan pekerjaan. Oleh karena itulah, kedudukan perempuan 

tidaklah sama dengan laki-laki dihadapan hukum. 

 Pada 1785 perkumpulan masyarakat ilmiah untuk 

perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di 

selatan Belanda. Kata feminisme dicetuskan pertama kali oleh 

aktivis sosialis utopis, Charles Fourier pada tahun 1837. 

Pergerakan yang berpusat di Eropa ini berpindah ke Amerika dan 

berkembang pesat sejak publikasi John Stuart Mill, " Perempuan 

sebagai Subyek" ( The Subjection of Women) pada tahun (1869). 

Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme Gelombang 

Pertama. Pada awalnya gerakan ditujukan untuk mengakhiri 

masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Secara 

umum kaum perempuan (feminin) merasa dirugikan dalam semua 

bidang dan dinomor duakan oleh kaum laki-laki (maskulin) dalam 

bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan politik khususnya - 

terutama dalam masyarakat yang bersifat patriarki. Dalam 

masyarakat tradisional yang berorientasi Agraris, kaum laki-laki 

cenderung ditempatkan di depan, di luar rumah, sementara kaum 

perempuan di dalam rumah.Situasi ini mulai mengalami 

perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan 

terjadinya Revolusi Perancis di abad ke-XVIII yang merambah 

ke Amerika Serikat dan ke seluruh dunia.
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 Adanya fundamentalisme agama yang melakukan opresi 

terhadap kaum perempuan memperburuk situasi. Di 

lingkungan agama Kristen terjadi praktik-praktik dan kotbah-

kotbah yang menunjang hal ini ditilik dari banyaknya gereja 

menolak adanya pendeta perempuan, dan beberapa jabatan "tua" 

hanya dapat dijabat oleh pria. Pergerakan di Eropa untuk 

"menaikkan derajat kaum perempuan" disusul oleh Amerika 

Serikat saat terjadi revolusi sosial dan politik. Di tahun 1792 Mary 

Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul "Mempertahankan 

Hak-hak Wanita" (Vindication of the Right of Woman) yang berisi 

prinsip-prinsip feminisme dasar yang digunakan dikemudian hari. 

Pada tahun-tahun 1830-1840 sejalan terhadap pemberantasan 

praktik perbudakan, hak-hak kaum prempuan mulai diperhatikan 

dengan adanya perbaikan dalam jam kerja dan gaji perempuan , 

diberi kesempatan ikut dalam pendidikan, serta hak pilih. 

Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup 

mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. 

Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan 

apa yang mereka sebut sebagai keterikatan (perempuan) 

universal (universal sisterhood). 

Pada tahun 1960 munculnya negara-negara baru, menjadi 

awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut 

ranah politik kenegaraan dengan diikutsertakannya perempuan 

dalam hak suara parlemen. Gelombang kedua ini dipelopori oleh 

para feminis Perancis seperti Helene Cixous (seorang Yahudi 

kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia 

Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis) 

bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. 

Dalam  the Laugh of the Medusa, Cixous mengkritik logo 

sentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. 

Banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, 

mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan 

dunia ketiga seperti Afrika, Asia dan Amerika Selatan.  
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Landasan Teori Feminisme 

 

1. Feminisme liberal 

Apa yang disebut sebagai Feminisme Liberal ialah terdapat 

pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki 

kebebasan secara penuh dan individual. Aliran ini menyatakan 

bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan 

pemisahan antara dunia privat dan publik. Setiap manusia -

demikian menurut mereka- punya kapasitas untuk berpikir dan 

bertindak secara rasional, begitu pula pada perempuan. Akar 

ketertindasan dan keterbelakngan pada perempuan ialah karena 

disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Perempuan 

harus mempersiapkan diri agar mereka bisa bersaing di dunia 

dalam kerangka "persaingan bebas" dan punya kedudukan setara 

dengan lelaki.  

Feminis Liberal memilki pandangan mengenai negara 

sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan 

kelompok yang berbeda yang berasl dari teori pluralisme negara. 

Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, 

yang terlefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat ―maskulin‖, 

tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi 

kuat oleh kepentiangan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, 

negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang 

memeng memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk 

kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cendrung berada 

―di dalam‖ negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai 

pembuat kebijakan. Sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan 

perempuan dalam politik atau bernegara.  

Pun dalam perkembangan berikutnya, pandangan dari 

kaum Feminist Liberal mengenai ―kesetaraan‖ setidaknya memiliki 

pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan ―pengaruh dan 

kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan politik seperti 

membuat kebijakan di sebuah negara‖.  

Tokoh aliran ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme 

Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah 
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mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan 

perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta 

saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung 

pada lelaki. Feminisme liberal mengusahakan untuk menyadarkan 

wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang 

dilakukan wanita di sektor domestik dikampanyekan sebagai hal 

yang tidak produktif dan menempatkab wanita pada posisi sub-

ordinat.  

Budaya masyarakat Amerika yang materialistis, mengukur 

segala sesuatu dari materi, dan individualis sangat mendukung 

keberhasilan feminisme. Wanita-wanita tergiring keluar rumah, 

berkarier dengan bebas dan tidak tergantung lagi pada pria. Akar 

teori ini bertumpu pada kebebasan dan kesetaraaan rasionalitas. 

Perempuan adalah makhluk rasional, kemampuannya sama 

dengan laki-laki, sehingga harus diberi hak yang sama juga 

dengan laki-laki. Permasalahannya terletak pada produk kebijakan 

negara yang bias gender.  

Oleh karena itu, pada abad 18 sering muncul tuntutan agar 

prempuan mendapat pendidikan yang sama, di abad 19 banyak 

upaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi 

perempuan, dan di abad 20 organisasi-organisasi perempuan 

mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang 

politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Dalam konteks 

Indonesia, reformasi hukum yang berprerspektif keadilan melalui 

desakan 30% kuota bagi perempuan dalam parlemen adalah 

kontribusi dari pengalaman feminis liberal. 

 

2. Feminisme Radikal 

Trend ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an di mana 

aliran ini menawarkan ideologi "perjuangan separatisme 

perempuan". Pada sejarahnya, aliran ini muncul sebagai reaksi 

atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasar jenis kelamin 

di Barat pada tahun 1960-an, utamanya melawan kekerasan 

seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki 

terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat 
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yang sekarang ada. Dan gerakan ini adalah sesuai namanya yang 

"radikal". Feminis Liberal memilki pandangan mengenai negara 

sebagai penguasa yang tidak memihak antara kepentingan 

kelompok yang berbeda yang berasl dari teori pluralisme negara. 

Mereka menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum Pria, 

yang terlefleksikan menjadi kepentingan yang bersifat ―maskulin‖, 

tetapi mereka juga menganggap bahwa negara dapat didominasi 

kuat oleh kepentiangan dan pengaruh kaum pria tadi. Singkatnya, 

negara adalah cerminan dari kelompok kepentingan yang 

memeng memiliki kendali atas negara tersebut. Untuk 

kebanyakan kaum Liberal Feminis, perempuan cendrung berada 

―di dalam‖ negara hanya sebatas warga negara bukannya sebagai 

pembuat kebijakan sehingga dalam hal ini ada ketidaksetaraan 

perempuan dalam politik atau bernegara. Pun dalam 

perkembangan berikutnya, pandangan dari kaum  

 Feminist Liberal mengenai ―kesetaraan‖ setidaknya 

memiliki pengaruhnya tersendiri terhadap perkembangan 

―pengaruh dan kesetaraan perempuan untuk melakukan kegiatan 

politik seperti membuat kebijakan di sebuah negara‖. Aliran ini 

bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap 

perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Tubuh perempuan 

merupakan objek utama penindasan oleh kekuasaan laki-laki. 

Oleh karena itu, feminisme radikal mempermasalahkan antara lain 

tubuh serta hak-hak reproduksi, seksualitas (termasuk 

lesbianisme), seksisme, relasi kuasa perempuan dan laki-laki, dan 

dikotomi privat-publik. "The personal is political" menjadi 

gagasan anyar yang mampu menjangkau permasalahan 

prempuan sampai ranah privat, masalah yang dianggap paling 

tabu untuk diangkat ke permukaan. Informasi atau pandangan 

buruk (black propaganda) banyak ditujukan kepada feminis 

radikal. Padahal, karena pengalamannya membongkar persoalan-

persoalan privat inilah Indonesia saat ini memiliki Undang Undang 

RI no. 23 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

(UU PKDRT). 
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3. Feminisme Post Modern 

Ide Posmo - menurut anggapan mereka - ialah ide yang 

anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas dan 

pemilahan secara berbeda-beda tiap fenomena sosial karena 

penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan 

sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna 

identitas atau struktur sosial. 

 

4. Feminisme Anarkis 

Feminisme Anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham 

politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap 

negara dan sistem patriaki-dominasi lelaki adalah sumber 

permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan. 

5. Feminisme Marxis 

Aliran ini memandang masalah perempuan dalam kerangka 

kritik kapitalisme. Asumsinya sumber penindasan perempuan 

berasal dari eksploitasi kelas dan cara produksi. Teori Friedrich 

Engels dikembangkan menjadi landasan aliran ini—status 

perempuan jatuh karena adanya konsep kekayaaan pribadi 

(private property). Kegiatan produksi yang semula bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan sendri berubah menjadi keperluan 

pertukaran (exchange). Laki-laki mengontrol produksi untuk 

exchange dan sebagai konsekuensinya mereka mendominasi 

hubungan sosial. Sedangkan perempuan direduksi menjadi 

bagian dari property. Sistem produksi yang berorientasi pada 

keuntungan mengakibatkan terbentuknya kelas dalam 

masyarakat—borjuis dan proletar. Jika kapitalisme tumbang maka 

struktur masyarakat dapat diperbaiki dan penindasan terhadap 

perempuan dihapus. Kaum Feminis Marxis, menganggap bahwa 

negara bersifat kapitalis yakni menganggap bahwa negara bukan 

hanya sekadar institusi tetapi juga perwujudan dari interaksi atau 

hubungan sosial. Kaum Marxis berpendapat bahwa negara 
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memiliki kemampuan untuk memelihara kesejahteraan, namun 

disisi lain, negara bersifat kapitalisme yang menggunakan sistem 

perbudakan kaum wanita sebagai pekerja.   

 

6. Feminisme Sosialis 

Sebuah faham yang berpendapat "Tak Ada Sosialisme 

tanpa Pembebasan Perempuan. Tak Ada Pembebasan Perempuan 

tanpa Sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk 

menghapuskan sistem pemilikan. Lembaga perkawinan yang 

melegalisir pemilikan pria atas harta dan pemilikan suami atas istri 

dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu 

masyarakat tanpa kelas, tanpa pembedaan gender. Feminisme 

sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran 

ini hendakmengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum 

kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. 

Kritik kapitalisme harus disertai dengan kritik dominasi atas 

perempuan.  

Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender 

untuk memahami penindasan perempuan. Ia sepaham dengan 

feminisme marxis bahwa kapitalisme merupakan sumber 

penindasan perempuan. Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga 

setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah 

sumber penindasan itu. Kapitalisme dan patriarki adalah dua 

kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh 

Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-

laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga 

negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran 

sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. 

Agenda perjuangan untuk memeranginya adalah menghapuskan 

kapitalisme dan sistem patriarki. Dalam konteks Indonesia, analisis 

ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang 

menjadi beban perempuan. 

 

 

 



19 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

7. Feminisme Postkolonial 

Dasar pandangan ini berakar di penolakan universalitas 

pengalaman perempuan. Pengalaman perempuan yang hidup di 

negara dunia ketiga (koloni/bekas koloni) berbeda dengan 

prempuan berlatar belakang dunia pertama. Perempuan dunia 

ketiga menanggung beban penindasan lebih berat karena selain 

mengalami pendindasan berbasis gender, mereka juga 

mengalami penindasan antar bangsa, suku, ras, dan agama. 

Dimensi kolonialisme menjadi fokus utama feminisme poskolonial 

yang pada intinya menggugat penjajahan, baik fisik, 

pengetahuan, nilai-nilai, cara pandang, maupun mentalitas 

masyarakat. Beverley Lindsay dalam bukunya Comparative 

Perspectives on Third World Women: The Impact of Race, Sex, 

and Class menyatakan, ―hubungan ketergantungan yang 

didasarkan atas ras, jenis kelamin, dan kelas sedang dikekalkan 

oleh institusi-institusi ekonomi, sosial, dan pendidikan.‖ 

 

8. Feminisme Nordic 

Kaum Feminis Nordic dalam menganalisis sebuah negara 

sangat berbeda dengan pandangan Feminis Marxis maupun 

Radikal.Nordic yang lebih menganalisis Feminisme bernegara atau 

politik dari praktik-praktik yeng bersifat mikro. Kaum ini 

menganggap bahwa kaum perempuan ―harus berteman dengan 

negara‖ karena kekuatan atau hak politik dan sosial perempuan 

terjadi melalui negara yang didukung oleh kebijakan sosial 

negara.  
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BAB II 
PENDIDIKAN 

KEWARGA-

NEGARAAN 
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PENGANTAR  

 
Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia 

yang berasal dari ajaran budha dalam kitab tripitaka dua kata: 

panca yang berarti lima dan syila yang berarti dasar. Jadi secara 

leksikal Pancasia bermakna lima aturan tingkah laku yang penting. 

Pengertian Pancasila menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa 

bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam 

bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak 

hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa 

Indonesia. Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, 

merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi 

dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada 

perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa 

yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama 

yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (integrative value), 

titik temu (common denominator), jati diri bangsa ( national 

identity) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan 

(ideal value) (Winarno Narmoatmojo, 2010: 1). 

Disamping Pancasila, terdapat istilah lain yang sangat 

penting untuk pahami Bhineka Tunggal Ika. Arti Bhinneka Tunggal 

Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku 

atau kitab sutasoma karangan Mpu Tantular/Empu Tantular. 

Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun 

di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, 

bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang 

sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu 

kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama. 

Pengukuhan ini telah dideklarasikan semenjak tahun 1928 yang 

terkenal dengan nama "sumpah pemuda". Kata-kata Bhinneka 

Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik 

Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung Garuda 

Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka 

Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : Berbeda-

beda tetapi tetap satu jua. 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/pancasila-penjelasan-definisi-arti.htmlhttp:/demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/pancasila-pengertian-dan-sejarah.html
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Tujuan 

1. Peserta memahami tentang konsep Pancasila dan Bhineka 

Tunggal Ika  

2. Peserta memiliki pemahaman tentang sadar Bela Negara 

sebagai Identitas Nasional 

3. Peserta mampu mengembangkan jati diri dan moral bangsa 

dalam prikehidupan bangsa 

4. Peserta memiliki sikap menghargai keberagaman, 

pembelajaran kolaboratif dan kreatifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Rumah Bersama bernama Indonesia, Denny JA, LSI  

 Konsensu Nasional 

 Empat Pilar kehidupan berbangsa dan berharga, 

sosialisasi. Sekretariatan Jendral MPR/RI 

 Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani. 

Tim ICCE UIN Jakarta 

 Bhineka Tunggal Ika: Pengertian, Prinsip, Fungsi, 

Makna, Penerapan dan Sejarahnya 

 Impementasi Nilai – Nilai Pancasila dalam 

kehidupan sehari – hari. 

 

 

Pokok bahasan 

1. Dasar Negara Pancasila 

2. Bhineka Tunggal Ika 

3. Konsensus Nasional 
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Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

150 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting, membuat 

games dan menutup sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Dasar Nilai Pancasila 
 

Pengertian Pancasila 

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia 

yang berasal dari ajaran budha dalam kitab tripitaka dua kata: 

panca yang berarti lima dan syila yang berarti dasar. Jadi secara 

leksikal Pancasia bermakna lima aturan tingkah laku yang penting. 

Pengertian Pancasila menurut Ir.Soekarno, Pancasila adalah jiwa 

bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian lamanya terpendam 

bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak 

hanya falsafah bangsa tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa 

Indonesia.  

Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam, 

yang kemudian dituangkan dalam suatu ―sistem‖ yang tepat. 

Sedangkan Notonagoro (Ruyadi, 2003:16) menyatakan, 

Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah 

yaitu tentang hakekat dari Pancasila.Pancasila sebagai suatu 

sistem filsafat, memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis dan 

dasar aksiologis tersendiri, yang membedakannya dengan sistem 

filsafat lain. 

 Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat 

dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakekat 

dasar dari sila-sila Pancasila. Notonagoro (Ganeswara, 

2007:7) menyatakan bahwa hakekat dasar ontologis 

Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek 

hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya hakekat manusia 

itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup baik sebagai 

makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Secara 

lebih lanjut hal ini bisa dijelaskan, bahwa yang berkeTuhanan 

Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan 

beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/05/pancasila-penjelasan-definisi-arti.htmlhttp:/demokrasiindonesia.blogspot.com/2014/08/pancasila-pengertian-dan-sejarah.html
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permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial 

adalah manusia. 

 Kajian epistemologis filsafat Pancasila, dimaksudkan sebagai 

upaya untuk mencari hakekat Pancasila sebagai suatu sistem 

pengetahuan. Menurut Titus (Kaelan, 2007:15) terdapat tiga 

persoalan mendasar dalam epistemologi yaitu : 

- tentang sumber pengetahuan manusia; 

- tentang teori kebenaran pengetahuan manusia ;dan 

- tentang watak pengetahuan manusia.  

- Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana 

diketahui bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai luhur 

bangsa Indonesia sendiri serta dirumuskan secara 

bersama-sama oleh ―The Founding Fathers‖ kita. Jadi 

bangsa Indonesia merupakan Kausa Materialis-nya 

Pancasila. 

 

Nilai – Nilai Pancasila 

Pancasila yang berisi seperangkat nilai-nilai dasar ideal, 

merupakan komitmen kebangsaan, identitas bangsa dan menjadi 

dasar pembangunan karakter keindonesiaan. Mendasarkan pada 

perspektif teori fungsionalisme struktural, sebuah negara bangsa 

yang majemuk seperti Indonesia membutuhkan nilai bersama 

yang dapat dijadikan nilai pengikat integrasi (integrative value), 

titik temu (common denominator), jati diri bangsa ( national 

identity) dan sekaligus nilai yang dianggap baik untuk diwujudkan 

(ideal value) (Winarno Narmoatmojo, 2010: 1) Pancasila sebagai 

nilai mengandung serangkaian nilai, yaitu: ketuhanan, 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kelima nilai ini 

merupakan satu kesatuan yang utuh, tak terpisahkan mengacu 

kepada tujuan 17 yang satu. Pancasila sebagai suatu sistem nilai 

termasuk kedalam nilai moral (nilai kebaikan) dan merupakan 

nilai–nilai dasar yang bersifat abstrak. 

Menurut Moerdiono (dalam Mulyono: 2-3) terdapat tiga 

tataran nilai dalam ideology Pancasila yaitu dasar, nilai 

instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Nilai dasar, yaitu suatu nilai yang bersifat amat abstrak dan 

tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai 

dasar merupakan prinsip, yang bersifat amat abstrak bersifat 

amat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, dengan 

kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi 

kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan 

dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, 

tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila 

ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai dasar Pancasila 

tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia 

melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat, 

maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan 

tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh 

warga masyarakat 

2. Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bersifat 

konstektual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari 

nilai Pancasila, yang merupakan arahan kinerjanya untuk 

kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai 

instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan 

tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu 

pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa 

dilakukan secara kreatif 18 dan dinamik dalam bentuk-

bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam 

batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari 

kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan 

kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, 

bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar 

tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai 

instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR 

3. Nilai praksis, yaitu nilai yang terdapat dalam kenyataan 

sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan 

(mengaktualisasikan) nilai pancasila. Nilai praksis terdapat 

pada demikian banyak wujud penerapan nilai–nilai Pancasila, 

baik secara tertertulis maupun tidak tertulis, baik oleh 

cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi 
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kemasyarakatan, oleh badan-badan ekonomi, oleh pimpinan 

kemasyarakatan, bahkan oleh warganegara secara 

perseorangan. Pancasila sebagai nilai yang termasuk nilai 

moral atau nilai kerohanian juga mengakui adanya nilai 

material dan nilai vital. Hal ini bersumber dari dasar 

Pancasila, yaitu manusia yang mempunyai susuna kodrat, 

sebagai makhluk yang tersusun atas jiwa (rohani) dan raga 

(materi). Disamping itu Pancasila sebagai sistem nilai juga 

mengakui nilai-nilainya secara lengkap dan harmonis, yaitu 

nilai kebenaran (epistimologis), estetis, etis, maupun nilai 

religius. Oleh karena itu nilainilai yang terkandung dalam 

Pancasila sangat lengkap, karena terdiri dari nilai-nilai di atas. 

 

Tinjauan Nilai – Nilai Pancasila Dalam Aspek Kehidupan 

1. Bidang Ekonomi 

 

a. Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Moral 

 Ekonomi indonesia atau perekonomian indonesia 

mempunyai sistem dan moral tersendiri yang bisa 

dikenali, dan sifat-sifat sitem serta moral ekonomi 

indonesia itu memang telah melandasi atau telah menjadi 

pedoman aneka 20 perilaku ekonomi perorangan, 

kelompok-kelompok dalam masyarakat, pengusaha, 

pemerintah dan negara. Dan sistem serta moral yang 

dimaksud bersumber pada ideologi bangsa Indonesia 

yaitu pancasila. kelima sila dalam pancasila 

menggambarkan secara utuh semangat 

kekeluargaan(gotong royong) dan upaya mewujudkan 

suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa 

ekonomi Indonesia lebih menonjol sebgai ekonomi moral, 

dan bukan yang terlalu rasional. Dan toleransi bangsa 

Indonesia terhadap sistem dan cara kerja yang tidak 

efisien, nampaknya sudah menjadi bagian dari sistem nilai 

bangsa yang sudah berjalan selama ini berati sama 
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dengan toleransi atas berkembangnya ―sistem‖ ekonomi 

biaya tinggi, yang antara lain juga merupakan akibat tidak 

langsung dari praktek-praktek korupsi di beberapa sektor 

ekonomi kita. 

 

 Toleransi kita terhadap sfisiensi barangkali disasarkan 

pada pengalaman bahwa bahwa memang bangsa 

Indonesia mampu bertahan bertahun-yahun meskipun 

tidak efisien. Tetapi sebaliknya dirasakan pula bahwa 

gejolak-gejolak masyarakat mudah muncul kepermukaan 

jika msyarakat mulai merasakan ancaman-ancaman 

terhadap keadilan. Maka bisa disimpulkan bahwa dalam 

ekonomi pancasila yang menjungjung tinggi asas 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat, rupanya apabila harus 

memilih antara keadilan sosial dan efisiensi, kita akan 

cenderung mengorbankan efisiensi. efisiensi sebagai 

lawan keadilan rupanya analog dengan dilemma (trade 

Off) antara pertumbuhan dan pemerataan. Masyarakat 

Indonesia cukup cepat bereaksi menginginkan 

pemerataan pada pelita satu berhasil meningkatkan 

pertimbangan ekonomi menyolok. 

b. Pancasila Sebagai Paradigma Pengenmbangan Ekonomi 

Perkembangan Ekonomi politik yaitu sosialisme 

komunisme yang memperjuangkan kaum proletar yang 

ditindas oleh kaum kapitalis. Oleh karena itu kiranya 

menjadi snagat penting bahkan mendesak untuk 

dikembangkan sistem ekonomi yang berdasar pada 

moralitas humaniostik, ekonomi yang berkemanusiaan. 

Pengembanagn ekonomi bukan hanya mengejar 

pertumbuhan saja melainkan demi kemanusian, demi 

kesejahteraan seluruh bangsa. pengembangan ekonomi 

tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kemanusian 

(Mubyarto 1999), hal ini didasarkan bahwa tujuan 
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ekonomi sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan 

manusia, agar manusia lebih sejahtera. 

c. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi 

Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi 

ekonomi yang berbasis kepada ekonomi rakyat yang 

berdasarkan nilai-nilai pancasila yang mengutamakan 

kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut : 

 Keamanan pangan dan mengembalikan keprcayaan, 

yaitu dilakukan dengan program ―social safety net‖ 

yang populer dengan program jaringan pengaman 

sosial(JSP), serta untuk mengembalikan kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah, maka pemerintah 

harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta 

menggali bagi oknum pemerintah orde baru yang 

melakukan pelanggaran. 

 Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, upaya 

ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian 

usaha yaitu dengan di wujudkannya perlindungan 

hukum serta Undang-Undang persiangan yang 

sehat.  

 Transformasi struktur, yaitu guna memperkuat 

ekonomi rakyat maka perlu di ciptakan sistem untuk 

mendorong percepatan perubahan struktural ini 

meliputi proses perubahan dari ekoni yang tangguh, 

dari ekoni subsisten ke ekonomi pasar, dari 

ketergantungan kepada kemdirian, dari orientasi 

dalam negeri ke orientasi ekspor (Nopirin 1999:4) 

 Dengan sistem ekonomi yang mendasarkan nilai pada 

upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka 

peningkatan kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian 

besar rakyat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan 

ekonomi. 
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2. Bidang Politik 

 

a. Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kehidupan Politik 

Demokrasi yang handal yaitu sistem politik yang bukan 

saja mantap tetapi seklagus juga memiliki kualitas 

kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk 

membangun atau mengembangkan dirinya secara terus 

menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi 

masyarakat dan laju perubahan zaman. Selain itu juga 

relevansinya juga terletak pada posisi komperatifnya 

terhadap ideologi-ideologi lain sehingga bangsa kita 

yang meyakininya memahami dan menhayati betul 

pancasila adalah ideologi yang terbaik untuk untuk 

dipakai sebagai landasan dan sekaligus tujuan dalam 

membangun dirinya dalam berbagai bidang 24 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

termasuk kehidupan politik 

b. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Bidang 

Politik 

Pengembangan dan pengembangan bidan politik harus 

mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini 

didasarkan pada kenyataan objektif bahwa warga negara 

adalah sebagai objek negara. Oleh karena itu kehidupan 

politik dalam negara harus benar-benar untuk 

meralisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia. 

Selain sitem politik negara pancasila memberikan dasar-

dasar moralitas politik negara. telah diungkapkan oleh 

para pendiri negara Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

misalnya Drs. Moh. Hatta menyatakan bahwa ― Negara 

berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, atas dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab‖. Hal ini menurut 

Moh. Hatta agar memberikan dasar-dasar moral supaya 

negara tidak berdasarkan pada kekuasaan. Adapun 
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pengembangan dan aktualisasi politik negara 

berdasarkan pada moralitas berturut-turut, moral 

ketuhanan (sila I), moral kemanusiaan (sila II), dan moral 

persatuan, yaitu ikatan moralitas sebagai suatu bangsa 

(sila 25 III), adapun aktualisasi dan pengembanagan 

politik negara demi tercapainya keadilan dalam hidup 

bersama (sila IV). Pengembangan politik negara terutama 

dalam proses roformasi dewasa ini harus mendasarkan 

pada moralitas sebagaimana tertuang dalam sila-sila 

pancasila sehingga praktek-praktek politik yang 

menghalalkan segala cara dengan memfitnah, 

memprovokasi, mengasutrakyat yang tidak berdosa untuk 

diadu domba harus segera di akhiri. 

c. Reformasi Politik 

Reformasi atas kehidupan politik agar benar-benar 

demokratis dilakukan dengan jalan revalitisasi ideologi 

pancasila, yaitu dengan mengembalikan pancasila kepada 

kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana di 

kehendaki oleh para pendiri pancasila yang tertuang 

dalam UUD NRI 1945, nilai-nilai pancasila harus benar-

benar dijadikan sebagai sumber serta sumber norma 

dalam segala penentuan kebijaksanaan negara serta 

reformasi peraturan perundang-undangan negara. 

Reformasi kehidupan politik juga dilakaukan dengan 

meletakan cita-cita kenegaraan dan berbangsa dalam 

suatu kesatuan waktu yaitu nilai masa lalu, masa 26 kini 

dan kehidupan masa yang akan datang. Faktor penting 

dalam demokrasi suatu negara adalah partisipasi dari 

seluruh warganya. Dengan sendirinya kesemua ini harus 

diletakan dalam kerangka nila-nilai yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri sebagai filsafat hidupnya yaitu 

nilainilai hidupnya 

 

 



32 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

3. Bidang Sosial Budaya 

Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya 

hendaknya berdasarkan pada sistem nilai yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri. oleh karena itu dalam pengembangan 

sosial badaya pada masa reformasi dewasa ini kita harus 

mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai 

dasar nilai-nilai pancasila itu sendiri. Dalam prinsip etika pancasila 

pada dasarnya bersifat humanistik, artinya niali-niali pancasila 

berdasarkan pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat 

manusia sebagai mahluk yang berbudaya, terdapat rumusan 

dalam sila kedua pancasila yaitu ―kemanusiaan yang adil dan 

beradab‖, dalam rangka pengembangan sosial budaya pancasila 

merupakan normatif bagi peningkatan humanisasi dalam bidang 

sosial budaya. Sebagai kerangka manusia kesadaran pancasila 

dapat merupakan dorongan untuk (1) universalisasi, yaitu 

melepaskan 27 simbol-simbol dari keterangan struktur, dan (2) 

tendentalisasi, yaitu meningkatkan derajat kemerdekaan manusia, 

dan kebebasan spiritual (Koentowijoyo 1986). Dan suatu tugas 

yang maha berat bagi bangsa Indonesia pada pasca reformasi 

dewasa ini untuk mengembangkan aspek sosial budaya dengan 

berdasarkan nilainilai pancasila, yang secara lebih terperinci 

berdasarkan nilai-nilai kiemanusiaan, nilai ketuhanan, serta nilai 

keberadaban. 

 

4. Bidang Pertahanan dan Keamanan 

Negara merupakan suatu Masyarakat hukum demi 

tegasnnya hak-hak warga negara maka diperlukan peraturan 

prundang-undangan negara. Baik dalam rangka mengatur 

ketertiban warga maupun dalam rangka melindungi hak-hak 

warga negara oleh karena itu negara bertujuan melindungi 

segenap wilayah negara dan bangsanya. Atas dasar penelitian 

demikian ini maka keamanan merupakan syarat mutlak 

tercapainya kesejahteraan warga negara. Adapun demi tegasnya 
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integritas seluruh masyarakat negara di perlukan suatu 

pertahanan negara. untuk itu di perlukan aparat keamanan 

negara dan aparat penegak hukum negara. Dasar-dasar 

kemausiaan yang beradab merupakan basis moralitas pertahanan 

dan keamanan negara. Dengan demikian pertahanan dan 

keamanan dan pertahanan negara harus berdasarkan pada tujuan 

demi terjaminnya harkat dan 28 martabatmanusia. Terutama 

secara rinci terjaminnya hak hak asasi manusia. pertahanan dan 

keamanan bukanlah untuk kekuasaan sebab kalau demikian 

sudah dapat dipastikan akan melanggar hak asasi manusia.  

Pertahanan dan keamanan negara nukanlah hanya untuk 

sekelompok warga ataupun kelompok politik tertentu, sehingga 

berakibat negara menjadi totaliter dan otoriter. Pertahanan dan 

keamanan negara harus berdasarkan tujuan demi tercapainya 

kesejahteraan hidup manusia sebagai mahluk tuhan yang Maha 

Esa (sila I dan V). Pertahana dan keamanan negara haruslah 

mendasarkana pada tujuan demi kepentingan warga dalam 

seluruh warga sebagai warga negara (sila III). Pertahanan dan 

keamanan negara haruslah mampu menjamin hakhak dasar, 

persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan (sila IV) dan 

akhirnya pertahanan dan keamanan negara haruslah 

diperuntukan demi terwujudnya keadilan dalam hidup 

bermasyarakat (terwujudnya suatu keadilan sosial) agar 

benarbenar negara meletakan pada fungsi yang sebenarnya 

sebagai suatu negara huku, dan bukanya suatu negara yang 

berdasarkan atas kekuasaan. 
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BAHAN BACAAN II 

Bhineka Tunggal Ika 
 

Pengertian Bhineka Tungga Ika 

Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu 

jua yang berasal dari buku atau kitab sutasoma karangan Mpu 

Tantular / Empu Tantular. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika 

memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, 

agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun 

tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan 

dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-

lain yang sama. Pengukuhan ini telah dideklarasikan semenjak 

tahun 1928 yang terkenal dengan nama "sumpah pemuda". Kata-

kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara 

Republik Indonesia yaitu Burung Garuda Pancasila. Di kaki Burung 

Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan 

Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan : 

Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 

Namun, sekarang Bhineka Tunggal Ika pun ikut luntur, 

banyak anak muda yang tidak mengenalnya, banyak orang tua 

lupa akan kata-kata ini, banyak birokrat yang pura-pura lupa, 

sehingga ikrar yang ditanamkan jauh sebelum Indonesia Merdeka 

memudar, seperti pelita kehabisan minyak. Sumpah Pemuda 

hanya sebagai penghias bibir sebagian orang, dan bagi sebagian 

orang hanya dilafaskan pada saat memperingati hari sumpah 

pemuda setiap 28 Oktober. Tetapi bagi sebagian yang muda 

hanya sebagai pelajaran sejarah yang hanya dipelajari di sekolah-

sekolah. Akibat lupa, semuanya akan menjadi petaka, nanti akan 

muncul kembali kata-kata "saya orang ambon", "saya orang Jawa" 

karena saya yang menonjol maka saya harus menjadi pemimpin. 

Juga akibat otonomi daerah orang yang berasal dari PNS Pemda 

Jawa Barat misalnya susah untuk pindah menjadi PNS di Pemda 

Sumatera Utara, akibatnya terjadilah pengkotakan PNS. 

Pengkotakan PNS akan menimbulkan "otonomi daerah" yang 

salah kaprah, atau merupakan raja-raja kecil di daerah. Pada hal 
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tujuan otonomi daerah adalah mendistribusi kesejahteraan 

kepada rakyat di daerah-daerah secara langsung. Tetapi dalam 

implementasinya ternyata tidak sesuai dengan tujuan semula. 

 

Peran Bhineka Tunggal Ika 

Dalam kehidupan di negara Indonesia, Bhinneka Tunggal 

Ika memegang peran yang penting. Hal itu dikarenakan 

semboyan itu diharapkan untuk mencegah terjadinya perpecahan 

dan penyebab terjadinya penyalahgunaan kewenangan antar 

suku yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah peran penting 

Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita ketahui : 

1. Menciptakan Persatuan dan Menjaga Kesatuan Di 

Indonesia – Indonesia terdiri dari berbagai macam ras suku 

bangsa dimana di setiap sukunya memiliki ciri khas sendiri-

sendiri dan agama sendiri. Meski berbeda Bhinneka Tunggal 

Ika memiliki peran untuk menciptakan persatuan di bangsa 

Indonesia. Perbedaan yang ada harus tetap menciptakan 

persatuan Indonesia, jangan sampai terjadi keributan antar 

suku bangsa Indonesia. 

2. Membangun Berbagai Aspek Di Indonesia – Bhinneka 

Tunggal Ika juga akan membangun berbagai aspek di 

Indonesia. Aspek yang dibangun tersebut mencakup aspek 

politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan juga aspek 

pertahanan rakyat. Maksud menggunakan Bhinneka Tunggal 

Ika di sini adalah ketika warga Indonesia berkecimpung 

dalam aspek tersebut diharapkan mereka tetap menjaga 

persatuan dan kesatuan warganya. Bisa dilihat dari 

segi fungsi partai politik, banyak anggota politik yang terlibat 

di dalam partai politik terdiri dari berbagai macam ras dan 

suku bangsa. 

3. Penentu Kebijaksanaan Peraturan Negara – Bhinneka 

Tunggal Ika yang ada di Indonesia juga menjadi penentu 

kebijaksanaan peraturan negara. 
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4. Sebagai Rambu-Rambu Peraturan dan Pemerintahan –

 Salah satu pera Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai 

rambu-rambu dalam membuat setiap peraturan. Selain 

itu, Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah harus 

mengetahui rambu-rambunya. Rambu-rambu tersebut 

berdasarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika.) 

5. Membentuk Jiwa Nasionalisme dan demokratis –

 Bhinneka Tunggal Ika yang bisa menumbuhkan semangat 

kebangsaan akan bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme di 

hati setiap warga negara Indonesia. Jiwa yang nasionalis akan 

merasa memiliki Indoensia sehingga mereka ingin menjaga 

keutuhan Indonesia dan keberagaman yang ada. Selain itu, 

untuk mencapai demokratis di setiap warga negaranya. 

Demokratis itu tanpa paksaan dan juga tanpa tekanan. 

6. Keadilan Di Berbagai Aspek – Peran Bhinneka Tunggal Ika 

adalah menjaga keadilan di berbagai aspek, contohnya saja 

keadilan bagi hak asasi manusia terutama hak perlindungan 

anak. 

7. Menciptakan Kesejahteraan dan Memakmurkan 

Masyarakat – Salah satu peran Bhinneka Tunggal Ika di 

tengah-tengah masyarakat adalah menciptakan 

kesejahteraan di kalangan masyarakat. Jika memahaminya 

maka masyarakat tersebut tidak akan saling ganggu dengan 

agama, suku, ras dan kepercayaannya orang lain. Jika saling 

menghormati akan terwujud masyarakat yang harmonis. 

Selain itu, Jika setiap masyarakat tahu arti Bhineka Tunggal 

Ika mereka tidak akan saling ganggu, terutama ketika 

melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya 

masing-masing 

8. Identitas Bangsa – Salah satu peran Bhinneka Tunggal Ika 

yang penting adalah sebagai pembentuk identitas bangsa. 

Bangsa Indonesia identik dengan keanekaragamannya, 

sehingga jika keanekaragaman tersebut hilang Indonesia 

akan kehilangan identitasnya. 
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Prinsip Bhinneka Tunggal Ika 

1. Common Denominator 

Di Indonesia, berbagai macam keaneka ragaman yang ada 

tidaklah membuat bangsa ini menjadi pecah. Terdapat 5 

agama yang ada di Indonesia, dan hal tersebut tidak 

membuat agama-agama tersebut untuk saling mencela. 

Maka sesuai dengan prinsip pertama dari Bhinneka Tunggal 

Ika, maka perbedaan-perbedaan di dalam agama tersebut 

haruslah dicari common denominatornya, atau dengan kata 

lain kita haruslah mencari sebuah persamaan dalam 

perbedaan itu, sehingga semua rakyat yang hidup di 

Indonesia dapat hidup di dalam keanekaragaman dan 

kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan 

tersebut. 

Begitu juga halnya dengan dengan aspek lain yang 

mempunyai perbedaan di Indonesia, seperti adat dan 

kebudayaan yang terdapat di setiap daerah. Semua macam 

adat dan budaya itu tetap diakui konsistensinya sebagai adat 

dan budaya yang sah di Indonesia, tapi segala macam 

perbedaan tersebut tetap bersatu di dalam bingkai Negara 

kesatuan republik Indonesia. 

 

2. Tidak Bersifat Sektarian dan Enklusif 

Makna yang terkandung di dalam prinsip ini yakni semua 

rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau 

kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau 

paling diakui oleh yang lain. Pandangan-pandangan 

sectarian dan enklusif haruslah dihilangkan pada segenap 

tumpah darah Indonesia, karena ketika sifat sectarian dan 

enklusif sudah terbentuk, maka akan banyak suatu konflik 

yang terjadi dikarenakan kecemburuan, kecurigaan, sikap 



38 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

yang berlebihan, dan kurang memperhitungkan keberadaan 

kelompok atau pribadi lain. 

Bhinneka Tunggal Ika sifatnya inklusif, dengan kata lain 

segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa 

persaudaraan, kelompok mayoritas tidak memperlakukan 

sebuah kelompok minoritas ke dalam posisi terbawah, tetapi 

haruslah hidup berdampingan satu sama lain. Kelompok 

mayoritas juga tidak harus memaksakan kehendaknya 

kepada kelompok lain. 

3. Tidak Bersifat Formalistis 

Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis, yang hanya 

menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku. Tetapi, 

Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh. Hal 

ini dliandasi oleh adanya rasa cinta mencintai, rasa hormat 

menghormati, saling percaya mempercayai, dan saling rukun 

antar sesame. Karena dengan cara inilah, keanekaragaman 

bisa disatukan dalam bingkai ke-Indonesiaan. 

4. Bersifat Konvergen 

Bhinneka Tunggal Ika sifatnya konvergen dan tidak divergen. 

Segala macam keaneka ragaman yang ada bila terjadi 

masalah, bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah 

dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam 

kepentingan menjadi satu. Hal ini bisa dicapai 

bila terdapatnya sikap toleran, saling percaya, rukun, non 

sectarian, dan inklusif. 
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Implementasi Bhineka Tunggal Ika 

Implementasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika bisa tercapai 

bila rakyat dan seluruh komponen mematuhi prinsip-prinsip yang 

sudah disebutkankan di atas. Yakni: 

1. Perilaku Inklusif 

Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya sedang 

berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak 

melihat dirinya melebihi dari yang lain. Begitu juga dengan 

kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada 

sebuah keuntungan pribadi atau kelompoknya. Kepentingan 

bersama bisa membuat segala komponen merasa puas dan 

senang. Masing-masing kelompok mempunyai peranan 

masing-masing di dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

 

2. Mengakomodasi Sifat Pluralistik 

Ditinjau dari keanekaragaman yang ada di dalam negeri ini, 

maka sepantasnyalah bila Indonesia adalah bangsa dengan 

tinglat prulalistik terbesar di dunia. Hal inilah yang membuat 

bangsa kita disegani oleh bangsa lain. Tapi, bila hal ini tidak 

bisa dipergunakan dengan baik, maka sangat mungkin akan 

terjadi disintegrasi di dalam bangsa. Agama, ras, suku 

bangsa, bahasa, adat dan budaya yang ada di Indonesia 

mempunyai jumlah yang tidak sedikit. Sikap saling toleran, 

saling menghormati, saling mencintai, dan saling 

menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh 

segenap rakyat Indonesia, supaya terciptanya masyarakat 

yang tenteram dan damai. 

 

3. Tidak Mencari Kemengan Pribadi 

Perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah terjadi pada 

zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan diberlakukannya 

sistem demokrasi yang menuntut segenap rakyat bebas 

untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Oleh 
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sebab itu, untuk mencapai prinsip ke-Bhinneka-an, maka 

seseorang haruslah saling menghormati antar satu pendapat 

dengan pendapat yang lain. Perbedaan ini tidak untuk 

dibesar-besarkan, tetapi untuk dicari suatu titik temu dengan 

mementingkan suatu kepentingan bersama. Sifatnya 

konvergen haruslah benar-benar dinyatakan di dalam hidup 

berbangsa dan bernegara, jauhkan sifat divergen. 

 

4. Musyawarah untuk Mufakat 

Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah 

dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. 

Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai satu 

kepentingan. Prinsip common denominator atau mencari inti 

kesamaan haruslah diterapkan di dalam musyawarah. Dalam 

musyawarah, segala macam gagasan yang timbul akan 

diakomodasikan dalam kesepakatan. Sehingga kesepakatan 

itu yang mencapai mufakat antar pribadi atau kelompok. 

 

5. Dilandasi Rasa Kasih Sayang dan Rela Berkorban 

Sesuai dengan pedoman sebaik-baik manusia yaitu yang 

bermanfaat bagi manusia lainnya, rasa rela berkorban 

haruslah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Rasa 

rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh rasa 

salin kasih mangasihi, dan sayang menyayangi. Jauhilah rasa 

benci karena hanya akan menimbulkan konflik di dalam 

kehidupan. 

 

 

  



41 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

BAHAN BACAAN III 

Konsensus Nasional 

 
Konsensus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) 

adalah Kesepakatan kata atau pemufakatan bersama (mengenai 

pendapat pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui 

kebulatan suara. Pengertian lain mengetakan bahwa consensus 

adalah sebuah frasa atau kalimat untuk menghasilkan sebuah 

kesepakatan yang disetujui secara bersama – sama baik antar 

kelompok atau individu setelag adanya perdebatan dan penelitian 

yang dilakukan secara bersama untuk mendapatkan keputusan. 

Konsensus bersifat abstrak, sehingga tidak mempunyai 

keterlibatan terhadap politik praktis akan tetapi dalam prakteknya 

konsensus dapat mempengaruhi politik.  

Menurut seorang ahli yang bernama Durkheim 

membangun kesimpulan bahwa eksistensi masyarakat tergantung 

pada consensus moral. Ide bahwa consensus moral adalah kondisi 

yang diperlukan bagi mewujudkan keteraturan sosial adalah salah 

satu postulat teori sosial fungsional. Consensus terkandung dalam 

konsepnya yang terkenal yaitu kesadaran kolektif yang artinya 

sumber solidaritas yang mendorong mereka untuk mau bekerja 

sama. Solidatotas mekankik dari kesadaran kolektif ditentukan 

bukan hanya menyamakan fisik, melainkan juga kesamaan – 

kesamaan pikiran dan perasaan. 

Indonesia adalah negara majemuk atau biasa disebut 

pluralisme/keberagaman. Macam keberagaman dalam 

masyarakat dapat dipandang dari berbagai aspek, yaitu :  

 Etnis  

 Agama 

 Budaya, dan 

 Kelas Sosial   

 Dalam keberagaman kemajemukan tersebut di atas 

tentunya membutuhkan perekat untuk mempersatukannya. 

Indonesia didirikan dalam sebuah  kesepakatan bersama atau 
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biasa disebut konsensus. Dalam konteks nasional, konsensus 

dapat diartikan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang 

bersifat abadi guna mempersatukan dan memajukan Negara yang 

dilakukan oleh para pendiri negara Indoensia dan rakyatnya. 

Konsensus Nasional kita saat ini terdiri dari :  

1. Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi dasar 

moralitas bangsa;  

2. UUD 1945 Pada pembukaan UUD, alinea 4 dikatakan : bahwa 

untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap rakyat indonesia dan seluruh tumpah 

darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Selanjutnya pada psl 29 : Negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya 

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 

kepercayaan masing-masing; Kemudian Pasal 28A s/d 28j ttg 

HAM; 

3. NKRI Pasal 25A UUD 45 ttg Wilayah Negara; Psl 26 UUD 45 

ttg Warga Negara & penduduk; 

Bhineka Tunggal Ika. Prinsip Ketiga Pancasila meletakkan 

dasar kebangsaan sebagai simpul Persatuan Indonesia. Suatu 

konsep kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam 

keragaman, dan keragaman dalam persatuan, dalam slogan 

negara di sebut ―BHINEKA TUNGGAL IKA‖ 
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BAB III 

SISTEM POLITIK 

DAN 

PEMERINTAHAN 

INDONESIA 
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PENGANTAR 

 
Sistem Politik berasal dari kata Sistem dan Politik. Sistem 

adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleksdan 

terorganisasi. Sedangakan Politik adalah interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan kebijakan dankeputusan yang mengikat tentang 

kebaikan bersama masyarakat yangtinggal dalam suatu wilayah 

tertentu. 

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan 

pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang ber-

hubungan satu sama lainuntuk mengatur pemerintahan serta 

melaksanakan dan mempertahankankekuasaan dengan cara 

mengatur individu atau kelompok individu satusama lain atau 

dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. 

Selain sistem politik terdapat juga istilah Sistem 

pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu cara mengatur 

bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, 

yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Sehingga, sistem pemerintahan lebih menekankan pada sistem 

yang digunakan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Secara 

umum,system pemerintahan ada dua macam yaitu system 

pemerintahan presidensial dan system pemerintahan parlementer. 

 

 

 

Tujuan 

1. Peserta memahami Tata Politik dan Struktur Pemerintahan 

Indonesia baik secara Nasional maupun Daerah  

2. Peserta memahami tentang pentingnya partisipasi 

masyarakat sebagai bagian dari sistem politik Indonesia 
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Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Gerakan ekstra parlementer baru ; mendorong 

demokrasi di tingkat lokal, diterbitkan oleh 

YAPPIKA 

 Otonomi: Siasat Rezim Sentralistik, Jurnal ilmu 

sosial transformative, Insist press 

 Jurnal Ilmu Pemerintahan |  ISSN 2442-5958, 

PEMIKIRAN POLITIK  LOKAL: SEJARAH 

PEMBENTUKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

Haliadi dan Leo Agustino 

 Sutrisno Kutoyo, dkk., Sejarah Daerah Sulawesi 

Tengah. Jakarta: Pemda Sulteng dan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata, 2005, hal. 247-248. 

 James E. Anderson, Public Policy Making, (New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet. ke-3, 

hal. 12 

 Winarno, Budi. 2007. Kenijakan Publik : Teori dan 

Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. 

 

 

Pokok bahasan 

1. Sistem Politik Indoneisa 

2. Sistem Dan Bentuk Pemerintahan 

3. Sejarah Pemerintahan Lokal di Indonesia 

(Otonomi Daerah) 

4. Kebijakan Publik dan Peran Masyarakat. 
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Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

180 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi setelah sesi penyampaian materi dan diskusi 

materi selesai. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Sistem Politik Indonesia 
 

Pengertian Sistem Politik  

 

Istilah Sistem Politik berasal dari kata Sistem dan Politik. 

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang 

kompleksdan terorganisasi. Sedangakan Politik adalah interaksi 

antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses 

pembuatan kebijakan dankeputusan yang mengikat tentang 

kebaikan bersama masyarakat yangtinggal dalam suatu wilayah 

tertentu.  

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan 

pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang ber-

hubungan satu sama lainuntuk mengatur pemerintahan serta 

melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara 

mengatur individu atau kelompok individu satusama lain atau 

dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. Menurut 

seorang ahli yang lain, Rusadi Kartaprawira mengatakan bahwa 

Sistem Politik adalah Mekanismeatau cara kerja seperangkat 

fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan 

satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. 

Dengan demikian secara konseptual bahwa sistem politik 

ialah, prinsip-prinsip dan mekanisme yang membentuk suatu 

kesatuan yang berkaitan, utuh dan saling berhubungan untuk 

mengatur pemerintahan dan mempertahankan kekuasaan dengan 

cara mengatur hubungan antara individu atau kelompok individu 

satu sama lain dengan negara dan hubungan negara dengan 

negara 

 

Sistem Politik Indonesia 

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan 

ataukeseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang 

berkaitan dengan  kepentingan umum termasuk proses penen-
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tuan tujuan, upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, 

seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.  

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk 

kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem 

pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia 

tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan 

pembagian kekuasaan. Walaupun ± 90% penduduknya beragama 

islam, Indonesia bukanlah sebuah negara islam.  

Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang 

tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, 

eksekutif, dan yudikatif). Dalam Penyusunan  keputusan-

keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang 

seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara 

suprastruktur dan frastruktur politik sehingga memudahkan 

terwujudnya cita–cita dan tujuan–tujuan masyarakat/ negara. 

Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah 

Lembaga-Lembaga  Negara. Lembaga-lembaga tersebut di 

Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni.  

Cabang eksekutif dipimpin oleh seorang Presiden yang 

merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang 

dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang kedudukannya sebagai 

pembantu presiden diatas para menteri yang juga pembantu 

presiden. Kekuasaan legislatif dibagi di antara dua kamar di dalam 

Majelis Permusyawaratan Rakyat/MPR yaitu, Dewan Perwakilan 

Rakyat/DPR dan Dewan Perwakilan Daerah/DPD. Cabang yudikatif 

terdiri dari Mahkamah Agung/MA yang dan sebuah Mahkamah 

Konstitusi/MK yang secara bersama-sama memegang kekuasaan 

kehakiman. Kekuasaan Inspektif dikendalikan oleh Badan Pem-

eriksa Keuangan yang memiliki perwakilan disetiap Provinsi dan 

Kabupaten/Kota diseluruh wilayah Republik Indonesia. 

Indonesia terdiri dari 33 provinsi yang memiliki otonomi, 5 

di antaranya memiliki status otonomi yang berbeda, terdiri dari 3 

Daerah Otonomi Khusus yaitu Aceh, Papua, dan Papua Barat; 1 

Daerah Istimewa yaitu Yogyakarta; dan 1 Daerah Khusus Ibukota 

yaitu Jakarta. Setiap propinsi dibagi-bagi lagi menjadi 

kota/kabupaten dan setiap kota/kabupaten dibagi-bagi lagi 
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menjadi kecamatan/distrik kemudian dibagi lagi menjadi 

keluarahan/desa/nagari hingga terakhir adalah rukun tetangga.  

Pemilihan Umum diselenggarakan setiap 5 tahun untuk memilih 

anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang disebut 

pemilihan umum legislatif (Pileg) dan untuk memilih Presiden dan 

Wakil Presiden atau yang disebut pemilihan umum presiden 

(Pilpres). Pemilihan Umum di Indonesia menganut sistem multi-

partai. 

Ada perbedaan yang besar antara sistem politik Indonesia 

dan negara demokratis lainnya didunia. Diantaranya adalah 

adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan ciri 

khas dari kearifan lokal Indonesia, Mahkamah Konstitusi yang 

juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum, 

bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip 

federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah, dan sistem 

multipartai berbatas dimana setiap partai yang mengikuti 

pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 2.5% untuk 

dapat menempatkan anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat 

maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD Kabupaten/ 

Kota. 

 

Reformasi 

Reformasi dalam kancah politik Indonesia yang dimulai 

sejak 1998 telah menghasilkan banyak perubahan penting dalam 

bidang politik di Indonesia. Di antaranya adalah MPR yang saat ini 

telah dikurangi tugas dan kewenangannya, pengurangan masa 

jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 2 kali masa bakti 

dengan masing-masing masa bakti selama 5 tahun, dibentuknya 

Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan DPD sebagai penyeim-

bang DPR. 

 

Pemerintahan Daerah 

Indonesia dibagi-bagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan/atau kota yang 

diatur dengan undang-undang tersendiri mengenai pembentukan 
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daerah tersebut. Setiap kabupaten dan kota tersebut juga dibagi 

kedalam satuan-satuan pemerintahan yang disebut kecamatan/ 

distrik. Setiap kecamatan/distrik tersebut dibagi kedalam satuan-

satuan yang lebih kecil yaitu kelurahan, desa, nagari, kampung, 

gampong, pekon, dan sub-distrik serta satuan-satuan setingkat 

yang diakui keberadaannya oleh UUD NRI 1945.  

Pemerintahan daerah pada tingkat propinsi, kabupaten, 

dan kota terdiri atas Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah/DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang keduanya merupakan unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan 

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah 

daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

Pemerintah daerah berhak menjalankan otonomi seluas-luasnya 

kecuali mengenai urusan politik luar negeri, pertahanan, 

keamanan, yustisi, fiskal-moneter 
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BAHAN BACAAN II 

Sistem dan Bentuk Pemerintahan 
 

Pengertian dan Macam Sistem Pemerintahan 

Sistem pemerintahan adalah suatu cara mengatur 

bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, 

yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Sehingga, sistem pemerintahan lebih menekankan pada sistem 

yang digunakan dalam melaksanakan kekuasaan negara. Secara 

umum,system pemerintahan ada dua macam yaitu system 

pemerintahan presidensial dan system pemerintahan parlementer. 

Berikut adalah penjelasannya : 

 Sistem Pemerintahan Presidensial 

Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem 

kongresional merupakan sistem pemerintahan Negara 

republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu 

dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem 

presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan 

tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti 

rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme 

untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan 

pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan 

terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila 

ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, 

biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan 

posisinya. 

Sistem Pemerintahan seperti Ini mempunyai ciri – ciri sebagai 

berikut : 

a. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang 

kekuasaan eksekutif (kepala pemerintahan sekaligus 

sebagai kepala negara). 
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b. Kekuasaan eksekutif (presiden) dijalankan berdasarkan 

kedaulatan rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat 

melalui badan perwakilan. 

c. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat 

dan memberhentikan para pembantunya (menteri), baik 

yang memimpin departemen maupun non departemen. 

d. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada 

presiden dan bukan kepada DPR. 

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR , oleh 

sebab itu, antara presiden dan DPR tidak dapat saling 

menjatuhkan atau membubarkan 

 

 Sistem Pemerintahan Parlementer 

 

Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem 

pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting 

dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki 

wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan 

parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu 

dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. 

Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen 

dapat memiliki seorang presidendan seorang perdana 

menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. 

Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya 

pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden 

hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem 

Pemerintahan seperti Ini mempunoyai Ciri–ciri sebagai 

berikut : 

a. Kekuasaan legislatif (DPR) lebih kuat dari pada kekuasaan 

eksekutif (pemerintah / perdana menteri) 

b. Menteri menteri (kabinet) harus 

mempertanggungjawabkan semua tindakannya 

kepadaDPR. Artinya, kabinet harus mendapat 

kepercayaan (mosi) dari parlemen. 
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c. Program-program kebijaksanaan kabinet harus 

disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota 

parlemen.  Alasannya, anggota parlemen dapat 

menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak 

percaya kepada pemerintah. 

d. Kedudukan kepala negara (Raja, Ratu, Pangeran, atau 

Kaisar) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak 

dapat diganggu gugat. 

 

 Sistem Semipresidensial  

Sistem Semi-Presidensial adalah sistem pemerintahan yang 

menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial 

dan parlementer. Terkadang, sistem ini juga disebut dengan 

Dualisme Eksekutif. Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh 

rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden 

melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana 

menteri. Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis. 

Dapat kita lihat cirri-cirinya sebagai berikut : 

 Presidensial 

- Kekuasaan eksekutif presiden diangkat 

berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung 

oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. 

- Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk 

mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri 

yang memimpin departemen dan non-departemen. 

 Parlementer 

- Dikepalai oleh seorang perdana menteri 

sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala 

negara dikepalai oleh presiden. 

- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada 

kekuasaan legislatif. 

- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada 

kekuasaan legislative 

- Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. 
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Pengertian dan Bentuk Pemerintahan 

Secara umum, pada masa sekarang dikenal adanya dua 

macam bentuk pemerintahan yaitu : 

a. Bentuk pemerintahan monarkhi /kerajaan 

 Monarki Absolut adalah bentuk pemerintahan dalam 

suatu negara yang dikepalai oleh seorang (Raja, Ratu 

atau Kaisar) Contoh : Prancis semasa Louis XIV dengan 

semboyannya yang terkenal L`etat C`est Moi (Negara 

adalah Saya) 

 Monarki Konstitusional adalah bentuk pemerintahan 

dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja 

yang kekuasaannya dibatasi oleh UUD (Konstitusi) 

Contoh : Brunei Darussalam, Jepang Saudi Arabia, 

Yordania, Denmark 

 Monarki Parlementer, adalah bentuk pemerintahan 

dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang Raja 

dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai 

pemegang kekuasaan tertinggi.  Kekuasaan eksekutif 

dipegang oleh Perdana Menteri (Kabinet) dan 

bertanggung jawab kepda Parlemen.  Raja hanya 

sebagai simbol. Contoh : Inggris, Belanda, malaysia. 

 

b. Bentuk pemerintahan republic 

 Republik Absolut, Pemerintahan bersifat diktaktor 

tanpa ada pembatasan kekuasaan, penguasa 

mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi 

kekuasaannya digunakan partai politik. 

 Republik Konstitsional, Presiden memegang 

kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. 

Kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. 

Pengawasan dilakukan oleh parlemen. Contoh : 

Indonesia 
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 Republik Parlementer, Presiden hanya sebagai kepala 

negara, kepala pemerintahan berada di tangan Perdana 

Mentri yang bertanggung jawab kepada 

parlemen.  Kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada 

kekuaaan eksekutif 

 

Pembagian Kekuasaan Negara 

Trias Politika merupakan konsep pemerintahan yang kini 

banyak dianut diberbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep 

dasarnya adalah, kekuasaan di suatu negara tidak boleh 

dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik melainkan harus 

terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika 

yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan 

kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. 

Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang; 

Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang; 

dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya 

pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasi-

kan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi 

bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar 

undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga 

yang berbeda tersebut, diharapkan jalannya pemerintahan negara 

tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu 

lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and 

balances (saling koreksi, saling mengimbangi). Kendatipun 

demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya 

mulus atau tanpa halangan. 

Pada masa lalu, bumi dihuni masyrakat pemburu primitif 

yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing 

suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya 

didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau 

nonfisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh 

perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-

suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua 

masyarakat. Contoh dari dewan ini yang paling kentara adalah 

pada dewan-dewan negara-kota Yunani. Dewan ini sudah 



56 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

menampakkan 3 kekuasaan Trias Politika yaitu kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahkan di Romawi Kuno, sudah 

ada perwakilan daerah yang disebut Senat, lembaga yang 

mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia 

sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, 

keberadaan kekuasaan yang terpisah, misalnya di tingkat dewan 

kota tersebut mengalami pasang surut. Tantangan yang terbesar 

adalah persaingan dengan kekuasaan monarki atau tirani. 

Monarki atau Tirani adalah kekuasaan absolut yang berada di 

tangan satu orang raja. Tidak ada kekuasaan yang terpisah di 

keduanya. 

Pada abad Pertengahan (kira-kira tahun 1000-1500 M), 

kekuasaan politik menjadi persengketaan antara Monarki 

(raja/ratu), pimpinan gereja, dan kaum bangsawan. Kerap kali 

Eropa kala itu dilanda perang saudara akibat sengketa kekuasaan 

antara tiga kekuatan politik ini. Sebagai koreksi atas 

ketidakstabilan politik ini, pada tahun 1500 M mulai muncul 

semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji 

ulang filsafat politik yang bertujuan melakukan pemisahan 

kekuasaan. Tokoh-tokoh seperti John Locke, Montesquieu, 

Rousseau, Thomas Hobbes, merupakan contoh dari intelektual 

Eropa yang melakukan kaji ulang seputar bagaimana kekuasaan 

di suatu negara/kerajaan harus diberlakukan. Meski pemikiran 

mereka saling bertolak-belakang, tetapi tinjauan ulang mereka 

atas relasi kekuasaan negara cukup berharga untuk diperhatikan. 

Untuk keperluan ini cukup akan diberikan gambaran mengenai 2 

pemikiran intelektual Eropa yang berpengaruh atas konsep Trias 

Politika. Pertama adalah John Locke yang berasal dari Inggris, 

sementara yang kedua adalah Montesquieu, dari Perancis. 

 

 John Locke (1632-1704) 

Pemikiran John Locke mengenai Trias Politika ada di 

dalam Magnum Opus (karya besar) yang ia tulis dan 

berjudul Two Treatises of Government yang terbit tahun 
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1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebut bahwa 

fitrah dasar manusia adalah "bekerja (mengubah alam 

dengan keringat sendiri)" dan "memiliki milik (property)." 

Oleh sebab itu, negara yang baik harus dapat melindungi 

manusia yang bekerja dan juga melindungi milik setiap 

orang yang diperoleh berdasarkan hasil pekerjaannya 

tersebut. Mengapa Locke menulis sedemikian pentingnya 

masalah kerja ini? Dalam masa ketika Locke hidup, milik 

setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi 

rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Seringkali raja 

secara sewenang-wenang melakukan akuisisi atas milik para 

bangsawan dengan dalih beraneka ragam. Sebab itu, tidak 

mengherankan kalangan bangsawan kadang melakukan 

perang dengan raja akibat persengkataan milik ini, misalnya 

peternakan, tanah, maupun kastil.  

Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi 

dari serangan individu lain, demikian tujuan Negara versi 

Locke. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya 

kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak melulu di tangan 

seorang raja/ratu. Menurut Locke, kekuasaan yang harus 

dipisah tersebut adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif 

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat 

undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam 

undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati 

miliknya secara damai. Untuk situasi 'damai' tersebut perlu 

terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John 

Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah 

masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. 

Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur 

masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi 

Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhada-

pan dengan raja/ratu Inggris.  

Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat 

undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di 
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tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak 

melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, 

melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu. Federatif adalah 

kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau 

kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan 

Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara 

lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, 

menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, 

dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, 

diserahkan kepada raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan 

eksekutif. Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu 

simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di 

tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan. 

Pemikiran Locke ini belum sepenuhnya sesuai dengan 

pengertian Trias Politika di masa kini. Pemikiran Locke 

kemudian disempurkan oleh rekan Perancisnya, 

Montesquieu. 

 Montesquieu (1689-1755) 

Montesqueieu (nama aslinya Baron Secondat de 

Montesquieu) mengajukan pemikiran politiknya setelah 

membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di 

dalam magnum opusnya, Spirits of the Laws, yang terbit 

tahun 1748. Sehubungan dengan konsep pemisahan 

kekuasaan, Montesquieu menulis sebagai berikut : "Dalam 

tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan: kekuasaan 

legislatif; kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang 

berkenan dengan dengan hukum antara bangsa; dan 

kekuasan yudikatif yang mengenai hal-hal yang bergantung 

pada hukum sipil.  Dengan kekuasaan pertama, penguasa 

atau magistrat mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. 

Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, 

mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan 

umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan 

kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutus-
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kan pertikaian antar individu-individu. Yang akhir ini kita 

sebut kekuasaan yudikatif, yang lain kekuasaan eksekutif 

negara." Dengan demikian, konsep Trias Politika yang banyak 

diacu oleh negara-negara di dunia saat ini adalah Konsep 

yang berasal dari pemikir Perancis ini. Namun, konsep ini 

terus mengalami persaingan dengan konsep-konsep 

kekuasaan lain semisal Kekuasaan Dinasti (Arab Saudi), 

Wilayatul Faqih (Iran), Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, 

Kuba). 

Fungsi-Fungsi Pemisahan Kekuasaan 

Pemisahan Kekuasaan juga disebut dengan istilah trias 

politica adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat 

harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, 

mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang 

terlalu banyak. Pemisahan kekuasaan merupakan suatu cara 

pembagian dalam tubuh pemerintahan agar tidak ada 

penyelahgunaan kekuasaan, antara legislatif, eksekutif dan 

yudikatif. Pemisahan kekuasaan juga merupakan suatu prinsip 

normative bahwa kekuasaan-kekuasaan itu sebaiknya tidak 

diserahkan kepada orang yang sama, untuk mencegah 

penyalahugunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. 

Pemisahan kekuasaan ini dapat kita lihat pengertiannya dibawah 

ini : 

1. Kekuasaan Legislatif 

Legislatif adalah struktur politik yang fungsinya membuat 

undang-undang. Di masa kini, lembaga tersebut disebut 

dengan Dewan Perwakilan Rakyat (Indonesia), House of 

Representative (Amerika Serikat), ataupun House of 

Common (Inggris). Lembaga-lembaga ini dipilih melalui 

mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik 

dan berasal dari partai-partai politik. Melalui apa yang dapat 

kami ikhtisarkan dari karya Michael G. Roskin, termaktub 

http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica
http://id.wikipedia.org/wiki/Trias_politica
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
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beberapa fungsi dari kekuasaan legislatif sebagai 

berikut: Lawmaking, Constituency Work, Supervision and 

Critism Government, Education, dan Representation.  

a. Lawmaking adalah fungsi membuat undang-undang. Di 

Indonesia, undang-undang yang dikenal adalah Undang-

undang Ketenagakerjaan, Undang-undang Sistem 

Pendidikan Nasional, Undang-undang Guru Dosen, 

Undang-undang Penanaman Modal, dan sebagainya. 

Undang-undang ini dibuat oleh DPR setelah 

memperhatikan masukan dari level masyarakat.  

b. Constituency Work adalah fungsi badan legislatif untuk 

bekerja bagi para pemilihnya. Seorang anggota 

DPR/legislatif biasanya mewakili antara 100.000 s/d 

400.000 orang di Indnesia. Tentu saja, orang yang terpilih 

tersebut mengemban amanat yang sedemikian besar dari 

sedemikian banyak orang. Sebab itu, penting bagi 

seorang anggota DPR untuk melaksanakan amanat, yang 

harus ia suarakan di setiap kesempatan saat ia bekerja 

sebagai anggota dewan. Berat bukan ? 

c. Supervision and Critism of Government, berarti fungsi 

legislatif untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-

undang oleh presiden/perdana menteri, dan segera 

mengkritiknya jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam 

menjalankan fungsi ini, DPR melakukannya melalui acara 

dengar pendapat, interpelasi, angket, maupun 

mengeluarkan mosi kepada presiden/perdana menteri. 

d. Education adalah fungsi DPR untuk memberikan 

pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Anggota 

DPR harus memberi contoh bahwa mereka adalah 

sekadar wakil rakyat yang harus menjaga amanat dari 

para pemilihnya. Mereka harus selalu memberi 

pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana 

cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik. 

Sebab, hampir setiap saat media massa meliput tindak-
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tanduk mereka, baik melalui layar televisi, surat kabar, 

ataupun internet. 

e. Representation, merupakan fungsi dari anggota legislatif 

untuk mewakili pemilih. Seperti telah disebutkan, di 

Indonesia, seorang anggota dewan dipilih oleh sekitar 

300.000 orang pemilih. Nah, ke-300.000 orang tersebut 

harus ia wakili kepentingannya di dalam konteks negara. 

Ini didasarkan oleh konsep demokrasi perwakilan. Tidak 

bisa kita bayangkan jika konsep demokrasi langsung yang 

diterapkan, gedung DPR akan penuh sesak dengan 

300.000 orang yang datang setiap hari ke Senayan. Bisa-

bisa hancur gedung itu. Masalah yang muncul adalah, 

anggota dewan ini masih banyak yang kurang peka 

terhadap kepentingan para pemilihnya. Ini bisa kita lihat 

dari masih banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang 

muncul di aneka isu politik. 

 

2. Kekuasaan Eksekutif 

Eksekutif adalah kekuasaaan untuk melaksanakan undang-

undang yang dibuat oleh Legislatif. Fungsi-fungsi kekuasaan 

eksekutif ini garis besarnya adalah : Chief of state, Head of 

government, Party chief, Commander in chief, Chief 

diplomat, Dispenser of appointments, dan Chief legislators. 

Eksekutif di era modern negara biasanya diduduki oleh 

Presiden atau Perdana Menteri. Chief of State artinya kepala 

negara, jadi seorang Presiden atau Perdana Menteri 

merupakan kepada suatu negara, simbol suatu negara. 

Apapun tindakan seorang Presiden atau Perdana Menteri, 

berarti tindakan dari negara yang bersangkutan. Fungsi 

sebagai kepala negara ini misalnya dibuktikan dengan 

memimpin upacara, peresmian suatu kegiatan, penerimaan 

duta besar, penyelesaian konflik, dan sejenisnya. 

a. Head of Government, artinya adalah kepala 

pemerintahan. Presiden atau Perdana Menteri yang 
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melakukan kegiatan eksekutif sehari-hari. Misalnya 

mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan 

negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga 

internasional, menandatangi surat hutang dan 

pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya. Di 

dalam tiap negara, terkadang terjadi pemisahaan fungsi 

antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Di 

Inggris, kepala negara dipegang oleh Ratu Inggris, 

demikian pula di Jepang. Di kedua negara tersebut kepala 

pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Di 

Indonesia ataupun Amerika Serikat, kepala negara dan 

kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden. 

b. Party Chief berarti seorang kepala eksekutif sekaligus 

juga merupakan kepala dari suatu partai yang menang 

pemilu. Fungsi sebagai ketua partai ini lebih mengemuka 

di suatu negara yang menganut sistem pemerintahan 

parlementer. Di dalam sistem parlementer, kepala 

pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang 

berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di 

negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil 

terkadang tidak berlaku kaku demikian. Di masa 

pemerintahan Gus Dur (di Indonesia) menunjukkan hal 

tersebut. Gus Dur berasal dari partai yang hanya 

memenangkan 9% suara di Pemilu 1999, tetapi ia menjadi 

presiden. Selain itu, di sistem pemerintahan parlementer, 

terdapat hubungan yang sangat kuat antara eksekutif dan 

legislatif oleh sebab seorang eksekutif dipilih dari 

komposisi hasil suara partai dalam pemilu. Di sistem 

presidensil, pemilu untuk memilih anggota dewan dan 

untuk memilih presiden terpisah. 

c. Commander in Chief adalah fungsi mengepalai angkatan 

bersenjata. Presiden atau perdana menteri adalah 

pimpinan tertinggi angkatan bersenjata. Seorang presiden 

atau perdana menteri, meskipun tidak memiliki latar 

belakang militer memiliki peran ini. Namun, terkadang 

terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang 
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menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang 

bukan kalangan militer. Sekali lagi, ini pernah terjadi di 

era Gus Dur, di mana banyak instruksi-instruksinya 

kepada pihak militer tidak digubris pihak yang terakhir, 

terutama di masa kerusuhan sektarian (agama) yang 

banyak terjadi di masa pemerintahannya. 

d. Chief Diplomat, merupakan fungsi eksekutif untuk 

mengepalai duta-duta besar yang tersebar di perwakilan 

negara di seluruh dunia. Dalam pemikiran trias politika 

John Locke, termaktub kekuasaan federatif, kekuasaan 

untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Demikian 

pula di konteks aplikasi kekuasaan eksekutif saat ini. 

Eksekutif adalah pihak yang mengangkat duta besar 

untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta 

besar dari negara lain. 

e. Dispenser of Appointment merupakan fungsi eksekutif 

untuk menandatangani perjanjian dengan negara lain 

atau lembaga internasional. Dalam fungsi ini, 

penandatangan dilakukan oleh presiden, menteri luar 

negeri, ataupun anggota-anggota kabinet yang lain, yang 

diangkat oleh presiden atau perdana menteri. 

f. Chief Legislation, adalah fungsi eksekutif untuk 

mempromosikan diterbitkannya suatu undang-undang. 

Meskipun kekuasaan membuat undang-undang berada di 

tangan DPR, tetapi di dalam sistem tata negara 

dimungkinkan lembaga eksekutif mempromosikan 

diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab 

tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang 

banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan 

undang-undang tersebut. 

 

3. Kekuasaan Yudikatif  

Kekuasaan Yudikatif berwenang menafsirkan isi undang-

undang maupun memberi sanksi atas setiap pelanggaran 

atasnya. Fungsi-fungsi Yudikatif yang bisa dispesifikasikan 
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kedalam daftar masalah hukum berikut : Criminal law (petty 

offense, misdemeanor, felonies); Civil law (perkawinan, 

perceraian, warisan, perawatan anak); Constitution law 

(masalah seputan penafsiran kontitusi); Administrative law 

(hukum yang mengatur administrasi negara); International 

law (perjanjian internasional), penjelasannya sebagai berikut : 

 Criminal Law penyelesaiannya biasanya dipegang oleh 

pengadilan pidana yang di Indonesia sifatnya berjenjang, 

dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan 

Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat 

nasional). 

 Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, 

tetapi khusus umat Islam biasanya dipegang oleh 

Pengadilan Agama. 

 Constitution Law kini penyelesaiannya ditempati oleh 

Mahkamah Konstitusi. Jika individu, kelompok, lembaga-

lembaga negara mempersoalkan suatu undang-undang 

atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya 

dilakukan di Mahkamah Konstitusi. 

 Administrative Law penyelesaiannya dilakukan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus 

sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.  

 International Law tidak diselesaikan oleh badan yudikatif 

di bawah kendali suatu negara melainkan atas nama 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

 

Bentuk Negara 

Bentuk-bentuk dari berbagai Negara yang ada didunia saat 

in sebagai berikut : 

1. Negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk 

mendeskripsikan bentuk pemerintahan suatu negara yang 

menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan 

kepada komunisme (Marxisme, Leninisme, atau Maoisme). 
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Negara komunis yang masih ada hingga kini adalah Republik 

Rakyat Cina, Kuba, Korea Utara, Laos, dan Vietnam. 

2. Negara-kota atau Polis adalah suatu wilayah yang dikelola 

secara eksklusif oleh suatu kota, biasanya dengan 

memiliki kedaulatan. Secara historis, negara-kota biasanya 

merupakan bagian dari area kultural yang lebih besar, seperti 

pada negara-kota Yunani Kuno (misalnya Athena, Sparta, 

dan  Korinthia), kota Kota Finisi Kanaan (seperti Tyre dan 

Sidon), SukuMaya Mesoamerika (termasuk lokasi-lokasi 

seperti Chichen Itza and El Mirador), kota-kota di Asia 

Tengah sepanjang Jalur Sutra (termasuk Samarkand dan 

Bukhara), atau Negara. Kota Italia Utara (terutama Firenze 

dan Venesia). Saat ini hanya Singapura, Monaco, dan Kota 

Vatikan yang merupakan negara berdaulat yang mirip 

dengan definisi klasik mengenai negara-kota. Beberapa 

negara berdaulat juga memiliki wilayah pemerintahan sendiri 

yang dibatasi pada kota, seperti Berlin di Jerman, Makau 

dan Hong Kong di RRC, Distrik Columbia di Amerika Serikat, 

Distrik Federal Brazilia di Brazil, Distrik Federal Mexico di 

Meksiko, serta Gibraltar. 

 

3. Diktatorisme. Diktator adalah seorang pemimpin negara 

yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyat-

nya. Biasanya seorang diktator naik takhta dengan 

menggunakan kekerasan, seringkali dengan sebuah kudeta. 

Tetapi ada pula diktator yang naik takhta secara demokratis. 

Contoh yang paling terkenal adalah Adolf Hitler. Seringkali 

diktator dibedakan dengan despot. Seorang despot berkuasa 

secara sewenang-wenang pula, tetapi kadangkala ada pula 

despot yang 'baik'. Diktatorisme adalah sebuah paham yang 

artinya diambil dari kata "diktator" artinya orang yang 

memerintah suatu negara/pemerintahan dengan hak-hak 

dan kekuasaan absolut dan -isme yang berarti sebuah 

pemahaman maka disimpulkan diktatorisme adalah sebuah 

paham yang dianut oleh suatu negara untuk dipimpin oleh 

seorang pemimpin otoriter yang mempunyai hak dan 
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kewajiban absolut. Adapun diktatorisme cenderung lebih 

banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa seperti Jerman, 

Polandia, Perancis, dan Italia. 

 

4. Republik direksional adalah sebuah negara yang diperintah 

oleh kolose yang terdiri dari beberapa orang yang secara 

bersama-sama menjalankan kekuasaan sebagai Kepala 

Negara. Sistem pemerintahan ini berlainan baik dengan 

presiden dalam republik dan parlemen dalam republik. 

Dalam sejarah politik, istilah Directory yang berasal dari 

bahasa Prancis Directoire, berlaku bagi lembaga-lembaga 

tinggi negara secara kolegial terdiri dari beberapa anggota 

bertindak seperti Direktur. Sejauh ini yang terkenal adalah 

Directory Prancis. Namun oleh Perancis, bentuk ini 

pemerintah hanya dijalankan daerah jajahan yang berada di 

wilayah Eropa. 

 

5. Feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan 

sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/ 

monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang 

diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin 

lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini 

disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa 

pada Abad Pertengahan, yang menempatkan kalangan 

kesatria dan kelas bangsawan lainnya (vassal) sebagai 

penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut fief atau, 

dalam bahasa Latin, feodum) yang ditunjuk oleh monarki 

(biasanya raja atau lord). Istilah feodalisme sendiri dipakai 

sejak abad ke-17 dan oleh pelakunya sendiri tidak pernah 

dipakai. Semenjak tahun 1960-an, para sejarawan memper-

luas penggunaan istilah ini dengan memasukkan pula aspek 

kehidupan sosial para pekerja lahan di lahan yang dikuasai 

oleh tuan tanah, sehingga muncul istilah "masyarakat 

feodal". Karena penggunaan istilah feodalisme semakin lama 

semakin berkonotasi negatif, oleh para pengkritiknya istilah 

ini sekarang dianggap tidak membantu memperjelas 
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keadaan dan dianjurkan untuk tidak dipakai tanpa kualifikasi 

yang jelas. Dalam penggunaan bahsa sehari – sehari 

di Indonesia, seringkali kata ini digunakan untuk merujuk 

pada perilaku-perilaku negatif yang mirip dengan perilaku 

para penguasa yang lalim, seperti 'kolot', 'selalu ingin 

dihormati', atau 'bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah 

banyak ditinggalkan'. Arti ini sudah banyak melenceng dari 

pengertian politiknya.  

 

6. Kerajaan, wilayah di mana seorang raja memerintah. Dalam 

sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus, 

kerajaan/kingdom adalah penggolongan pertama suatu 

makhluk hidup, yaitu apakah hewan (animalia) atau 

tumbuhan. Kerajaan, salah satu bentuk pemerintahan di 

mana kepala negara dan/atau kepala pemerintahan disebut 

Raja, Kaisar, Permaisuri, Sultan, Baginda, Khalifah dan Emir.  
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BAHAN BACAAN III 

Sejarah Pemerintahan Lokal Indonesia 

(Otonomi Daerah) 
 

Konsep Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang 

memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi 

terbaik yang dimilikinya secara oftimal. Menurut kamus besar 

Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yangt berlaku. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, 

pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.Selain itu, menurut Suparmoko 

(2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan 

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat. Menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 

2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan 

kabupaten/kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. 

 

Sejarah Pemerintah Lokal Indonesia 

Sejarah Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia 

tidaklah berusia pendek. Lebih dari setengah abad lembaga 

pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu 

ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan 

bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk 

pemerintahan daerah seperti sekarang ini (2009). Pembagian 

tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang-Undang 

yang mengatur pemerintahan lokal secara umum. Tiap-tiap 
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periode pemerintahan daerah memiliki bentuk dan susunan yang 

berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui 

Undang-Undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang 

digunakan juga turut memengaruhi corak dari Undang-Undang 

yang mengatur pemerintahan daerah. Dalam artikel ini tidak 

semua hal yang ada pada pemerintahan daerah dikemukakan. 

Dalam artikel ini hanya akan dibahas mengenai susunan daerah 

otonom dan pemegang kekuasaan pemerintahan daerah di 

bidang legislatif dan eksekutif serta beberapa kejadian yang khas 

untuk masing-masing periode pemerintahan daerah. 

A. Periode I (1945-1948) 

Pada periode ini belum terdapat sebuah UU yang mengatur 

Pemerintahan Daerah secara khusus. Aturan yang digunakan 

adalah aturan yang ditetapkan oleh PPKI. Selain itu 

digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur 

mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh 

Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada 19 

Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan 

pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan 

melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya 

menetapkan adanya Komite Nasional di Daerah untuk 

membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan 

di pusat dengan adanya KNI Pusat. Oleh PPKI, secara umum, 

wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap 

provinsi dibagi lagi menjadi karesidenan-karesidenan. 

Masing-masing provinsi dikepalai oleh Gubernur. Sedangkan 

karesidenan dikepalai oleh Residen. Gubernur dan Residen 

dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite 

Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuk 

pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang 

sudah ada. Dengan demikian provinsi dan karesidenan hanya 

sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
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http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1945
http://id.wikipedia.org/wiki/PPKI
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_di_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Nasional_Indonesia_Pusat
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_provinsi_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Residen
http://id.wikipedia.org/wiki/Gubernur
http://id.wikipedia.org/wiki/Residen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi
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Tingkatan wilayah Nomenklatur yang digunakan 

Tingkatan Atas Provinsi 

Tingkatan Bawah Karesidenan 

 

Selain itu PPKI juga memutuskan disamping adanya provinsi 

terdapat pula Kooti (Zelfbestuurende Landschappen/ 

Kerajaan) dan Kota (Gemeente/Haminte) yang kedudukan 

dan pemerintahan lokalnya tetap diteruskan sampai diatur 

lebih lanjut. Wilayah-wilayah Provinsi yang ada tersebut tidak 

mencakup wilayah-wilayah kooti (Zelfbestuurende Landscha-

ppen/Kerajaan). Wilayah-wilayah kooti berada di bawah 

pemerintahan pusat baik secara langsung maupun melalui 

perwakilan yang disebut dengan Komisaris. 

 

Tingkatan selengkapnya yang ada pada masa itu adalah: 

 Provinsi (warisan Hindia Belanda, tidak digunakan oleh 

Jepang) 

 Karesidenan (disebut Syu oleh Jepang) 

 Kabupaten/Kota (disebut Ken/Syi/Tokubetsu Syi oleh 

Jepang, pada saat Hindia Belanda disebut Regentschap/ 

Gemeente/Stadsgemeente) 

 Kawedanan (disebut Gun oleh Jepang) 

 Kecamatan (disebut Son oleh Jepang) 

 Desa (disebut Ku oleh Jepang) 

Otonomi bagi daerah baru dirintis dengan keluarnya UU 

No. 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional 

Daerah. UU No. 1 Tahun 1945 menyebutkan setidaknya ada 

tiga jenis daerah yang memiliki otonomi yaitu: Karesidenan, 

Kota otonom dan Kabupaten serta lain-lain daerah yang 

dianggap perlu (kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta). 

Pemberian otonomi itu dilakukan dengan membentuk 

Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah adalah 

Komite Nasional Daerah bersama-sama dengan dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gementee&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelfbestuurende_Landschappen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kawedanan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesunanan_Surakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Yogyakarta
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komite_Nasional_Daerah&action=edit&redlink=1
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dipimpin oleh Kepala Daerah. Untuk pemerintahan sehari-

hari dibentuk Badan Eksekutif dari dan oleh Komite Nasional 

Daerah dan dipimpin oleh Kepala Daerah. Mengingat situasi 

dan kondisi pada masa itu tidak semua daerah dapat 

membentuk dan melaksanakan pemerintahan daerah. 

Daerah-daerah Maluku (termasuk didalamnya Papua), Nusa 

Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan bahkan harus 

dihapuskan dari wilayah Indonesia sesuai isi Perjanjian 

Linggajati. Begitu pula dengan daerah-daerah Sumatera 

Timur, Riau, Bangka, Belitung, Sumatera Selatan bagian 

timur, Jawa Barat, Jawa Tengah bagian barat, Jawa Timur 

bagian timur, dan Madura juga harus dilepaskan dengan 

Perjanjian Renville. 

B. Periode II (1948-1957) 

Pada periode ini berlaku Undang-Undang Pokok No. 22 

Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini adalah UU 

pertama kalinya yang mengatur susunan dan kedudukan 

pemerintahan daerah di Indonesia. Secara umum Indonesia 

memiliki dua jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom 

biasa dan daerah otonom khusus yang disebut dengan 

daerah istimewa. Daerah otonom khusus yang diberi 

nomenklatur "Daerah Istimewa" adalah daerah 

kerajaan/kesultanan dengan kedudukan zelfbesturende 

landschappen/kooti/daerah swapraja yang telah ada 

sebelum Indonesia merdeka dan masih dikuasai oleh dinasti 

pemerintahannya. Masing-masing daerah berotonomi 

tersebut memiliki tiga tingkatan dan nomenklatur yang 

berbeda-beda yaitu: 
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Tingkatan 

Daerah 

Otonom 

Nomenklatur 

Daerah Otonom 

Biasa 

Nomenklatur Daerah 

Otonom Khusus 

Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa 

Setingkat Provinsi 

Tingkat II Kabupaten/Kota 

Besar 

Daerah Istimewa 

Setingkat Kabupaten 

Tingkat III Desa, Negeri, 

Marga, atau nama 

lain/Kota Kecil 

Daerah Istimewa 

Setingkat Desa 

Undang-Undang menentukan bahwa pemerintahan lokal 

menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". 

Pemerintahan lokal terdiri dari: 

 Legislatif  

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 Eksekutif 

 Dewan Pemerintah Daerah (DPD)  

DPRD mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. 

Anggota DPRD dipilih dalam sebuah pemilihan yang diatur 

oleh UU pembentukan daerah. Masa jabatan Anggota DPRD 

adalah lima tahun. Jumlah anggota DPRD juga diatur dalam 

UU pembentukan daerah yang bersangkutan. Ketua dan 

Wakil Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang 

bersangkutan. DPD menjalankan pemerintahan sehari-hari. 

AnggotaDPD secara bersama-sama atau masing-masing 

bertanggung jawab terhadap DPRD dan diwajibkan memberi 

keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih 

oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan 

komposisi kekuatan politik dalam DPRD. Masa jabatan 

anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD yang 

bersangkutan. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam UU 

pembentukan daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah 

menjadi ketua dan anggota DPD. Kepala Daerah diangkat 

dan diberhentikan dengan ketentuan umum: 
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 Kepala Daerah Provinsi diangkat oleh Presiden dari calon 

yang diajukan oleh DPRD Provinsi. 

 Kepala Daerah Kabupaten/Kota Besar diangkat oleh 

Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh 

DPRD Kabupaten/Kota Besar. 

 Kepala Daerah Desa, Negeri, Marga atau nama lain/Kota 

Kecil diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari calon 

yang diajukan oleh DPRD Desa, Negeri, Marga atau nama 

lain/Kota Kecil. 

 Kepala Daerah dapat diberhentikan oleh pejabat yang 

mengangkat atas usul DPRD yang bersangkutan. 

 Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari 

keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu di zaman 

sebelum Republik Indonesia dengan syarat tertentu. 

Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang Wakil 

Kepala Daerah Istimewa oleh Presiden dengan syarat 

yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa. Wakil Kepala 

Daerah Istimewa adalah anggota DPD. 

 

UU No. 22 Tahun 1948 disusun berdasarkan pada konstitusi 

Republik I pasal 18. Pada mulanya UU ini mengatur pokok-

pokok pemerintahan daerah di wilayah Indonesia yang 

tersisa yaitu: 

 Wilayah Sumatera meliputi: Aceh, Sumatera Utara bagian 

barat, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan 

bagian utara dan barat, Bengkulu, dan Lampung. 

 Wilayah Jawa meliputi: Banten, Jawa Tengah bagian timur, 

Yogyakarta, dan Jawa Timur bagian barat (daerah 

Mataraman) 

Setelah pembentukan Republik III pada 15 Agustus 1950 UU 

ini berlaku untuk daerah seluruh Sumatera, seluruh Jawa, dan 

seluruh Kalimantan. Sedangkan pada daerah-daerah di bekas 

wilayah Negara Indonesia Timur yaitu wilayah Sulawesi, 
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wilayah Nusa Tenggara, dan wilayah Maluku masih berlaku 

UU NIT No. 44 Tahun 1950. 

C. Periode III (1957-1965) 

Pada periode ini berlaku UU No. 1 Tahun 1957 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang disebut juga 

Undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan 1956. 

UU ini menggantikan UU RI No. 22 Tahun 1948 dan UU NIT 

No. 44 Tahun 1950. Secara umum Indonesia memiliki dua 

jenis daerah berotonomi yaitu daerah otonom biasa yang 

disebut daerah swatantra dan daerah otonom khusus yang 

disebut dengan daerah istimewa. Masing-masing daerah 

berotonomi tersebut memiliki tiga tingkatan dan 

nomenklatur yang berbeda-beda yaitu: 

Tingkatan Nomenklatur 

Daerah Otonom 

Biasa 

Nomenklatur Daerah 

Otonom Khusus 

Tingkat I Daerah Swatantra 

Tingkat ke 

I/Kotapraja 

Jakarta Raya 

Daerah Istimewa 

Tingkat ke I 

Tingkat II Daerah Swatantra 

Tingkat ke 

II/Kotapraja 

Daerah Istimewa 

Tingkat ke II 

Tingkat III Daerah Swatantra 

Tingkat ke III 

Daerah Istimewa 

Tingkat ke III 

Kecuali Pemerintahan Daerah Kotapraja Jakarta Raya, dalam 

Pemerintahan Daerah Kotapraja tidak dibentuk daerah 

Swatantra tingkat lebih rendah. Selain dua macam daerah 

berotonomi tersebut terdapat pula Daerah Swapraja. Daerah 

ini merupakan kelanjutan dari sistem pemerintahan daerah 

zaman Hindia Belanda dan Republik II (Pemerintahan Negara 

Federal RIS). Menurut perkembangan keadaan Daerah 
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Swapraja dapat dialihkan statusnya menjadi Daerah Istimewa 

atau Daerah Swatantra. Undang-Undang menentukan bahwa 

pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur "Pemerintah 

Daerah". Pemerintahan lokal terdiri dari: 

 Legislatif  

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

 Eksekutif 

 Dewan Pemerintah Daerah (DPD)  

DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga 

daerahnya kecuali ditentukan lain dengan UU. Pemilihan dan 

penggantian anggota DPRD diatur dengan Undang-Undang 

tersendiri. Masa jabatan anggota DPRD adalah empat tahun. 

Masa jabatan anggota pengganti antar waktu hanya untuk 

sisa masa empat tahun tersebut. Jumlah anggota DPRD 

ditetapkan dalam UU pembentukan, dengan dasar 

perhitungan jumlah penduduk tertentu. Ketua dan Wakil 

Ketua DPRD dipilih oleh dan dari anggota DPRD.  

Pimpinan sehari-hari Pemerintahan Daerah dijalankan oleh 

DPD. DPD menjalankan keputusan-keputusan DPRD. 

Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya secara bersama-

sama bertanggung jawab kepada DPRD dan wajib memberi 

keterangan-keterangan yang diminta oleh DPRD. DPD dipilih 

oleh dan dari DPRD dengan memperhatikan perimbangan 

komposisi kekuatan politik dalam DPRD.  

Masa jabatan anggota DPD sama seperti masa jabatan DPRD 

yang bersangkutan. Anggota DPD antar waktu yang dipilih 

memiliki masa jabatan hanya untuk sisa masa jabatan DPD 

yang ada. Jumlah anggota DPD ditetapkan dalam peraturan 

pembentukan daerah yang bersangkutan. Kepala Daerah 

karena jabatannya menjadi ketua dan anggota DPD. Wakil 

Ketua DPD dipilih oleh dan dari, anggota DPD bersangkutan. 

Kepala Daerah dipilih, diangkat, dan diberhentikan menurut 

aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang tersendiri. 
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Untuk sementara waktu Kepala Daerah dipilih oleh DPRD 

dengan syarat-syarat tertentu dan disahkan oleh Presiden 

untuk Kepala Daerah dari tingkat ke I atau Menteri Dalam 

Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya untuk Kepala 

Daerah dari tingkat ke II dan ke III.  

Kepala Daerah dipilih untuk satu masa jabatan DPRD atau 

bagi mereka yang dipilih antar waktu guna mengisi 

lowongan Kepala Daerah, untuk sisa masa jabatan tersebut. 

Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan 

oleh DPRD dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah 

itu di zaman sebelum Republik dengan memperhatikan 

syarat tertentu dan diangkat serta diberhentikan oleh 

Presiden bagi Daerah Istimewa tingkat I atau Menteri Dalam 

Negeri atau penguasa yang ditunjuk olehnya bagi Daerah 

Istimewa tingkat II dan III.  

Untuk Daerah Istimewa dapat diangkat Wakil Kepala Daerah 

Istimewa dengan tata cara seperti Kepala Daerah Istimewa. 

Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa karena jabatannya 

adalah berturut-turut menjadi Ketua serta anggota dan Wakil 

Ketua serta anggota dari Dewan Pemerintah Daerah. UU No. 

1 Tahun 1957 disusun berdasarkan aturan Konstitusi 

Republik III pasal 131, 132, dan 133. Namun dalam 

perjalanan waktu, peraturan tersebut mengalami perubahan 

pada 1959 dan 1960 karena menyesuaikan dengan sistem 

ketata negaraan Republik IV. Penyesuaian pada tahun 1959 

dilaksanakan dengan Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959. 

Menurut peraturan itu pemerintahan daerah terdiri dari: 

 Eksekutif 

 Kepala Daerah dengan dibantu Badan Pemerintah Harian 

(BPH) 

 Legislatif 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
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Kepala Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

bagi Daerah Tingkat I dan Menteri Dalam Negeri dan 

Otonomi Daerah bagi Daerah Tingkat II dengan syarat 

tertentu. Kepala Daerah dapat diangkat baik dari calon yang 

diajukan DPRD maupun dari luar calon yang diusulkan DPRD. 

Masa jabatan Kepala Daerah sama seperti masa jabatan 

DPRD.  

Kepala Daerah adalah Pegawai Negara dan karenanya tidak 

dapat diberhentikan karena keputusan DPRD. Kepala Daerah 

Istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa 

menjalankan pemerintahan di daerah di zaman sebelum 

Republik Indonesia dengan syarat tertentu dan diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden. Untuk Daerah Istimewa dapat 

diangkat Wakil Kepala Daerah Istimewa dengan tata cara 

yang sama dengan Kepala Daerah Istimewa. BPH terdiri dari 

3 sampai 5 anggota kecuali yang berasal dari anggota DPD 

sebelumnya. Anggota BPH diangkat dan diberhentikan 

menurut aturan yang ditetapkan Mendagri dan Otda. 

Penyesuaian pada tahun 1960 dilaksanakan dengan 

Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960. Peraturan ini 

mengatur tentang DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) dan 

Sekretariat Daerah. Dalam aturan ini pula ditetapkan bahwa 

Kepala Daerah karena jabatannya adalah Ketua DPRD-GR. 

Masa jabatan Kepala Daerah dan BPH disesuaikan dengan 

masa jabatan DPRD-GR. 

D. Periode IV (1965-1974) 

Pada periode ini berlaku UU No. 18 Tahun 1965 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan 

UU No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959; 

Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960; Penetapan Presiden 

No. 5 tahun 1960 jo Penetapan Presiden No. 7 tahun 1965. 

Menurut UU ini secara umum Indonesia hanya mengenal 
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satu jenis daerah otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi 

menjadi tiga tingkatan daerah. 

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom 

Tingkat I Provinsi/Kotaraya 

Tingkat II Kabupaten/Kotamadya 

Tingkat III Kecamatan/Kotapraja 

Daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus menurut UU 

No. 1 Tahun 1957 boleh dikatakan dihapus secara sistematis 

dan diseragamkan dengan daerah otonomi biasa. Selain itu 

untuk mempersiapkan pembentukan daerah otonom tingkat 

III maka dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1965 tentang 

Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat 

Terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh Wilayah Indonesia 

yang dalam artikel ini disingkat menjadi UU Desapraja. 

Undang-Undang menentukan bahwa pemerintahan lokal 

menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". 

Pemerintah Daerah berhak dan berkewajiban mengatur dan 

mengurus rumah-tangga daerahnya. Pemerintahan lokal 

terdiri dari: 

 Legislatif 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 Eksekutif 

 Kepala Daerah, dibantu Wakil Kepala Daerah dan Badan 

Pemerintah Harian 

Jumlah anggota DPRD ditetapkan dalam UU pembentukan 

daerah dengan dasar perhitungan jumlah penduduk tertentu. 

Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun. Anggota DPRD 

antar waktu masa jabatannya hanya untuk sisa masa lima 

tahun tersebut. Pemilihan, pengangkatan dan penggantian 

anggota DPRD diatur dengan UU tersendiri. Pimpinan DPRD 

terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua 

yang mencerminkan poros Nasakom. Pimpinan DPRD dalam 
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menjalankan tugasnya mempertanggung-jawabkan kepada 

Kepala Daerah. Masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah, serta Anggota BPH adalah 5 tahun. Kepala 

Daerah adalah pegawai Negara. Kepala Daerah merupakan 

wakil pemerintah pusat sekaligus pejabat dalam 

pemerintahan daerah. Oleh karena itu Kepala Daerah harus 

melaksanakan politik pemerintah dan bertanggung jawab 

kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut 

hirarki yang ada. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

serta Anggota BPH diangkat dan diberhentikan oleh: 

 Presiden bagi Daerah tingkat I 

 Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden bagi 

Daerah tingkat II, dan 

 Kepala Daerah tingkat I dengan persetujuan Menteri 

Dalam Negeri bagi Daerah tingkat III yang ada dalam 

Daerah tingkat I. 

Anggota BPH bagi masing-masing tingkatan daerah adalah: 

 bagi Daerah tingkat I sekurang-kurangnya 7 orang 

 bagi Daerah tingkat II sekurang-kurangnya 5 orang. 

 bagi Daerah tingkat III sekurang-kurangnya 3 orang. 

Desapraja merupakan kesatuan masyarakat hukum yang 

tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai 

harta benda sendiri. Alat-alat kelengkapan pemerintahan 

desapraja terdiri atas Kepala Desapraja, Badan Musyawarah 

Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas 

Desapraja, dan Badan Pertimbangan Desapraja. 

UU No. 18 Tahun 1965 disusun berdasar pasal 18 Konstitusi 

Republik IV. Namun berbeda dengan UU No. 22 Tahun 1948, 

UU ini secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-

daerah dengan otonomi khusus dan secara sistematis 

berusaha menghapuskan daerah otonomi khusus tersebut 
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sebagaimana yang tercantum dalam pasal 88
[8]

. Hal tersebut 

juga diterangkan dengan lebih gamblang dalam penjelasan 

UU No. 18 Tahun 1965 pasal 1-2 serta pasal 88. Akan tetapi, 

badai politik tahun 1965, yang terjadi hanya 29 hari setelah 

UU No. 18 Tahun 1965 disahkan, menyebabkan UU 

pemerintahan daerah ini tidak dapat diberlakukan secara 

mulus. Perubahan konstelasi politik yang terjadi sepanjang 

akhir 1965 sampai dengan tahun 1968 mengakibatkan UU 

Pemerintahan Daerah dan UU Desapraja tidak dapat 

diberlakukan 

E. Periode V (1974-1999) 

Pada periode ini berlaku UU No. 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. UU ini menggantikan 

UU No. 18 Tahun 1965 yang dinyatakan tidak dapat 

diterapkan. Menurut UU ini secara umum Indonesia dibagi 

menjadi satu macam Daerah Otonom sebagai pelaksanaan 

asas desentralisasi dan Wilayah Administratif sebagai 

pelaksanaan asas dekonsentrasi. 

Daerah Otonom 

Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom 

Tingkat I Daerah Tingkat I (Dati I)/Daerah 

Khusus Ibukota/Daerah Istimewa 

Tingkat II Daerah Tingkat II (Dati II) 

Wilayah Administrasi 

Tingkatan Nomenklatur Wilayah 

Administratif 

Tingkat I Provinsi/Ibukota Negara 

Tingkat II Kabupaten/Kotamadya 

Tingkat IIa Kota Administratif 

Tingkat III Kecamatan 
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Nama dan batas Daerah Tingkat I adalah sama dengan nama 

dan batas Wilayah Provinsi atau Ibukota Negara. Ibukota 

Daerah Tingkat I adalah ibukota Wilayah Provinsi. Nama dan 

batas Daerah Tingkat II adalah sama dengan nama dan batas 

Wilayah Kabupaten atau Kotamadya. Ibukota Daerah Tingkat 

II adalah ibukota Wilayah Kabupaten. Penyebutan Wilayah 

Administratif dan Daerah Otonom disatukan. 

1. Untuk Wilayah Administratif Provinsi dan Daerah Otonom 

Tingkat I disebut Provinsi Daerah Tingkat I. Sebagai 

contoh adalah Provinsi Daerah Tingkat I Riau. 

2. Untuk Wilayah Administratif Ibukota Negara dan Daerah 

Otonomi Khusus Ibukota Jakarta disebut Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta. 

3. Untuk Wilayah Administratif Provinsi dan Daerah Otonomi 

Istimewa disebut Provinsi Daerah Istimewa. Untuk Aceh 

disebut Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Untuk Yogyakarta 

disebut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Untuk Wilayah Administratif Kabupaten dan Daerah 

Otonom Tingkat II disebut Kabupaten Daerah Tingkat II. 

Sebagai contoh adalah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Kampar. 

5. Untuk Wilayah Administratif Kotamadya dan Daerah 

Otonom Tingkat II disebut Kotamadya Daerah Tingkat II. 

Sebagai contoh adalah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pakanbaru. 

Undang-Undang menentukan bahwa pemerintahan lokal 

menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". 

Pemerintahan lokal terdiri dari: 

 Legislatif 

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

 Eksekutif 

 Kepala Daerah 
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Daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan 

mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Titik berat Otonomi Daerah diletakkan 

pada Daerah Tingkat II. Dalam menyelenggarakan 

pemerintahan daerah dibentuk Sekretariat Daerah dan 

Dinas-dinas Daerah. Susunan, keanggotaan, dan pimpinan 

DPRD, begitu juga sumpah/janji, masa keanggotaan, dan 

larangan rangkapan jabatan bagi anggota-anggotanya diatur 

dengan UU tersendiri. Kepala Daerah adalah Pejabat Negara. 

Kepala Daerah diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun 

terhitung mulai tanggal pelantikannya dan dapat diangkat 

kembali, untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.  

Kepala Daerah Tingkat I dicalonkan dan dipilih oleh DPRD 

Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri dan 

selanjutnya diangkat oleh Presiden. Kepala Daerah Tingkat II 

dicalonkan dan dipilih oleh DPRD Tingkat II dengan 

persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan 

selanjutnya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri. Wakil 

Kepala Daerah adalah Pejabat Negara. Wakil Kepala Daerah 

Tingkat I diangkat oleh Presiden dari Pegawai Negeri yang 

memenuhi persyaratan. Wakil Kepala Daerah Tingkat II 

diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari 

Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan.  

Apabila dipandang perlu, Menteri Dalam Negeri dapat 

menunjuk Pembantu Gubernur, Pembantu Bupati atau 

Pembantu Walikotamadya yang mempunyai wilayah kerja 

tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Kepala Daerah Tingkat 

I karena jabatannya adalah Kepala Wilayah Provinsi atau 

Ibukota Negara. Wakil Kepala Daerah Tingkat I karena 

jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah Provinsi atau 

Ibukota Negara dan disebut Wakil Gubernur. Kepala Daerah 

Tingkat II karena jabatannya adalah Kepala Wilayah 

Kabupaten atau Kotamadya. Wakil Kepala Daerah Tingkat II 

karena jabatannya adalah Wakil Kepala Wilayah Kabupaten 
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atau Kotamadya, dan disebut Wakil Bupati atau Wakil 

Walikotamadya. Sebutan Kepala Wilayah dan Kepala Daerah 

disatukan. 

1. Untuk Kepala Wilayah Provinsi/Kepala Daerah Tingkat I 

disebut Gubernur KepalaDaerah Tingkat I. Sebagai contoh 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah. 

2. Untuk Kepala Wilayah Ibukota Negara/Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta disebut Gubernur Kepala Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta. 

3. Untuk Kepala Wilayah Provinsi/Daerah Istimewa disebut 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa. Untuk DI Aceh disebut 

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh. Untuk DI 

Yogyakarta disebut Gubernur Kepala Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

4. Untuk Kepala Wilayah Kabupaten/Daerah Tingkat II 

disebut Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Sebagai contoh 

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan. 

5. Untuk Kepala Wilayah Kotamadya/Daerah Tingkat II 

disebut Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Sebagai 

contoh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II 

Palangkaraya. 

Pemerintahan Desa diatur tersendiri dengan UU No. 5 Tahun 

1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa adalah suatu wilayah 

yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan 

masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah 

langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan 

rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa 

dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan 

pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa 

yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan 

Kepala-kepala Urusan. Kepala Desa karena jabatannya adalah 

Ketua LMD. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah 
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Sekretaris LMD. Dalam UU No. 5 Tahun 1979 juga diatur 

mengenai Kelurahan. Kelurahan adalah suatu wilayah yang 

ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai 

organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat 

dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya 

sendiri. Pemerintah Kelurahan terdiri atas Kepala Kelurahan 

dan Perangkat Kelurahan yang meliputi Sekretaris Kelurahan, 

Kepala-kepala Lingkungan, dan Kepala-kepala Urusan. UU 

No. 5 Tahun 1974 disusun berdasarkan pasal 18 Konstitusi 

Republik IV dan dikembangkan lebih jauh dengan 

mengadopsi "ide-ide" yang ada dalam penjelasan Konstitusi. 

UU ini cukup lama bertahan yaitu selama 25 tahun. 

Dalam perjalanannya Indonesia mengalami penambahan 

wilayah baru yang berasal dari koloni Portugis
[13]

 pada 1976 

dan dibentuk sebagai sebuah provinsi yaitu Provinsi Daerah 

Tingkat I Timor Timur dengan UU No 7 Tahun 1976 tentang 

Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Provinsi 

Daerah Tingkat I Timor-Timur. Pada tahun 1990 Kota Jakarta 

mendapat status Daerah Khusus dengan tingkatan daerah 

otonom Daerah Tingkat I melalui UU No. 11 Tahun 1990 

tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota 

Negara Republik Indonesia Jakarta. Selain itu tidak banyak 

yang menonjol dari pemerintahan daerah. 

F. Periode VI (1999-2004) 

Pada periode ini berlaku UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 5 Tahun 

1974 dan UU No. 5 Tahun 1979. Menurut UU ini Indonesia 

dibagi menjadi satu macam daerah otonom dengan 

mengakui kekhususan yang ada pada tiga daerah yaitu Aceh, 

Jakarta, dan Yogyakarta dan satu tingkat wilayah 

administratif. Tiga jenis daerah otonom adalah Daerah 

Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota. Ketiga jenis 
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daerah tersebut berkedudukan setara dalam artian tidak ada 

hirarki daerah otonom. Daerah Provinsi berkedudukan juga 

sebagai wilayah administratif. Undang-Undang menentukan 

bahwa pemerintahan lokal menggunakan nomenklatur 

"Pemerintahan Daerah". Pemerintahan Daerah adalah 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi. 

Daerah Otonom (disebut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 

daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintahan lokal terdiri dari: 

1. Badan Legislatif Daerah 

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Badan Eksekutif Daerah 

Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala Daerah dan 

Perangkat Daerah. Sedangkan DPRD sebagai Badan Legislatif 

Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari 

Pemerintah Daerah. Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, 

hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD 

diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kepala Daerah 

dan Wakil Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima 

tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa 

jabatan. Pengisian jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara 

bersamaan. Kepala Daerah dilantik oleh Presiden atau 

pejabat lain yang ditunjuk untuk bertindak atas nama 

Presiden.  

Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur, yang karena 

jabatannya adalah juga sebagai wakil Pemerintah. Dalam 

menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, 
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Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Kepala 

Daerah Kabupaten disebut Bupati. Kepala Daerah Kota 

disebut Walikota. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan 

selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggungiawab 

kepada DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan mengenai Desa 

dipisahkan dalam bab yang berbeda dari peraturan 

mengenai daerah otonom provinsi/kabupaten/kota. Ini 

dikarenakan Desa atau yang disebut dengan nama lain 

(Nagari,Kampung, Huta, Bori, Marga dan lain sebagainya) 

memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat 

istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional 

dan berada di Daerah Kabupaten. Pemerintahan Desa terdiri 

atas Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. 

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dan perangkat Desa. Kepala Desa dipilih 

langsung oleh Penduduk Desa. Masa jabatan Kepala Desa 

paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan 

terhitung sejak tanggal ditetapkan. Badan Perwakilan Desa 

atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi 

adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  

Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh 

penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Pimpinan 

Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Di 

Desa dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan 

kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. UU 

ini disusun berdasarkan Konstitusi Republik IV pasal 18 dan 

dikembangkan dengan mengadopsi beberapa ide dalam 
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penjelasan konstitusi pasal 18 khususnya bagian II. UU ini 

cukup istimewa karena diberlakukan dalam masa Republik IV, 

Republik V, dan Republik VI. Dalam perjalanannya Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta diatur dengan UU No. 34 

Tahun 1999. Provinsi Aceh juga ditegaskan keistimewaannya 

dengan UU No. 44 Tahun 1999 dan diberi otonomi khusus 

dengan UU No. 18 Tahun 2001serta perubahan nomenklatur 

menjadi Aceh. Selain itu Provinsi Irian Jaya juga diberi 

otonomi khusus dengan UU No. 21 Tahun 2001 serta 

perubahan nomenklatur menjadi Provinsi Papua. Selain 

pemberian penegasan dan pemberian status khusus, 

beberapa provinsi lainnya mengalami pemekaran menjadi 

provinsi baru. Provinsi Timor-Timur juga memperoleh 

kemerdekaan penuh pada 2002 dengan nama Timor 

Leste/Timor Lorosae dari Pemerintahan Transisi PBB. 

Kemerdekaan tersebut berdasarkan hasil referendum atas 

status koloni Portugis pada 1999 setelah sekitar 23 tahun 

bergabung dengan Indonesia. 

G. Periode VII (mulai 2004) 

Pada periode ini berlaku UU No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU No. 22 

Tahun 1999. Menurut UU ini Indonesia dibagi menjadi satu 

jenis daerah otonom dengan perincian Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan 

daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah 

kota. Selain itu Negara mengakui kekhususan dan/atau 

keistimewaan yang ada pada empat daerah yaitu Aceh, 

Jakarta, Papua, dan Yogyakarta. Negara juga mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 

(Desa atau nama lain) beserta hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan. 
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Tingkatan Nomenklatur Daerah Otonom 

Tingkat I Provinsi 

Tingkat II Kabupaten/Kota 

Undang-Undang menentukan bahwa pemerintahan lokal 

menggunakan nomenklatur "Pemerintah Daerah". 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pemerintahan lokal secara umum terdiri dari: 

- Legislatif 

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

- Eksekutif 

Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Kepala Daerah dan 

Perangkat Daerah. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri 

atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Untuk 

Provinsi Aceh disebut Pemerintah Aceh (Pemda Aceh) dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh). Khusus Aceh 

terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang 

menjadi mitra DPR Aceh dan Pemda Aceh. Untuk Provinsi 

Papua dan Provinsi Papua Barat disebut Dewan Perwakilan 

Rakyat Papua (DPR Papua). Khusus Papua dan Papua Barat 

terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi 

kultural orang asli Papua.  

Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdiri atas 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/ 

Kota. Untuk Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Aceh 

disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPR 

Kabupaten/Kota). Khusus Kabupaten/ Kota di lingkungan 

Provinsi Aceh terdapat Majelis Permusyawaratan Ulama 
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Kabupaten/Kota (MPU) yang menjadi mitra DPR 

Kabupaten/Kota dan Pemda Kabupaten/Kota di dalam 

lingkungan Provinsi Aceh. DPRD merupakan lembaga 

perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD memiliki 

fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketentuan 

tentang DPRD sepanjang tidak diatur secara khusus berlaku 

ketentuan Undang-Undang yang mengatur Susunan dan 

Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Khusus untuk DPR 

Aceh, DPR Papua, dan DPRD Provinsi DKI Jakarta dapat 

memiliki anggota sebanyak 125% dari jumlah yang di-

tentukan dalam UU yang mengatur mengenai DPRD.  

Kepala daerah untuk provinsi disebut Gubernur, untuk 

kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota disebut Walikota. 

Wakil kepala daerah untuk provinsi disebut Wakil Gubernur, 

untuk kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk kota 

disebut Wakil Walikota. Gubernur yang karena jabatannya 

berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah 

provinsi yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada 

Presiden. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih 

dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara 

demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil. Perangkat daerah provinsi secara 

umum terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas 

daerah, dan lembaga teknis daerah. Perangkat daerah 

kabupaten/kota secara umum terdiri atas sekretariat daerah, 

sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, 

kecamatan, dan kelurahan. 

Desa atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum 

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui 

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara. Termasuk 

dalam pengertian ini adalah Nagari di Sumatera Barat, 
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Gampong di provinsi Aceh, Lembang di Sulawesi Selatan, 

Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di 

Maluku. Secara bertahap, Desa dapat diubah atau 

disesuaikan statusnya menjadi kelurahan. Dalam 

pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk 

pemerintahan desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan 

Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas 

Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih 

langsung oleh dan dari penduduk desa yang syarat dan tata 

cara pemilihannya diatur dengan Perda. Masa jabatan kepala 

desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Badan 

Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan 

desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat.  

Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari 

penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara 

musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota badan 

permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat 

dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. UU 

No. 32 Tahun 2004 disusun berdasarkan Konstitusi Republik 

VI pasal 18, 18A, dan 18B. Dalam perjalanannya UU ini telah 

diubah sebanyak dua kali dengan Perppu No. 3 Tahun 2005 

(ditetapkan menjadi UU No. 8 Tahun 2005) dan dengan UU 

No. 12 Tahun 2008. Selanjutnya daerah Aceh dan Jakarta 

kembali diatur dengan UU tersendiri. Aceh diatur secara 

penuh dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh. Sedangkan Jakarta diatur kembali dengan UU No. 29 

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Provinsi Papua tetap diatur dengan UU No. 21 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Provinsi Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Papua 

juga mendapatkan otonomi khusus sebagaimana provinsi 

induknya dengan Perppu No. 1 Tahun 2008 tentang 
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (ditetapkan 

menjadi UU No. 35 Tahun 2008). 

H. Zaman Hindia Belanda 

Menurut Regeering Reglement (RR) 1854, Nederlandse Indie 

diperintah oleh Gubernur Jenderal atas nama Raja/Ratu 

Nederland secara sentralistis. Daerah Nederlandse Indie 

dibagi dalam dua kategori besar yaitu daerah Indirect Gebied 

dan Direct Gebied. Daerah Indirect Gebied adalah daerah 

yang diperintah secara tidak langsung oleh penguasa 

Batavia. Daerah ini biasanya berbentuk kerajaan atau 

kesultanan yang terikat dengan perjanjian politik baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. Perjanjian ini dilakukan oleh 

raja/sultan dari kerajaan/kesultanan lokal dengan 

Residen/Gubernur sebagai wakil Gubernur Jenderal atas 

nama Raja/Ratu Belanda.  

Dengan perjanjian tersebut kerajaan/kesultanan memiliki 

status "negara semi merdeka" dalam lingkungan Kerajaan 

Belanda. Daerah-daerah tersebut diperintah sendiri oleh 

penguasa pribumi dan memiliki struktur pemerintahan lokal 

sendiri. Pemerintah Hindia Belanda hanya menempatkan 

para pengawas dengan pangkat Asisten Residen, Residen, 

atau Gubernur sesuai dengan tingkatan daerah yang 

didasarkan pada kepentingan pemerintah Hindia Belanda. 

Dari sinilah kemudian muncul kedudukan khusus suatu 

daerah yang dikenal dengan nomenklatur Zelfbesturende 

Lanschappen (Daerah Swapraja [ berpemerintahan sendiri ] 

atau otonom). Daerah Direct Gebeid adalah yang diperintah 

secara langsung oleh Batavia secara hirarkis. 

Pemerintahannya bersifat administratif atau sering disebut 

"pemerintahan pangreh praja". Pemerintahan ini pun 

dibedakan antara pemerintahan di wilayah Jawa dan Madura 

dengan Luar Jawa dan Madura. 
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Di daerah Jawa dan Madura, secara berurutan tingkatan 

pemerintahan dan kepala pemerintahannya (dalam tanda 

kurung), adalah : Provinsi (Gubernur), Karesidenan (Residen), 

Kabupaten (Asisten Residen dan Bupati lokal [regent] ) , 

Kawedanan (Wedana), Kecamatan (Asisten Wedana), Desa 

(Lurah/Kepala Desa). Di daerah Luar Jawa dan Madura, secara 

berurutan tingkatan pemerintahan dan kepala 

pemerintahannya (dalam tanda kurung), adalah : Provinsi 

(Gubernur), Karesidenan (Residen), Afdeling (Asisten 

Residen), Onder Afdeling (Controleur), District/Kawedanan 

(Demang), Onderdistrict/Kecamatan (Asisten Demang), 

Desa/Marga/Kuria/Nagari/nama lain (Kepala Desa/nama 

lain).  

Gubernur sampai Asisten Residen untuk Jawa dan Controleur 

untuk luar Jawa adalah berkebangsaan Belanda dan disebut 

Eurpese Bestuurambtenaren. Sedangkan Bupati sampai 

Lurah/Kepala Desa untuk Jawa dan Demang sampai kepala 

desa/nama lain untuk luar Jawa berkebangsaan pribumi dan 

disebut Inlandse Bestuurambtenaren. Dengan adanya 

Decentralisatie Wet 1903 (Stbl 1903 No. 329) prinsip otonomi 

mulai diperkenalkan. Di beberapa daerah mulai dibentuk 

Locale Raad (semacam DPRD). Perkembangan selanjutnya 

muncul Wet Op de Bestuurshervormings 1922 (Stbl 1922 No. 

216). Sebagai Badan Pemerintahan Harian di tingkat Provinsi 

terdapat College van Gedeputeerden yang dipimpin oleh 

Gubernur. Di tingkat Kabupaten terdapat College van 

Gecomitteerden yang dipimpin oleh Bupati (Regent). Sedang 

di kotapraja terdapat College van Burgermeester en 

Wethouders yang dipimpin oleh Walikota). 

I. Zaman Pendudukan Militer Jepang 

Pada masa pendudukan militer Jepang, To Indo dikuasai oleh 

tiga divisi besar tentara pendudukan yang berbeda. Wilayah 

Jawa dikuasai oleh Divisi XVI Angkatan Darat (Gunseikanbu 
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Jawa) yang berpusat di Jakarta. Wilayah Sumatera dikuasai 

oleh Divisi XXV Angkatan Darat (Gunseikanbu Sumatera) 

yang berpusat di Bukittinggi. Sedangkan wilayah Kalimantan, 

Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dikuasai oleh 

Angkatan Laut (Minseibu/Kaigun) yang berpusat di Makassar. 

Khususnya Jawa, pemerintahan tertinggi berada di tangan 

Saikoo Sikikan (Gunsereikan). Nomenkaltur daerah diganti 

menurut bahasa Jepang. Beberapa tingkatan daerah 

dihapuskan. Begitu pula dengan Locale Raad-nya 

dibekukan/dibubarkan. Pada masa pendudukan Jepang 

tingkatan daerahnya menjadi: Syuu (karesidenan) dipimpin 

oleh Syuutyookan, Si (kota)/Ken (kabupaten) dipimpin oleh 

Sityoo/Kentyoo, Gun (distrik) dipimpin oleh Guntyoo, Son 

(kecamatan) dipimpin oleh Sontyoo, dan Ku (desa) dipimpin 

oleh Kutyoo.  

Daerah dengan kedudukan Zelfbesturende Lanschappen 

diganti nomenklaturnya menjadi Kooti. Daerah ini masih 

diperkenankan memiliki pemerintahan sendiri, namun 

dengan pengawasan yang sangat ketat dari pemerintahan 

militer dengan menempatkan pejabat Kooti-Zimukyoku-

tyookan. Pada akhir masa pendudukan, Jepang kembali 

menghidupkan Locale Raad dengan nomenklatur Syuu 

Sangi-kai bagi Syuu dan Tokubetsu Si Sangi-kai bagi Si. 

J. Konsep BPUPKI-PPKI 

Konsep pemikiran mengenai pemerintahan daerah di dalam 

Sidang BPUPKI berkembang secara dinamis. Beberapa ide 

yang muncul antara lain dari Muh. Yamin, Supomo, dan 

Hatta. Dari sidang-sidang dihasilkan beberapa hasil antara 

lain: Negara Indonesia akan berbentuk Republik, Wilayah 

Negara akan meliputi Hindia-Belanda ditambah Malaya, 

Borneo Utara, Papua (Inggris), Timor Portugis dan pulau 

sekelilingnya, Negara Indonesia akan berbentuk Kesatuan. 

Negara Indonesia akan dibagi menjadi daerah besar dan 
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daerah kecil, Di daerah besar dan kecil itu akan diadakan 

dewan permusyawaratan daerah, Zelfbestuur/Kooti akan 

berkedudukan sebagai daerah otonom khusus bukan lagi 

sebagai negara, Susunan asli pemerintahan zelfbestuurende 

landschappen dan volksgemeinschaften akan dihormati dan 

diperhatikan.  

Dalam sidang PPKI Supomo kembali menjelaskan susunan 

dan kedudukan daerah. Pemerintahan daerah akan disusun 

dalam Undang-Undang. Dalam pemerintahan daerah akan 

bersifat permusyawaratan dengan adanya Dewan Perwakilan 

Daerah. Zelfbestuurende Landschappen (Kooti, Sultanaat) 

akan berkedudukan sebagai daerah istimewa (daerah yang 

mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli) bukan 

sebagai negara karena hanya ada satu negara. Daerah 

istimewa itu akan menjadi bagian dari Staat Indonesia dan 

akan dihormati susunan asli pemerintahannya. Zelfstandige 

gemeenschappen atau Inheemsche Rechtsgemeenschappen 

seperti desa, nagari, marga dan sebagainya akan dihormati 

susunan aslinya. Suasana sidang pembahasan Pemerintahan 

Daerah di Indonesia berlangsung dengan hangat dan 

berkembang secara dinamis. Keputusan resmi PPKI dapat 

dilihat pada periode I di atas. 

K. RIS dan NIT 

Konstitusi Republik II mengatur hubungan antara Negara 

Federal dengan Negara Bagian dan menyerahkan 

pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing 

negara bagian. Hanya saja konstitusi memerintahkan bahwa 

daerah swapraja yang terdapat di dalam lingkungan negara 

bagian diatur dengan perjanjian politik (kontrak) antara 

negara bagian dengan daerah swapraja. Namun sampai 

konstitusi Republik II berakhir masa berlakunya belum ada 

UU Federal yang mengatur mengenai daerah Swapraja. 

Sesuai dengan konstitusi Federal yang menyerahkan 
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pengaturan pemerintahan daerah pada masing-masing 

negara bagian, maka Pemerintahan daerah di Negara Bagian 

Republik Indonesia (Yogyakarta) tetap diatur dengan UU No. 

22 Tahun 1948. Sedangkan Negara Bagian Negara Indonesia 

Timur diatur dengan UU NIT No. 44 Tahun 1950 yang mulai 

berlaku pada 15 Juni 1950. Dalam UU ini NIT dibagi dalam 

tiga tingkatan daerah otonomi. 

Tingkatan Daerah 

Otonom 

Nomenklatur Daerah Otonom 

Tingkat I Daerah 

Tingkat II Daerah Bagian 

Tingkat III Daerah Anak Bagian 

Di wilayah NIT sebelum negara bagian itu melebur menjadi 

Negara Kesatuan sempat ada tiga belas Daerah yang 

terbentuk. Ketiga belas daerah itu adalah: (1) Sulawesi 

Selatan; (2) Minahasa; (3) Kepulauan Sangihe dan Talaud; (4) 

Sulawesi Utara; (5) Sulawesi Tengah; (6) Bali; (7) Lombok; (8) 

Sumbawa; (9) Flores; (10) Sumba; (11) Timor dan 

kepulaunnya; (12) Maluku Selatan; dan (13) Maluku Utara. 

Daerah Bagian dan Daerah Anak Bagian berdasarkan UU 

tersebut belum sempat terbentuk sampai NIT melebur 

menjadi Negara Kesatuan. Isi UU NIT No. 44 Tahun 1950 

sebagian besar mengadopsi isi UU RI-Yogyakarta No. 22 

Tahun 1948. UU ini tetap berlaku pada masa Republik III di 

wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku sampai tahun 

1957. 

 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_bagian
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/15_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1950
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_otonom
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara_Indonesia_Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Minahasa
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepulauan_Sangihe_dan_Talaud&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi_Tengah
http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/wiki/Lombok
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumbawa
http://id.wikipedia.org/wiki/Flores
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumba
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Timor
http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Timor
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
http://id.wikipedia.org/wiki/Desa
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NIT&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Sulawesi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
http://id.wikipedia.org/wiki/Maluku
http://id.wikipedia.org/wiki/1957


96 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

BAHAN BACAAN IV 

Kebijakan Publik dan Peran Masyarakat 
 

Pengertian Kebijakan Publik 

 

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah suatu aturan yang 

mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku 

mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi 

sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi 

dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai 

tugas menjatuhkan sanksi. Menurut James E. Anderson 

memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan 

yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan 

oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan 

suatu masalah tertentu.  

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa 

yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan 

oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian 

ini menurutnya berimplikasi:  

 Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan 

tindakan yang berorientasi pada tujuan, 

 Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola 

tindakan pejabat-pejabat pemerintah,  

 Kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh 

pemerintah,    

 Kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan 

beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu 

masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan 

keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan 

sesuatu,  

 Kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif). 

 Kebijakan publik dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu 

(Tangkilisan, 2003:2): 
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a. Kebijakan Publik Makro 

Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau dapat 

juga dikatakan sebagai kebijakan yang mendasar. Contohnya: 

(a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

(b). Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang;. Peraturan Pemerintah;(d). Peraturan 

Presiden;(e) Peraturan Daerah. Dalam pengimplementasian, 

kebijakan publik makro dapat langsung diimplementasikan. 

b. Kebijakan Publik Meso 

Kebijakan publik yang bersifat meso atau yang bersifat 

menengah atau yang lebih dikenal dengan penjelas 

pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berupa Peraturan Menteri, 

Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, 

Peraturan Wali kota, Keputusan Bersama atau SKB antar- 

Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali kota. 

c. Kebijakan Publik Mikro 

Kebijakan publik yang bersifat mikro, mengatur pelaksanaan 

atau implementasi dari kebijakan publik yang di atasnya. 

Bentuk kebijakan ini misalnya peraturan yang dikeluarkan 

oleh aparat-aparat publik tertentu yang berada di bawah 

Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali kota. 

Proses Kebijakan Publik 

Proses atau Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan 

Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, 

adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi 

kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Budi Winarno, 2007: 32–

34): 
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 Penyusunan Agenda 

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang 

sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses 

inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut 

sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik 

dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut 

juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan 

agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat 

urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. 

 Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan 

kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan 

masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal 

dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

 Adopsi Kebijakan 

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada 

proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam 

suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara 

akan mengikuti arahan pemerintah. 

 Implementasi Kebijakan 

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan 

dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan 

ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan 

yang diharapkan atau tidak. 

 Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang 

mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal 
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ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. 

Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses 

kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi 

tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-

program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah 

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. 

Peran Masyarakat dalam Kebijakan Publik 

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan pelaksanaan 

kebijakan publik Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah 

daerah sangat membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat, 

khususnya dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini penting 

agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di 

daerah tersebut. Dengan demikian kebijakan publik yang 

ditetapkan atau dikeluarkan senantiasa diterima dan dilaksanakan 

oleh masyarakat. Dengan mengakomodasi masukan yang 

disampaikan masyarakat tersebut, kebijakan yang dihasilkan 

segala dampaknya dapat dipertanggungjawabkan. Suasana yang 

demikian itu mengindikasikan semangat demokrasi telah 

berkembang di dalam masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam 

merumuskan kebijakan publik menunjukkan kecintaannya pada 

daerahnya, sehingga akan tercipta kehidupan daerah yang 

kondusif dan tenang. Berikut bentuk – bentuk Peran Masyarakat 

dalam Kebijakan Publik yang dapat dilakukan dengan : 

 Masyarakat dapat membentuk opini (pemikiran) melalui 

media masa bahwa masyarakat sangat membutuhkan 

kesejahteraan, misalnya jalan yang harus diperbaiki karena 

rusak. 

 Masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi 

masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada 

pemerintah daerah lewat telepon atau SMS dengan 

menunjukkan fakta-fakta di lapangan. 
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 Menyampaikan aspirasinya pada saat anggota DPRD 

berkunjung ke kampung-kampung/desa-desa bahwa 

masyarakat desa/kampung sangat membutuhkan sarana 

transportasi. 

 Mengritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah 

daerah yang tidak memihak kepentingan masyarakat, misal 

kebijakan pembuatan jalan tetapi dalam kebijakan tersebut 

tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah 

masyarakat yang terkena jalan. 

 Partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan memberikan 

dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini 

masyarakat harus berperan aktif mengontrol apakah input 

dari masyarakat tersebut terakomodir atau tidak. 

Selain bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam 

merumusakan kebijakan publik, masyarakat harus ikut 

berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan publik yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi itu antara lain: 

 Kebijakan retribusi daerah, misalnya apabila kita memiliki 

mobil angkutan umum membayar retribusi kepada petugas 

tidak boleh mencari jalan lain menghindari retribusi. 

 Kebijakan lingkungan hidup, contoh peran sertanya adalah 

ikut menjaga kebersihan lingkungan hidup, menjaga 

kelestarian lingkungan hidup, menjaga sumber daya alam 

yang ada di daerah, tidak merokok di sembarang tempat, 

menjaga kesehatan lingkungan, dan sebagainya. 

 Kebijakan IMB, misalnya masyarakat tanpa diperingatkan 

oleh aparat pemerintah apabila ingin mendirikan bangunan 

memiliki izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah. 
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BAB IV 
SULAWESI 

TENGAH DAN 

SEJARAH 

GERAKAN 

PEREMPUAN 

LOKAL (ANALISA 

SOSIAL POLITIK 

LOKAL) 
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PENGANTAR  

 
Pilihan diantara Dua Ramuan Politik, Preferensi Politik lokal 

dan Nasional di Sulawesi Tengah tentunya berbeda. Kesamaan 

suku menjadi penentu dalam ajang kontestasi politik lokal, seperti 

pemilihan Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Namun, di tingkat 

Nasional, kekuatan partai dan figur yang di calonkan menjadi 

kunci pilihan.  Melihat fenomena Kepemimpinan Lokal di Sulawesi 

Tengah (Sulteng) terbentuk alami karena faktor sejarah, budaya 

dan geogarfos yang terpencar di alam yang bergunung – gunung. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan makin berkembangnya 

warga ngapa, ikatan sosial yang lebih besar lagi, berjuluki soki 

terbentuk. Keseharian aktivitas waga umumnya bertani atau 

menangkap ikan. Mata pencaharian semacam ini disebut Kinta. 

Ngapa, Soki dan Kinta inilah yang akhirnya membentuk wilayah 

territorial suatu kerajaan lokal yang memiliki susunan kekuasaan 

yang ditaati bersama. 

Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik 

merupakan isu yang banyak diperdebatkan. Inti diskusi itu 

terfokus pada masalah kuota 30% yang diterapkan pada UU 

pemilu atau UU partai politik. Para aktivis politik, tokoh-tokoh 

perempuan di parpol, kalangan akademisi dan LSM nyaris 

semuanya setuju akan perlunya meningkatkan partisipasi politik 

perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu 

ini sebagai topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. 

Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia (baik di 

tingkat nasional maupun lokal) masih sangat rendah, kedua 

berkaitan dengan alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. 

Transisi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan. Banyak LSM perempuan yang bergerak 

di bidang politik sekarang mulai berusaha meningkatkan 

kesadaran politik kaum perempuan. Oleh karenanya, kini 

lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang 

kuat untuk menjadikan isu jender itu sebagai unsur yang penting 

di dalam proses demokratisasi. Masalah-masalah seperti, 
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penerapan kuota untuk perempuan diberbagai tingkatan dan 

berbagai lembaga politik, masalah dampak sistim pemilu untuk 

perempuan serta implikasi peningkatan keterwakilan perempuan 

bagi partai politik menjadi isu penting yang banyak didiskusikan. 

Krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 telah banyak 

mempengaruhi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. 

Akibat krisis itu antara lain adalah tingginya angka kematian ibu 

dan bayi, memburuknya kondisi kesehatan anak-anak, 

meningkatnya arus pekerja migran perempuan (TKW), 

meningkatnya angka drop-out sekolah dan angka pengangguran. 

 

 

 

Tujuan 

1. Peserta memahami  tentang pentingnya keterlibatan 

perempuan dalam potitik   

2. Peserta termotivasi menjadi pemimpin perempuan 

dilingkungannya 

3. Peserta memahami strategi politik perempuan dan mampu 

menerapkannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Akar Sejarah Sulteng (peta politik masa lalu dan 

penelusuran sejarah perempuan lokal) 

2. Potret Sulteng saat ini (politik saat ini) 

3. Partisipasi Politik Perempuan 

4. Strategi perempuan dalam kontestasi politik  
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Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok 

Games  

 

Bahan Bacaan 

 Jaringan & Kolaborasi untuk mewujudkan keadilan 

Gender: Memastikan peran maksimal lembaga 

akademik masyarakat ipil dan institusi negara, 

Universits Indonesia, Program Pascasarjana, 

Program Stdi Kajian Gender 

 Data anggota DPR Perempuan Provinsi Sulawesi 

Tengah 

 Gerakan Perempuan di Indonesia: Pasang Surut 

Memperjuangkan Hak, Ruth Indiah Rahayu, 

Indoprogress 21 December 2017 

 Peta Politik di Sulawesi Tengah 

 Sejarah Dan Tradisi Lokal Masyarakat Kaili Di Sigi, 

Oleh Nuraedah 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

180 Menit / Pokok Bahasan 
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Langkah – langkah 

 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Fasilitator membagikan beberapa profil perempuan yang 

maju dalam kontestasi Politik (Referensi buku ―It‘s Politic) 

untuk dibahas dalam diskusi kelempok 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Akar Sejarah Sulteng (Peta Politik  

Masa Lalu dan Penulusuran Sejarah 

Perempuan Lokal) 

 
Pilihan diantara Dua Ramuan Politik, Preferensi Politik lokal 

dan Nasional di Sulawesi Tengah tentunya berbeda. Kesamaan 

suku menjadi penentu dalam ajang kontestasi politik lokal, seperti 

pemilihan Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Namun, di tingkat 

Nasional, kekuatan partai dan figur yang di calonkan menjadi 

kunci pilihan.  Melihat fenomena Kepemimpinan Lokal di Sulawesi 

Tengah (Sulteng) terbentuk alami karena faktor sejarah, budaya 

dan geogarfos yang terpencar di alam yang bergunung – gunung. 

Seiring dengan perjalanan waktu dan makin berkembangnya 

warga ngapa, ikatan sosial yang lebih besar lagi, berjuluki soki 

terbentuk. Keseharian aktivitas waga umumnya bertani atau 

menangkap ikan. Mata pencaharian semacam ini disebut Kinta. 

Ngapa, Soki dan Kinta inilah yang akhirnya membentuk wilayah 

territorial suatu kerajaan lokal yang memiliki susunan kekuasaan 

yang ditaati bersama. 

Kepemimpinan lokal semacam ini memebntuk 15 kerajaab 

yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah, yang mana terdiri dari 

atas tujuh Kerajaan di Timur, sepert Kerajaan Posos lage di Poso, 

Lore di Wianga, Tojo di Ampana, Pulau Una –una di Una – Una, 

Bungku di Bungku, dan Mori di Kolonodale. Selai itu, ada Delapan 

Kerajaan lagi di Barat, seperti Kerajaan Parigi di parigi, Mountong 

di Tinombo, Taweli di Taweli, Banawa di Donggal, Palu di Palu Sigi 

di Biromaru, Kulawi di Kulawi dan Tolitoli di Tolitoli. 

Berdirinya landscape pemerintahan itu menunjukan 

variatifnya kultur yang terbentuk dari suatu kau yang dulunya 

terpisah – pisahkan. Menurut Mattulada dalam bukunya Sejarah 

kebudayaan To-Kaili, Sulteng memilki 12 suku asli yang tersebar 

ke seluruh wilayah. Salah satu entitas yang mendominasi suku – 

suku itu adalah kaili dengan jumlah sekitar 45% dari totoal 
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penduduk sulteng. Etnis ini merupakan cikal bakal masyarakat di 

hamper seluruh kerajaan diwilayah barat dan juga menyebar ke 

daerah timur di sekitar teluk tomini, tetapi dengan jumlah relative 

sedikit dibandingkan dengan suku –susku lokal lainnya. 

 

Hegemoni Kesukuan 

Persebaran To-Kaili itu semakin memperkuat pengaruh 

kesukuan ke berbagai aspek, seperti sosial, budaya dana 

pemerintahan. Hegemoni ini semakin kuat ketika budaya kaili 

berakulturasi dengan budaya pendatang terutama dari Bugis, 

Sulawesi Selatan. Meskipun banyak suku pendatang yag 

bermukim di Sulawesi tengah, seperti gorontali, Manado, Bali dan 

Jawa hanya suku dari Sulawesi Selatan itulah yang dapat menjain 

hubungan erat dengan kaili. Hubungan yang menguatkan jalinan 

integrasi antara kedua suku itu sebenarnya sudah terjad sejak 

lama, yakni dari pertengahan abad ke -17 hingga pertengahan 

abad ke 19. Hasilnya berupa corak kultur peradaban yang 

bertalian dengan Islam, Perdagangan dan kehidupan maritime 

yang berlangsung hingga kini. Pertautan sejarah semacam ini 

semakin menguatkan posisi kedua suku di berbagai hal. Salah 

satu yang cukup dominan saat ini adalah kedudukan di sektor 

pemerintahan dan peta perpolitikan lokal.  
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BAHAN BACAAN II 

Potret Sulawesi Tengah Saat Ini  

(Politik Saat Ini) 

 
Menurut Syahruddin Hattab, pengamat politik sekaligus 

dosen FISIP Universitas Tadulako Palu, dalam kancah politik, 

khususnya pemilihan kepala daerah di Sulteng, isu kesukuan 

merupakan kunci. ‖Suku merupakan faktor yang sangat penting 

untuk meningkatkan popularitas calon. Partai hanya berfungsi 

sebagai mesin yang kurang memberi pengaruh,‖ Faktor kesukuan 

sangat diperhatikan, terlebih adanya hubungan silsilah keluarga 

kerajaan ‖Para pemilih fanatik yang masih menjunjung tinggi adat 

budaya kerajaan akan memerhatikan hal itu meskipun sang calon 

sebenarnya sudah jauh sekali dari garis keturunan raja-raja,‖ 

Selain faktor keturunan, pasangan yang dirangkul pun 

menjadi kekuatan penting dalam pertarungan politik dari suku 

lokal dan suku pendatang tertentu dapat menjadi kekuatan untuk 

mendulang suara. Di wilayah Sulteng, pasangan Kaili-Bugis 

merupakan pasangan yang relatif dapat diterima di berbagai 

tempat di wilayah Sulteng. Salah satu dasarnya adalah banyak 

pemuka masyarakat dan bangsawan keturunan Kaili yang 

menyatakan diri bernenek moyang Bugis-Makassar. Kenyataan 

sejarah ini masih dapat ditelusuri sepanjang Selat Makassar mulai 

dari Donggala ke Tolitoli dan sepanjang Teluk Tomini dari Parigi 

Moutong hingga Ampana. Bentuk kondisi sosial-masyarakat itu 

tercermin dari hasil pilkada langsung gubernur Sulteng. Pasangan 

Bandjela Paliudju-Achmad Yahya yang diusung PBB, PAN, PKB, 

dan PKPI memperoleh 36 persen suara. Aminudin Ponulele-

Sahabuddin Mustafa yang maju lewat Partai Golkar yang 

notabene merupakan partai terkuat harus puas di urutan ketiga. 

Figure pemenang didukung suku mayoritas, yakni Kaili dan Bugis. 
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Peta Politik 2019 

Di Sulawesi Tengah mempunyai Partai Politik yang cukup 

menarik dan memiliki banyak Partai yang tentu saja memulai 

persaingan. Partai politik yang ada di Sulawesi Tengah antara lain: 

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, 

Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Perindo, Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  Partai 

Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amat Nasional 

(PAN), Partai Nasional Demokrat (NasDem) 

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi 

Tengah dalam dua periode terakhir : 

Dapat dilihat dalam tabel 

tersebut menerangkan bahwa 

ada 4 partai yang 

mempertahankan posisi jumlah 

kursi dalam dua periode yaitu 

Partai Gerindra, Partai PDI 

Perjuangan, Partai Golkar dan 

Partai PPP. Kemudian untuk 

partai yang mengalami 

peningkatan jumlah kursi dalam 

periode sebelumnya itu partai 

PKB, Nasdem dan PKS dan 

partai yang mengalami 

pengurangan jumlah kursi yaitu 

PAN, Hanura, Demokrat, PBB 

dan Perindo (sumber : wikipedia.id) 

Selain itu, berikut perbandingan jumlah laki-laki dan 

perempuan anggota DPRD Sulteng pada dua periode 2014-2019 

dan 2019-2024 yaitu : 

 

Periode Laki-laki Perempuan Presentasi 

2014- 2019 39 kursi 6 kursi 11% 

2019-2024 34 kursi 11 kursi 26% 
*Data diolah oleh tim penyusun 
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Pada periode 2019-2024,  terjadi jumlah kenaikan kursi 

perempuan yang cukup signifikan, terdapat 12 orang atau 26 

persen kursi perempuan yang sebelumnya hanya berkisar pada 

11%. Meskipun komposisinya belum mencapai 30 persen, namun 

terjadi peningkatan keterwakilan perempuan dibanding periode 

sebelumnya. Dari informasi yang diperoleh, 12 orang perempuan 

anggota DPRD Sulteng datang dari ragam profesi, mulai dari 

dosen, politisi hingga pengusaha, hal itu makin memberi ragam 

warna di DPRD Sulteng. 
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BAHAN BACAAN III 

Partisipasi Politik Perempuan 

Kesetaraan hak  yang diperjuangkan Raden Ajeng Kartini 

(1879-1904), menjadi prasasti abadi dan mozaik sejarah. Kartini 

hidup di zaman ketika kekuatan budaya masyarakat sangat 

permisif memandang perempuan, berteriak dengan sejuta tanya 

dalam nuraninya. Mendobrak kekakuan, sehingga lahirlah 

mainstream paradigma baru terhadap perempuan. Maka setiap 

21 April republik ini ramai dengan peringatan hari Kartini yang 

merujuk pada hari kelahiran RA. Kartini, 21 April 1879. Ilham 

pembebasan lahir dari perenungan panjang Kartini melihat 

disparitas sosial di dalam masyarakatnya. Kehidupan feodal 

masyarakat pada waktu itu, selain membentuk oligarki, secara 

internal ternyata memberi limitasi terhadap kaum perempuan. 

Akses terhadap pendidikan hingga peran-peran sosialnya, 

termasuk yang dirasakan Kartini. Kartini merupakan anak 

bangsawan Jawa. Ayahnya RMAA. Sosroningrat merupakan Bupati 

Jepara. Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara, kandung dan 

juga saudara tiri. Kartini juga merupakan anak perempuan tertua 

di dalam keluarganya. Hidup dalam lingkungan keluarga ningrat 

dan cerdas. Sang Kakek, Pangeran Ario Tjonronegoro IV, menjadi 

bupati pada usia 25 tahun. Saudara Kartini yang lelaki bernama 

Sosrokartono, mampu menguasai 26 bahasa yang terdiri dari 17 

bahasa negeri-negeri dari timur dan sembilan bahasa barat. 

 

Perempuan Saat Ini 

 

Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan (The UNConvention on the 

Elimination of all Forms of Discrimination against Women atau 

CEDAW) disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada 

tahun 1979. Dewasa ini, lebih dari dua puluh tahun sejak 

ditandatanganinya konvensi itu, lebih dari 170 negara telah 

meratifikasinya. Konvensi itu dapat dijadikan dasar untuk 
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mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan 

membuka akses dan peluang yang sama di arena politik dan 

kehidupan publik, termasuk hak member suara dan mencalonkan 

diri. Pemerintah telah bertekad untuk menempuh semua langkah 

yang diperlukan, termasuk legislasi dan tindakan-tindakan khusus 

yang bersifat sementara, sehingga kaum perempuan nanti dapat 

menikmati seluruh hak dan kemerdekaan asasi mereka. Akan 

tetapi masih banyak negara yang belum menerapkan langkah-

langkah di atas. Negara Indonesia meratifikasi Konvensi PBB 

tentang Hak-Hak Politik Perempuan pada masa pemerintahan 

mantan Presiden Soeharto di tahun 1968. CEDAW diratifikasi pada 

tahun 1984. Pemerintah Habibie kemudian meratifikasi Protokol 

Opsi yang merupakan bagian dari Konvensi Perempuan. 

Belakangan ini pemerintah Indonesia bahkan telah 

mengambil beberapa langkah untuk melakukan berbagai 

tindakan yang ditujukan untuk menyempurnakan kebijakan yang 

menyangkut jender, terutama masalah gender mainstreaming, 

yang merupakan sebuah strategi penting yang termuat dalam 

Platform Aksi Beijing (Bejing Platform for Action). Keppres Nomor 

9/2000 berisi arahan kepada semua sektor pemerintahan 

Indonesia untuk menerapkan gendermainstreaming ini. 

Perdebatan tentang representasi dan partisipasi politik 

perempuan semakin meningkat dan mendominasi agenda politik, 

berkat gigihnya organsisasi-organisasi dan para aktivis 

masyarakat madani yang vokal menyuarakan isu ini. Salah satu isu 

terpenting yang mereka serukan adalah penerapan kuota 30 % 

bagi perempuan dalam proses pemilu.  

Perdebatan yang terus berlanjut dan terkadang 

menimbulkan kontroversi seputar jender dan demokrasi itu 

diakibatkan oleh tiga faktor dari masa lalu Indonesia. Faktor 

pertama adalah kenyataan historis dan berkelanjutan tentang 

rendahnya representasi perempuan Indonesia di semua tingkat 

pengambilan keputusan. Faktor kedua berkaitan dengan 

reformasi politik yang sedang bergulir. Transisi menuju kehidupan 

politik yang demokratis telah memperlebar peluang bagi 

perempuan dan sector sector masyarakat lainnya untuk 
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mengekspresikan pandangan mereka serta merumuskan dan 

menyuarakan tuntutan mereka tentang kesadaran dan kepekaan 

jender yang lebih besar di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, 

legislasi, dan politik pemilu. 

Sedangkan faktor ketiga berhubungan dengan krisis 

ekonomi tahun 1997 yang menyulut maraknya tuntutan pada 

representasi perempuan di semua tingkatan dan seluruh aspek 

kehidupan politik. Krisis itu telah memperburuk kondisi hidup 

kaum perempuan, sehingga mendorong mereka bangkit 

menyuarakan kebutuhan mereka, sekaligus mempertahankan 

hak-haknya. Semua faktor di atas telah menciptakan suatu 

atmosfir di mana seluruh organisasi masyarakat madani, LSM, 

aktivis, politisi dan badan-badan internasional bisa bersuara dan 

secara bersama-sama mempengaruhi wacana dan arah kebijakan 

pemerintah menyangkut pelibatan perempuan Indonesia dalam 

kehidupan. 

 

Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan  

 

Meningkatkan jumlah perempuan di panggung politik 

merupakan isu yang banyak diperdebatkan. Inti diskusi itu 

terfokus pada masalah kuota 30% yang diterapkan pada UU 

pemilu atau UU partai politik. Para aktivis politik, tokoh-tokoh 

perempuan di parpol, kalangan akademisi dan LSM nyaris 

semuanya setuju akan perlunya meningkatkan partisipasi politik 

perempuan di Indonesia. Ada banyak alasan yang menjadikan isu 

ini sebagai topik perdebatan yang kian menghangat di Indonesia. 

Pertama, keterwakilan politik perempuan Indonesia (baik di 

tingkat nasional maupun lokal) masih sangat rendah, kedua 

berkaitan dengan alotnya proses transisi demokrasi di Indonesia. 

Transisi tersebut memberikan peluang untuk meningkatkan 

keterwakilan perempuan. Banyak LSM perempuan yang bergerak 

di bidang politik sekarang mulai berusaha meningkatkan 

kesadaran politik kaum perempuan. Oleh karenanya, kini 

lembaga-lembaga politik di Indonesia mendapat tekanan yang 

kuat untuk menjadikan isu jender itu sebagai unsur yang penting 
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di dalam proses demokratisasi. Masalah-masalah seperti, 

penerapan kuota untuk perempuan diberbagai tingkatan dan 

berbagai lembaga politik, masalah dampak sistim pemilu untuk 

perempuan serta implikasi peningkatan keterwakilan perempuan 

bagi partai politik menjadi isu penting yang banyak didiskusikan. 

Krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997 telah banyak 

mempengaruhi kehidupan kaum perempuan dan anak-anak. 

Akibat krisis itu antara lain adalah tingginya angka kematian ibu 

dan bayi, memburuknya kondisi kesehatan anak-anak, meningkat-

nya arus pekerja migran perempuan (TKW), meningkat-nya angka 

drop-out sekolah dan angka pengangguran. 

Dampak-dampak buruk itu telah meningkatkan kesadaran 

tentang perlunya menyusun sebuah agenda politik yang lebih 

peka jender (gender sensitive). Kehadiran kaum perempuan dalam 

dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat 

yang memiliki kesetaraan jender. Pendek kata, kebutuhan untuk 

meningkatkan representasi politik kaum perempuan di Indonesia 

berpangkal dari suatu kesadaran bahwa semua prioritas dan 

agenda politik harus dirombak, dan semua itu mustahil dapat 

dicapai dengan sistem politik tradisional. Jika kaum perempuan 

mau tampil ke depan dan memegang berbagai posisi publik, 

niscaya mereka akan mampu membangun dan menetapkan nilai-

nilai sosial dan ekonomi baru yang sesuai dengan kepentingan 

mereka. Meningkatkan representasi politik perempuan berarti 

juga meningkatkan keefektifan mereka dalam mempengaruhi 

keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak 

kelompok mereka dan masyarakat luas, serta mengalokasikan 

berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas hidup manusia. 

 

Masalah dan Hambatan dalam Partisipasi Politik 

Perempuan 

Ada sejumlah masalah yang menjadi hambatan dalam 

partisipasi politik perempuan di Indoensia, dapat kita lihat, yaitu 

pertama, budaya Indonesia bersifat feodalistik dan patrialkal; 

kedua, Masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan 
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penafsiran yang konservatif tentang ajaran-ajaran agama; ketiga 

Hegemoni negara masih sangat dominan, hal ini tercermin pada 

lembaga-lembaga negara yang melestarikan budaya partriarkis di 

segala tingkatan. Jelas terlihat bahwa di tingkat nasional dan 

propinsi, kultur patriarki dan sistem politik yang ada berdampak 

sangat negatif terhadap kaum perempuan yang berusaha 

melaksanakan hak mereka untuk berpartisipasi secara politis.  

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, perempuan tidak 

didorong untuk berperan aktif dalam kehidupan publik; 

keterampilan dan bakat mereka lebih diakui di dalam lingkungan 

rumah tangga yang sangat pribadi sifatnya. Dikotomi ini masih 

dipelihara, bahkan dalam Era Reformasi sekarang ini. Oleh 

karenanya, perempuan Indonesia menghadapi kendala besar 

pada dua tingkat. Di luar perjuangan mereka melawan kultur 

partriarki situ, mereka juga harus mengatasi praktek-praktek yang 

bersifat diskriminatif dan ‗buta jender‘dalam proses pemilu, di 

lembaga-lembaga legislatif maupun di tubuh parpol. Norma-

norma kultural tadi telah amat mengakar di dalam masyarakat, 

dan bahkan telah merasuki pemikiran sebagian mayoritas 

perempuan Indonesia. Kondisi ini membuat mereka secara 

psikologis tak siap untuk berpartisipasi dalam politik.  

Banyak perempuan yang terjangkit rasa rendah diri dan 

merasa tak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk 

menangani isu-isu politis. Keadaan ini membuat banyak 

perempuan menunjukkan sikap atau pendekatan pasif terhadap 

politik, bahkan banyak diantaranya memandang politik secara 

negatif. Pandangan ini membuat mereka tak mampu 

mengembangkan dan mengidentifikasi berbagai strategi untuk 

kepentingan mereka sendiri. Selain itu, kegiatan kampanye politik 

dianggap sebagian besar orang sebagai aktivitas yang tak pantas 

dilakukan perempuan. Peran ganda perempuan sebagai ibu dan 

istri, dans ebagai anggota dari angkatan kerja produktif. Realitas 

ini sesungguhnya menghambat kaum perempuan, sebab 

mengurangi alokasi waktu mereka untuk melakukan aktivitas-

aktivitas politik. Stereotyping masyarakat terhadap kaum 

perempuan juga melahirkan masalah-masalah lain. Sebagai 
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contoh, perempuan yang lebih memikirkan karir mereka sering 

dituding menyalahi norma masyarakat. Untuk mendapat predikat 

‗wanita sukses,‘ mereka dituntut untuk berhasil menjalani peranan 

ganda itu. Praktek-praktek di dalam organisasi dan partai-partai 

politik tidak mengakui dan mengakomodasi peran ganda 

perempuan. Sebagai contoh, keputusan-keputusan politik yang 

penting kerap kali diambil melalui rapat-rapat maraton yang 

digelar mulai petang hingga dini hari, yang hamper tak mungkin 

diikuti oleh para kader politik perempuan, dikarenakan berbagai 

tugas rumah tangga mereka. 

Di samping itu, mekanisme pemberian dukungan bagi 

perempuan oleh para politisi perempuan sendiri hampir belum 

ada. Koordinasi ke arah itu sangat kurang, bukan hanya pada 

tingkat nasional dan propinsi, tapi juga pada sesama kelompok 

aktivis yang bekerja di bidang yang sama, dalam wilayah serta 

tingkat politik yang sama. Tidak adanya kekompakan yang 

terwujud dalam koordinasi dan jaringan kerja telah melemahkan 

posisi perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Lebih 

jauh lagi, ketidak mampuan melakukan mobilisasi antar kelompok 

dan tingkatan itu kian mengurangi peluang perempuan untuk 

memenangkan pemilu.  

Secara spesifik, di dalam tubuh parpol terdapat beberapa 

kendala atau rintangan yang menghadang perempuan Indonesia 

yang berusaha memajukan diri serta meningkatkan keefektifannya 

di dalam sistem kepartaian. Pertama, tingkat sosialisasi politik 

terhadap perempuan demikian rendah; tak banyak perempuan 

aktif berkiprah sebagai kader partai. Kedua, kepemimpinan parpol 

cenderung didominasi kaum lelaki, dan pada gilirannya mereka 

cenderung hanya menominasikan kandidat-kandidat lelaki yang 

mereka yakini berpotensi besar memenangkan pemilihan. Ketiga, 

ada kecenderungan untuk menyeleksi kandidat perempuan yang 

memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Keempat, pemilu 

adalah perhelatan yang mahal dan membutuhkan akses dana 

yang besar pula. Tak banyak perempuan yang memiliki sumber 

dana independen untuk menanggung semua biaya itu. Parpol 

jarang membantu kandidat perempuan dalam penggalangan 
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dana. Kelima, kurangnya mobilisasi kaum perempuan dan 

ketidakmampuan mereka untuk saling mendukung, telah 

menempatkan mereka pada posisi yang rawan dan kalah, 

manakala mereka harus bersikap proaktif untuk memperjuangkan 

hak-haknya. 

 

Beberapa Strategi yang Berhasil Diidentifikasi 

Ada beberapa identifikasi tentang strategi partisipasi politik 

perempuan, antara lain : 

 Pertama mencakup sosialisasi politik melalui program 

pendidikan politik. Perlu diadakan latihan berorganisasi bagi 

para kandidat perempuan, latihan teknik untuk 

mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu jender, dan 

pembentukan jaringan kerja antar kelompok aktivis 

perempuan di dalam gerakan masyarakat madani, parpol-

parpol, parlemen, dan media. 

 Kedua berkaitan dengan langkah-langkah untuk 

memperkuat posisi perempuan yang sudah menduduki 

berbagai posisi, dengan memberi mereka pelatihan 

melakukan lobi yang efektif, berkampanye, dan teknik-teknik 

untuk mengidentifikasi para pendukung (resource persons). 

Juga upaya-upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan 

dengan mengembangkan keterampilan staf, 

mengembangkan kapasitas, dan memperluas basis 

dukungan bagi tokoh-tokoh perempuan yang terpilih. Ada 

pula masukan-masukan yang mengusulkan agar semua 

kegiatan itu dilaksanakan melalui kolaborasi antar 

perempuan anggota parlemen, parpol, akademisi, dan aktivis 

perempuan. 

 Ketiga lebih menonjolkan pentingnya dukungan bagi parpol 

yang mempunyai komitmen memajukan kesetaraan jender 

melalui platform politik dan struktur intern partai mereka. 

Bantuan ini dapat diberikan dalam bentuk program-program 

pelatihan dan bantuan dana atau insentif lewat badan-badan 

penyelengara pemilu. 
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 Keempat menjajagi pembuatan database yang bertujuan 

mengidentifikasi tokoh-tokoh perempuan yang memiliki 

potensi untuk menjadi pemimpin di tingkat nasional maupun 

lokal. Tujuan akhir pengembangan database ini adalah 

penyusunan profil anggota parlemen dan kandidat potensial 

dari berbagai parpol, serta para pemimpin badan-badan 

eksekutif, judikatif dan legislatif dan tokoh-tokoh individual 

dari kaukus politik perempuan, organisasi-organisasi 

masyarakat madani, serta berbagai kelompok lainnya. 

Database ini akan mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci yang 

akan dilibatkan dalam kampanye peningkatan partisipasi 

politik perempuan, juga setiap perempuan yang dapat 

direkrut sebagai pejabat publik. 

 Kelima ditujukan untuk mengawali program-program yang 

dirancang untuk menumbuhkan kesadaran politik serta 

meningkatkan pengetahuan para wanita kader potensial 

yang belum aktif di arena publik. Dalam hal ini media diakui 

sebagai salah satu pemain utama dalam tugas mendidik 

masyarakat dan menyebarluaskan informasi mengenai 

kesetaraan jender. 

 Keenam, diarahkan untuk membangun dan memperkuat 

jaringan kerja perempuan anggota parpol, parlemen, 

organisasi masyarakat madani, serta media. Kerjasama 

dengan media harus dijalin, demi menampilkan citra dan 

sosok perempuan sebagai aktor politik yang kredibel.  

 Ketujuh, berkaitan dengan struktur politik secara umum. 

Para peserta lokakarya dan konferensi menegaskan bahwa 

langkah-langkah pemberdayaan perempuan tidak hanya 

harus merasuk ke dalam struktur politik formal, tetapi juga ke 

dalam organisasi kemasyarakatan, gerakan sosial serta 

kelompok-kelompok masyarakat madani lainnya. 
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BAHAN BACAAN IV 

Strategi Perempuan dalam Kontestasi 

Politik  
 

Metode Gender Trends Sebagai Strategi Komunikasi 

Politik  

Sebagaimana diketahui dari data di atas, dari tahun ke 

tahun jumlah pemilih perempuan untuk pemilihan umum selalu 

berada di atas pemilih laki-laki. Adanya fakta seperti haruslah 

benar-benar diperhatikan oleh para kandidat presiden n dan wakil 

presiden serta partai peserta pemilu. Partisipasi pemilih 

perempuan bagaimanapun akan dapat menentukan kemenangan 

dalam pemilihan umum yang akan datang. Tingginya jumlah 

pemilih perempuan adalah sebuah potensi ―pasar‖ yang harus 

―digarap‖ dengan baik dan benar. Adanya kesalahan yang 

mungkin ditimbulkan ketika menggarap ―pasar‖ ini, akan bisa 

menyebabkan kekalahan dalam pemilihan umum nanti. 

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimanakah cara 

yang tepat untuk dilakukan untuk menarik minat ―pasar‖ ini? 

Untuk menggarap segmen perempuan dalam kegiatan pemilihan 

umum, sebelumnya kita perlu memperhatikan hal-hal sebagai 

berikut (Barletta, 2004) :  

 Mengapa segmen perempuan sangat berharga? 

 Mengapa memasarkan untuk perempuan harus berbeda? 

 Permasalahan dalam pemasaran untuk perempuan bukan 

pada ―produknya‖, tetapi pada prospeknya. d. ―Pemasaran‖ 

untuk laki-laki tidak berlaku untuk perempuan. 

 Pemasaran untuk perempuan, meningkatkan ―kepuasan‖ 

pelanggan laki-laki.  

Dalam ilmu pemasaran dikenal dengan model pemasaran 

Gender Trends, yaitu suatu alat yang sistematis dan sederhana 

yang akan membantu kita untuk memahami, memasuki dan 
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memperbesar bagian pasar pada segmen terbesar di dunia 

(Barletta, 2004). Segmen terbesar yang dimaksudkan di sini adalah 

segmen perempuan. Model pemasaran gender trends disini akan 

membantu kita untuk memahami bagaimana menarik minat 

pemilih perempuan. 

Faktor Peningkat Partisipasi Suara Perempuan dalam 

Pemilu  

Faktor apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan 

partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, hal ini mengingat 

tingginya jumlah calon pemilih perempuan dalam setiap 

penyelenggaraan pemilihan umum. Menurut Firdaus dalam secara 

garis besar pemilih perempuan memiliki 4 (empat) macam 

perilaku, antara lain : 

 pemilih rasional yang menjatuhkan pilihan terhadap program 

kerja 

 pemilih pragmatis yang memilih kepentingan materi dan 

kebutuhan 

 pemilih berdasarkan ikatan emosi yang berdasarkan ikatan 

kepartaian, 

 pemilih tradisional yang berdasarkan seorang figure.  

Dengan melihat pola perilaku pemilih perempuan dapat 

kita tentukan bagaimana cara untuk menarik minat pemilih 

perempuan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Pugu dan 

Buiney (2018) terhadap pemilih perempuan di daerah perbatasan 

Provinsi Papua dan Negara Papua Nugini disebutkan bahwa 

pemilih perempuan memiliki kecenderungan melihat program-

program dari para kandidat yang bersentuhan dengan diri mereka 

ketika menjatuhkan pilihannya. Hal lain diungkapkan oleh Liando 

(2016) dalam penelitiannya bahwa seorang pemilih perempuan 

menentukan pilihannya didasarkan atas faktor transaksi dan 

kedekatan emosional, bukan atas dasar visi dan misi dari para 

kandidat calon. Sebelum membahas tentang model pemasaran 

gender trends untuk merancang metode ―pemasaran‖ untuk 



121 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

meraih ―suara‖ perempuan kita perlu mengetahui bahwa kunci 

untuk menciptakan sebuah program pemasaran untuk merebut 

hati perempuan adalah memahami apa nilai-nilai perempuan. 

Sering kita jumpai di ―lapangan‖, hal-hal yang dianggap bernilai 

bagi perempuan, seperti tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan harapan, kesenangan, kebanggaan, atau masalah 

terkadang tidak memiliki nilai di ―mata‖ laki-laki (Barletta, 2004). 

 

Strategi Meraih Suara Perempuan dalam Kontestasi 

Politik 

Untuk meningkatkan peluang keterpilihan perempuan pada 

pemilu 2019 diperlukan sejumlah langkah penting. 

Pertama, Sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan. Selain 

bertujuan melawan oligarki di partai politik, hal tersebut juga 

mendorong penguatan fungsi dan kelembagaan partai politik 

untuk lebih terbuka dan demokratis, serta menantang partai 

politik untuk memperhatikan aspek pendidikan politik dan 

mekanisme rekrutmen yang baik. Melalui sistem ini partai politik 

sesunguhnya tengah dipaksa untuk memiliki ideologi, platform, 

dan program bukan hanya sekedar ‗menjual‘ figur caleg untuk 

memunculkan perbedaan antara partai politk satu dengan yang 

lain, akan tetapi alih-alih mereka memikirkannya sebagai solusi, 

mereka justru menganggap sistem ini telah mengorbankan figur-

figur ‗penting‘ atau elit partai dengan dalih maraknya politik uang. 

Sementara data penelitian beberapa lembaga penelitian termasuk 

Puskapol UI politik uang meski terjadi, sangat kecil kontribusi 

mempengaruhi preferensi pilihan politik seseorang. Kunci 

perubahan ada pada partai politik sendiri yang memerlukan 

penguatan kelembagaan partai politik, karena tidak bisa 

dipungkiri partai politik menyadari strategis sekaligus dilema akan 

hal tersebut. Karena dengan kondisi saat ini oligarki dan 

kekerabatan dalam partai terus mengalami tekanan, partai yang 

mampu membenahi kelembagaan dengan menghadirkan 3 hal 
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yakni (1) ideologi dan platform sebagai basis program serta visi 

dan misi bagi semua anggota. (2) mekanisme rekrutmen dan 

pengelolaan keanggotaan atau kader yang professional serta 

memiliki penjenjangan karir politik yang jelas. (3) mekanisme 

pemilihan dan penetapan calon yang demokratis dan berbasis 

pada kompetensi. Karena kembali pada opsi sistem proporsional 

tertutup sesungguhnya hanya akan menghadirkan penguatan 

oligarki dan kekuasaan elit di partai politik sehingga semakin abai 

terhadap inti masalah yang harus diperbaiki yakni menghadirkan 

platform dan ideologi sebagai basis mengelola partisipasi politik, 

melakukan pendidikan politik, dan membenahi sistem rekrutmen. 

Kedua, Menghadirkan makna sesungguhnya affirmatif action 

pencalonan perempuan dengan mendorong pengaturan 

pencalonan perempuan melalui kaderisasi dan kelembagaan 

internal partai yang lebih baik dengan penerapan kuota partai 

untuk perempuan. Pertama, dengan penerapan minimal 30% 

pada kepengurusan partai di tingkat pusat dan daerah.  Aturan 

tersebut membuka akses perempuan untuk terlibat dalam 

berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil partai dalam 

kaderisasi dan rekrutmen anggota serta dalam pencalonan 

anggota legislatif. Kedua, Pencalonan anggota legislatif 

perempuan oleh partai politik juga diperlukan mekanisme 

perimbangan basis rekrutmen. Dari total angka pencalonan 

perempuan, perlu dipilah basis rekrutmennya, yang berasal dari 

30% perempuan yang menjadi pengurus partai, 30% dari kader 

partai dan organisasi sayap di bawah partai, dan 30% lagi 

rekrutmen terbuka dari masyarakat yang mengutamakan 

perempuan berbasis akar rumput. 

Ketiga, jika memang pendanaan oleh negara dilakukan, maka 

harus dialokasikan untuk pendidikan politik dan rekrutmen politik 

yang dilakukan oleh partai politik seperti pada poin kedua di atas, 

dan mendorong partai politik harus terbuka dan tidak berlaku 

diskriminatif sebagai konsekuensi penggunaan anggaran negara. 

Untuk itu perlu mengidentifikasi perempuan-perempuan 
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potensial dalam merepresentasikan kepentingan politik 

perempuan dalam upaya mendorong partai mencalonkan caleg 

perempuan yang memiliki kualitas dan potensi di wilayah basis 

kekuatannya. Untuk itu perlu dukungan database caleg 

perempuan potensial yang perlu didorong oleh gerakan 

perempuan, akademisi, dan CSO kepada partai politik untuk 

mencalonkan dengan mempertimbangkan wilayah penempatan 

yang strategis pula. 

Keempat, data identifikasi wilayah (kabupaten/kota; dapil) yang 

tinggi suara untuk caleg perempuan berdasar hasil pemilu 2009 

dan 2014, akan berguna bagi strategi penempatan caleg 

perempuan pada wilayah potensial tersebut. Sementara itu pada 

wilayah yang masih tidak ramah terhadap caleg perempuan atau 

tingkat keterpilihan perempuannya rendah, tentu diperlukan 

strategi penguatan pada wilayah tersebut bukan hanya oleh partai 

politik melalui fungsi pendidikan politiknya tetapi juga oleh 

gerakan perempuan dan organisasi masyarakat sipil. 

Kelima, Beberapa partai politik berargumen satu-satunya jalan 

menguatkan kelembagaan partai politik adalah beralih pada 

sistem pemilu porporsional tertutup, ini merupakan suatu bentuk 

kegagalan berpikir (logical fallacy). Karena penguatan 

kelembagaan partai bisa dilakukan dengan tetap menjalankan 

sistem terbuka, seperti melakukan tiga hal dalam poin pertama di 

atas. Dengan mendorong menerapkan sistem tertutup, motif 

partai sudah sangat jelas ingin melanggengkan oligarki, elitisme, 

dan kekerabatan semata atas nama penguatan kelembagaan. 

Sistem tertutup akan mematikan potensi partisipasi politik, 

pendidikan politik warga, dan menutup ruang keragaman dalam 

hal representasi politik. Bagi perempuan sistem tertutup akan 

mematikan potensi pengalaman historis perempuan melakukan 

kontestasi politik sejak dari rumah hingga mencalonkan diri dan 

berhasil terpilih, dengan sistem terbuka ini sesungguhnya partai 

terus didesak untuk serius dalam rekrutmen dan pendidikan 

politik bukan hanya sekedar pemenuhan syarat administrasi 
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belaka yang dampaknya mereka hadapi sekarang. Sementara 

dengan sistem tertutup bisa saja meski belum tentu juga, angka 

keterpilihan perempuan menjadi meningkat, akan tetapi 

masalahnya ia tidak dibangun dari proses menghadirkan 

pengalaman politik khas perempuan dalam upaya mengagregasi 

kepentingan perempuan secara terus menerus. 

1. (Study Kasus beberapa pemimpin perempuan 

akarruput yang berhasil menjadi DPR Sulteng) akar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

 

 

 

 

BAB V 

EKONOMI DAN 

EKOLOGI 
 

  



126 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

PENGANTAR  

 
Secara sederhana, ekonomi politik dapat diartikan Ilmu 

social yang mempelajari tentang hubungan social masyarakat 

dalam proses produksi, dan pengaruhnya terhadap insfrastruktur 

politik. Dalam proses produksi inilah, manusia menggunakan dan 

mengembangkan alat-alat produksi (alat alat kerja dan obyek 

kerja)  disamping tenaga kerjanya sendiri. 

 Dalam suatu aktivitas proses produksi guna memenuhi 

kebutuhan hidupnya, manusia berhubungan dengan manusia lain. 

Karena Proses produksi selalu merupakan hasil saling hubungan 

antar manusia, maka sifat dari produksi juga selalu bersifat sosial. 

Saling hubungan antar manusia dalam suatu proses produksi ini 

disebut sebagai hubungan sosial produksi. Dari kegiatan produksi 

ini kemudian muncul kegiatan berikutnya yaitu distribusi dan 

pertukaran barang. Hubungan sosial produksi dalam sebuah 

masyarakat bisa bersifat kerja sama atau bersifat penghisapan. 

Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau menguasai 

seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan obyek kerja).  

 Hubungan sosial produksi dan tenaga produktif (alat-alat 

produksi dan tenaga kerja) inilah kemudian membentuk suatu 

cara produksi dalam suatu masyarakat. Misalnya cara produksi 

komunal primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan 

sosialisme. Perubahan yang terjadi dari suatu cara produksi 

tertentu ke cara produksi yang lain terjadi akibat berkembangnya 

tenaga produktif dalam suatu masyarakat yang akhirnya 

mendorong hubungan produksi lama tidak dapat dipertahankan 

lagi dan menuntut adanya hubungan produksi baru. Inilah hukum 

dasar sejarah masyarakat dan merupakan sumber utama dari 

semua perubahan sosial yang ada.  

Cara produksi dalam suatu masyarakat yang merupakan 

pondasi dasar ekonomi, akan mempengaruhi insfra struktur 

politik dalam suatu masyarakat, seperti system pemerintahan, 

lembaga-lembaga Negara, dan birokrasinya, termasuk system 

budayanya. Singkatnya seluruh keputusan politik yang dihasilkan 
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akan mengabdi pada kepentingan dan untuk memperlancar cara 

produksi suatu masyarakat. Jika cara produksinya bersifat 

menindas maka keputusan-keputusan politiknyapun bersifat 

menindas, sedangkan jika cara produksinya bersifat kerjasama, 

maka keputusan-keputusan politiknyapun bersifat kebersamaan. 

 

Tujuan 

1. Peserta mampu memahami  konsep ekonomi politik dan 

ekologi politik 

2. Peserta memahami proses ekologis praktis dalam konteks 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

3. Peserta memahami Korelasi antara ekonomi dan ekologi 

untuk ketahanan keluarg 
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 KORELASI ANTARA EKONOMI DAN EKOLOGI 

DALAM PERSPEKTIF ISLAM, Jurnal Al-Syir‘ah Vol. 4 

No. 2 Juli-Desember 2006  

 Potret Politik & Ekonomi Lokal di Indonesia, 

Dinamika Demokratisasi, Pengembangan Ekonomi 

     Pokok bahasan 

1. Ekonomi Politik 

2. Ekologi Politik 

3. Korelasi antara ekonomi dan ekologi untuk 

ketahanan keluarga 
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dan Kawasan Perdesaan, Institute for Research and 

Empowerment (IRE) Yogyakarta 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

150 Menit 

 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video tentang 

ekonomi politik 

 Setelah selesai menonton, fasilitator membagi Peserta dalam 

bentuk kelompok. Kemudian mengajak perwakilan kelompok 

mencabut kertas undian. 

 Setelah itu memberikan instruksi sebagai berikut : 

- Peserta yang mendapatkan kertas bertuliskan ―Seleberan‖ 

membuat tulisan dalam bentuk selebaran dengan 

merujuk pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam 

―Bahan Bacaan Peserta: Menulis Selebaran‖; 
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- Peserta yang mendapatkan kertas bertuliskan ―Siaran 

Pers‖ membuat tulisan dalam bentuk Siaran Pers dengan 

merujuk pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam 

―Bahan Bacaan Peserta: Menulis Siaran Pers‖;  

- Peserta yang mendapatkan kertas bertuliskan ―Artikel‖ 

membuat tulisan dalam bentuk Artikel dengan merujuk 

pada petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ―Bahan 

Bacaan Peserta: Menulis Artikel‖; 

 Fasilitator mengumpul hasil tulisan seluruh peserta, dan 

memilih secara acak masing-masing satu jenis tulisan 

selebaran, siaran pers dan artikel. Kemudian memberikan 

beberapa komentar. 

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. Dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Ekonomi Politik 
 

Pengertian Ekonomi Politik 

Secara sederhana, ekonomi politik dapat diartikan Ilmu 

social yang mempelajari tentang hubungan social masyarakat 

dalam proses produksi, dan pengaruhnya terhadap insfrastruktur 

politik.Ada juga yang berpendepat bahwa ekonomi politik adalah 

kajian tentang relasi social, khususnya relasi kekuasaan yang 

bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan sumber daya-

sumber daya (baik alam maupun manusia) Dalam hubungan 

sosial produksi inilah kemudian membentuk suatu cara/corak 

produksi dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda pada setiap 

fase perkembangan masyarakat. Misalnya cara produksi pada fase 

masyarakat komunal primitive akan berbeda dengan cara 

produksi fase masyarakat perbudakan, feodalisme, kapitalisme 

dan sosialisme.  

Namun demikian dalam hubungan sosial produksi dalam 

sebuah masyarakat bisa bersifat kerja sama atau bersifat 

penghisapan. Hal ini tergantung siapakah yang memiliki atau 

menguasai seluruh alat-alat produksi (alat-alat kerja dan obyek 

kerja). Dalam perkembangan hubungan social produksi terus 

terjadi perubahan cara produksi tertentu ke cara produksi yang 

lain hal ini terjadi karena berkembangnya tenaga produktif dalam 

suatu masyarakat yang akhirnya mendorong hubungan produksi 

lama tidak dapat dipertahankan lagi dan menuntut adanya 

hubungan produksi baru. Inilah hukum dasar sejarah masyarakat 

dan merupakan sumber utama dari semua perubahan sosial yang 

ada. 

 

Struktur Sosial Dan Sejarah Perkembangan Masyarakat 

Indonesia  

Secara struktur social, masyarakat kita (Indonesia) dari  

jaman feodal hingga jaman kapitalisme sekarang terbagi dalam 

dua kelompok utama yakni kelompok kaya dan kelompok miskin. 
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Mengapa ada kelompok kaya dan kelompok miskin? Karena si 

kaya punya modal untuk menguasai dan membeli alat-alat 

produksi, sementara si miskin sebagai tenaga kerja yang merubah 

suatu barang menjadi bernilai, justru mendapat upah yang untuk 

beli hasil produksinya sendiri tidak mencukupi. Sejarah telah 

mencatat, semasa Indonesia masih dikuasai oleh raja-raja, dimana 

tanah yang merupakan sumber penghidupan hajat hidup manusia 

dikuasai oleh para raja, masyarakatnya pun terbagi dua kelompok 

utama yakni sikaya dan simiskin. Sikaya seperti bangsawan, 

birokrat kerajaan, mandor dan bekel telah menguasai tanah-tanah 

atas perintah raja sedangkan simiskin telah menjadi petani 

penggarap, yang setiap musim panen para centeng-centeng raja 

memungut upeti kepada para petani penggarap untuk keluarga 

raja. Sistem ekonomi yang seperti inilah yang biasa disebuat corak 

produksi feodalisme. 

Sistem ekonomi feodalistik yang menyengsarakan petani, 

telah melahirkan gerakan rakyat dengan melakukan 

pembrontakan yang dipelopori oleh kaum tani diberbagai daerah. 

Lihat saja pemberontakan di masa pemerintahan Amangkurat I, 

pemberontakan Karaeng Galengsong, pemberontakan Untung 

Suropati, dan lain-lain. Hanya saja, pemberontakan mereka 

terkalahkan. Tapi kemunculan gerakan-gerakan perlawanan pada 

setiap jaman harus dipandang sebagai lompatan kualitatif dari 

tenaga-tenaga produktif yang terus berkembang maju (progresif) 

berhadapan dengan hubungan-hubungan sosial yang 

dimapankan (konservatif). Walaupun kepemimpinan masih 

banyak dipegang oleh bangsawan yang merasa terancam karena 

perebutan aset yang dilakukan oleh rajanya.  

Saat kerajaan mulai terdesak atas gerakan pembrontakan 

petani, masuklah VOC tahun 1602, demikian juga dengan 

Portugis, dan Spanyol. Para pedagang bersenjata ini, melakukan 

perdagangan dengan para feodal, yang seringkali sambil 

melakukan ancaman, kekerasan dan perang (ingat sejarah 

pelayaran Hongi). Sejak itulah ekonomi kapitalisme mulai 

dicangkokkan di Indonesia melalui kolonialisme dan imperialism. 

Kekuasaan kolonial Belanda ini terinterupsi 4 tahun dengan 
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berkuasanya kolonialisme Inggris sampai tahun 1813. 

Kolonialisme Inggris masa Raffles, adalah tonggak penting 

hilangnya konsep pemilikan tanah oleh kerajaan. Sebab dalam 

konsep Inggris, tanah bukan milik Tuhan yang diwakilkan pada 

raja, tapi milik negara. Karenanya pemilik dan penggarap tanah 

harus membayar landrente (pajak tanah) --pajak ini 

mengharuskan sistem monetar dalam masyarakat yang masih 

terkebelakang sistem moneternya, sehingga memberi 

kesempatan tumbuhnya rentenir dan ijon. 

Di sisi yang lain, kalangan kolonialis-kapitalis juga 

memanfaatkan kalangan feodal untuk menjaga kekuasaannya. 

Hubungan antara para kolonialis-kapitalis dengan para feodal 

adalah hubungan yang saling memanfaatkan dan saling 

menguntungkan, sedangkan rakyatlah yang menjadi objek 

penindasan dan penghisapan dari kedua belah pihak Kapitalisme 

yang lahir di Indonesia bukan ditandai dengan dihancurkannya 

tatanan ekonomi-politik feodalisme, melainkan justru ada usaha 

revitalisasi dan produksi ulang tatanan ekonomi-sosial-politik-

ideologi-budaya feodal untuk memperkuat kekuasaan 

kolonialisme.  

Karena adanya revolusi industri terjadi kelebihan produksi 

yang membutuhkan perluasan pasar; membutuhkan sumber 

bahan mentah dari negeri asalnya; membutuhkan tenaga kerja 

yang murah mulai melakukan kolonialisasi ke negara-negara yang 

belum maju. terlebih seusai berhasil menjatuhkan monarki 

absolut. Tapi pertumbuhan ini dimulai dalam bentuk paling 

primitif dan sederhana. Hal ini sangat berbeda dengan lahirnya 

kapitalisme di negara-negara Eropa dan Amerika. Di kedua benua 

tersebut, kapitalisme lahir sebagai wujud dari dihancurkannya 

tatanan ekonomi-sosial-politik-ideologi-budaya feodal. Contoh 

kasus yang paling jelas adalah adanya revolusi industri di Inggris 

yang mendahului terjadinya revolusi borjuasi di Perancis 
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Problem Ekonomi Politik Indonesia Terkini 

 

Sebelum kita melakukan pengorganisasian pergerakan 

rakyat, kita harus mengetahui apa sejatinya problem pokok 

ekonomi-politik Indonesia saat ini? Hal ini penting sebagai 

landasan kita dalam menuntun, mengarahkan dan memandu 

dalam pengorganisasian pergerakan rakyat, agar tujuan yang 

hendak dicapai menjadi jelas dan terorganisir serta terencana. 

Secara singkat problem pokok ekonomi-politik kita saat ini adalah 

praktek ekonomi Neo-liberalisme yang dijalankan oleh rejim 

soeharto hingga sby-boediono. Walaupun secara tegas dalam 

konstitusi kita UUD 194 menyatakan bahwa system perekonomian 

nasional kita berdasar atas asas kekeluargaan dengan 

menempatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi 

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 

Negara, namun prakteknya dikuasai swasta asing dan swasta 

domestik. 

Olehnya, ketika system ekonomi kita kapitalisme, maka 

bangunan diatasnya baik infrastruktur maupun suprastrukturnya 

akan mengabdi pada kapitalisme, seperti lembaga-lembaga 

Negara presiden, DPR, lembaga peradilan semua akan mengabdi 

dan dipengaruhi oleh kepentingan kapitalisme. Wujud dan 

bentuknya seperti UU minerba, UU penanaman modal, dan ada 

sekitar 87 UU yang di intervensi asing/kapitalisme, kecuali UU 

pokok agraria 1960, karena pemerintah kita saat itu masih taat 

pada UUD 1945. 

Apa itu kapitalisme ? adalah sebuah nama yang diberikan 

terhadap sistem sosial dimana alat-alat produksi, tanah, pabrik-

pabrik dan lain-lain dikuasai oleh segelintir orang yaitu kelas 

kapitalis (pemilik modal). Jadi kelas ini hidup dari kepemilikannya 

atas alat-alat produksi. Sementara kelas lain (buruh) yang tidak 

menguasai alat produksi, hidup dengan bekerja (menjual tenaga 

kerjanya) kepada kelas kapitalis untuk mendapatkan upah. 

Kepemilikan alat-alat produksi kemudian dipergunakan untuk 

menghasilkan barang-barang untuk dijual ke pasaran untuk 

mendapatkan untung. Keuntungan ini kemudian dipergunakan 
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kembali untuk menambah modal mereka untuk produksi barang 

kembali, jual kepasar, dapat untung. Begitu seterusnya. Inilah 

yang kemudian sering dikatakan bahwa tujuan dari kapitalis 

adalah untuk mengakumulasi kapital (modal) secara terus 

menerus. 
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BAHAN BACAAN II 

Ekologi Politik 
 

Ranah ekologi politik, sejak permulaannya selama kurun 

waktu 1970an dan 1980an, telah berkembang dengan stabil 

sehingga mengisi tempat terkemuka dalam studi lingkungan. 

Secara sederhana, dua kontribusi utama dari ekologi politik dapat 

diringkas pertama: sebagai perhatiannya kepada ‗skala‘, yang 

memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan 

menganalisa rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan 

dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan ekonomi 

pada berbagai situs konseptual dan fisik, dan kedua: fokusnya 

yang konsekwen pada ‗kuasa‘ dalam berbagai perwujudannya 

sebagai kunci pusat untuk memahami bagaimana gagasan 

tentang kesinambungan diciptakan dan disebarkan (Neumann 

2005; Robbins 2003). Dalam catatan singkat ini, tanpa 

mengabaikan kontribusi penting ini, saya berpendapat bahwa 

politik ekologi sejauh ini belum memenuhi janjinya karena gagal 

memberikan ‗peta jalan‘ – ideologis maupun operasional - kearah 

pembangunan ekonomi berkelanjutan yang adil dan merata. 

Kegagalan ini berasal dari kelemahannya dalam bidang ekonomi 

politik (political economy) yang pada awalyna menjadi tonggak 

dasar politik ekologi tetapi selanjutnya dikalahkan 

kepentingannya oleh politik dan ekologi.  

 

Pendekatan Teoritis 

 

Bidang ekologi politik muncul ketika para ahli lingkungan 

mulai mengandalkan konsep-konsep ekonomi politik yang 

berasal dari kepedulian strukturalis dan materialis. Pendekatan 

yang dihasilkan membantu mengungkapkan kaitan-kaitan antara 

dinamika lingkungan setempat dengan proses politik dan 

ekonomi yang lebih luas (Peet and Watts, 1996; 2004). Terobosan 

analitis ini memungkinkan para ahli ekologi politik untuk 
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menelusuri dengan teliti, misalnya, kaitan-kaitan antara masalah 

degradasi tanah setempat dan masalah-masalah lebih luas seperti 

kemiskinan, ketunakismaan (landlessness), keterbelakangan, 

hubungan neo-kolonial, dan marjinalisasi politik dan ekonomi 

(Blaikie and Brookfield, 1987). Berangkat dari ranah studi 

pembangunan kritis (critical development studies), studi ekologi 

politik menilai bahwa keputusan pengelolaan sumber daya alam 

tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang teknis yang 

memprioritaskan efisiensi. Sebaliknya, seperti pendapat Adams, 

―‗kehijauan‘ dari perencanaan pembangunan akan ditemukan 

bukan dalam kepeduliannya dengan ekologi atau lingkungan di 

dalam dirinya, tetapi dalam keprihatinannya dengan masalah 

kekendalian, kekuasaan, dan kedaulatan― (1990: 253).  

Penemuan-penemuan utama teori ekologi politik 

mengutarakan bahwa pola-pola pengembangan sumber daya 

muncul dari interaksi antara sistem alam (misalnya kualitas, 

kuantitas, dan lokasi air) dan sistem sosial (misalnya penyebaran 

kekuasaan ekonomi, sosial, dan politikdidalam suatu masyarakat). 

Banyak literatur telah dicurahkan untuk menggambarkan batas-

batas ekologi politik, yang lebih baik digambarkan sebagai suatu 

‗pendekatan teori‘ daripada sebuah ‗teori‘, untuk mengasah 

kategori-kategori konseptualnya yang dipinjam terutama dari 

geografi dan antropologi, dan untuk memperdalam analisisnya 

dari perubahan lingkungan kontemporer di seluruh dunia. Selama 

periode ini, beberapa kritik telah diarahkan pada pustaka ekologi 

politik. Mengingat sifatnya yang lintasdisiplin dan integratif, 

sebagian besar kritik ini telah dirumuskan dalam bentuk ‗terlalu 

banyak‘nya atau ‗tidak cukup‘nya komponen konseptual atau 

disiplin tertentu. Beberapa pengamat berpendapat bahwa ekologi 

politik telah tersesat terlalu jauh ke arah analisis kekuasaan 

dengan mengorbankan pemahaman ekologi yang jelas dan rinci 

(Vayda and Walters, 1999; Zimmerer, 2000). Sebagai contoh, 

Walker (2005) menantang kemampuan ‗ekologis‘ dari ekologi 

politik, dengan mengeluh bahwa para pendukungnya terlalu asyik 

berpikir tentang pemahaman struktur sosial dan tidak 

memberikan perhatian seperlunya untuk memahami dan 
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mendokumentasikan perubahan lingkungan, yang tidak selalu 

merupakan akibat dari sumber-sumber ekonomi dan politik.  

Di sisi lain, para ilmuwan terutama yang berasal dari 

geografi mengkritisi teks-teks klasik tertentu dalam ekologi politik 

sebagai kurang dipolitisasi, dengan kata lain karena tidak 

memberikan perhatian eksplisit pada ‗politik‘, dalam arti 

Marxisnya yaitu kritik terhadap kapitalisme. Peet dan Watts, 

misalnya, mengkritik karya kunci Piers Blaikie Land Degradation 

and Society (‗Kerusakan Lahan dan Masyarakat‘) sebagai terlalu 

banyak berfokus pada lahan/tanah dan kurang memperhatikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan kapitalis 

di daerah-daerah pinggiran. Penulis-penulis lain mengangkat 

masalah relevansi kebijakan politik ekologi, dengan menekankan 

kebutuhan untuk membuat wawasan yang bermanfaat tidak 

hanya untuk sesama akademisi, tetapi juga untuk para praktisi 

dan pembuat kebijakan (Neumann 2008). Penting untuk dicatat 

bahwa proses ini telah mengakibatkan debat paralel di kalangan 

ahli ekologi politik tentang apa artinya menjadi ahli ekologi politik 

dan apakah ranah ini kurang memiliki sistematika. Selama ini 

belum ada pemecahan yang jelas, sehingga uraian Robbins 

tentang ekologi politik sebagai (hanya) ―sesuatu yang dilakukan 

orang‖ (2004:13) tampaknya mencerminkan konsensus umum. 

 

Kritik yang Hilang 

 

Anehnya, suatu kesenjangan pokok yang tumbuh 

berkembang dalam politik ekologi tetap diabaikan baik oleh para 

pengkritik dan pendukung ekologi politik. Yakni, konsep ekonomi 

politik, yang menjadi tonggak penting dalam pengembangan 

awalnya, secara berangsur-angsur telah dihilangkan dari wacana 

ekologi politik. Ini tidak berarti bahwa ekologi politik hanya 

tertarik pada ‗politik‘ dan ‗ekologi‘; sebagian besar pustaka 

ekologi politik justru berkaitan langsung dengan dampak dari 

perkembangan kapitalisme global. Khususnya kajian rantai 

komoditi (commodity chains) telah mengembangkan pengertian 
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yang sangat canggih tentang bagaimana pembangunan kapitalis 

mengkemas barang-barang dan alam ke dalam kategorikategori 

rapih yang dapat diperdagangkan dan ditukar demi mengejar 

keuntungan. Adapun bagian lain dari pustaka ekologi politik yang 

menghasilkan kritik pedas terhadap neo-liberalisme, sebagai 

perwujudan kontemporer kapitalisme di kebanyakan dunia saat 

ini. Namun, kedua aliran ini yang mengandalkan wacana ekonomi 

politik masih gagal untuk menangani dua dimensi ekonomi yang 

mendasar untuk menciptakan ekonomi global yang berkelanjutan 

yang seimbang bukan hanya secara ekologis tetapi juga secara 

sosial dan ekonomis. Kedua dimensi ini adalah (1) dimensi 

‗ideologis‘, yang berarti menciptakan visi dunia menyeluruh dan 

(2) dimensi 12 Jurnal tanah air edisi oktober-desember 2009 13 

‗keseharian‘, dalam hal ini merujuk kepada pengalaman sehari-

hari orang umum/awam, terutama yang miskin dan yang 

dirampas haknya. Tanpa kedua komponen ini, ekologi politik 

secara umum tetap menjadi alat untuk mengkritik belaka – 

walaupun secara tajam—dan gagal untuk memenuhi potensi 

transformatifnya.  

Dimensi ideologis yang kurang dalam ekologi politik 

mengacu pada ketiadaan keterlibatan ‗meta-teoretis‘ dengan 

ekonomi global kontemporer. Walaupun ahli ekologi politik 

mendokumentasikan dan membuktikan berbagai masalah 

pembangunan kapitalis dengan sangat mahir — baik yang 

bersifat struktural maupun yang menjadi efek sampingan – belum 

ada upaya yang besar untuk membangun visi dunia alternatif 

yang dapat membantu memulai proses perubahan sistemik. 

Walaupun (banyak) para ekolog politik bersikukuh bahwa bentuk-

bentuk pemikiran Marxislah yang menjadi dasar analisis mereka, 

namun hal ini tidak serta-merta atau secara otomatis 

memecahkan masalah ketiadanya visi dunia. Konfigurasi yang 

tepat dari sosialisme pada masa depan tidak diuraikan dengan 

baik, sehingga kemampuannya untuk menggapai keberlanjutan 

tidak bisa dipastikan. Dengan pengecualian karya James Bellamy-

Foster (2002) dan Martin O‘Connor (1994), hampir tiada ahli 

lingkungan kontemporer yang mengangkat masalah bagaimana 
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suatu gerakan anti-kapitalisme dapat pula menjadi gerakan pro-

sosialisme. Jika sebagian besar penelitian ekologi politis 

membuktikan bahwa keberlanjutan di tingkat global hampir selalu 

tergantung pada penanganan masalah-masalah lokal secara 

konsekwen – apakah masalahnya bersifat ekologis, sosial atau 

ekonomis – ini belum membantu menunjukkan jalan menuju 

keberlanjutan pada era ini dimana majunya teknologi telah 

mengubah makna ‗lokal‘ itu maupun bentuk hubungan antara 

situs-situs lokal. ―Kejeniusan‖ kapitalisme adalah bahwa 

kapitalisme tidak hanya menciptakan realitas keterkaitan yang 

baru ini, tapi juga membantu mengaturnya secara sungguh-

sungguh efisien. Sampai kini, kaum ekologis politik hanya mampu 

mendokumentasikan proses ini tapi belum memulai proses 

memformulasi sebuah jalan alternatif yang realistis. 

Turut hilang pula sebuah pendekatan inovatif yang bisa 

membuka jalan kearah sebuah tatanan ekonomi politik yang bisa 

menciptakan kesinambungan. Hampir semua ide kontemporer 

untuk menangani permasalahan lingkungan secara inovatif telah 

diinspirasikan oleh diktat ekonomi neo-klasik yang pada dasarnya 

mereduksi kealamian menjadi komoditas dan masyarakat menjadi 

konsumen-konsumen individual. Dengan demikian tidak 

mengejutkan jika dua inisiatif yang paling luas dibicarakan pada 

era kita ini – pembayaran layanan ekosistem (payments for 

ecosystem services) dan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean 

Development Mechanism)- dua-duanya berangkat dari prinsip 

motif keuntungan. Kontribusi utama dari kaum ekologis politik 

dalam perdebatan ini adalah pendapat bahwa usaha ini tidak 

mungkin efektif, dan lagi pula tidak adil. Walaupun kritik ini 

sangat tepat, pemecahan-pemecahan alternatif perlu 

dikembangkan atau paling tidak diinspirasikan dengan penelitian 

ekologi politik. Ini tidak berarti bahwa ekologis politik tidak 

menyadari bahwa bidang mereka masih kurang suatu unsur 

esensial. Beberapa komentator mengeluh, tidak adanya sebuah 

slogan yang jelas seperti ‗tragedy of the commons‘ (tragedi hak 

komunal), mencegah ekologi politik untuk lebih berpengaruh 

dalam lingkungan kebijakan.  
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Bagaimanapun, yang dibutuhkan bukanlah naratif 

sederhana yang menjelaskan mengapa krisis lingkungan global 

mengganjal, tapi sebuah naratif yang menunjukkan seperangkat 

langkah konkrit kearah sebuah realita alternatif. Dengan kata lain, 

kekurangan ekologi politik terletak dalam kegagalannya untuk 

menguraikan krisis lingkungan global dengan cara yang tidak 

membutuhkan mekanisme pemecahan yang dipinjam dari 

kebijakan neo liberal. Sehubungan dengan kelemahannya dalam 

memformulasi sebuah strategi perlawanan terhadap neo liberal, 

ekologi politik belum mampu menerangkan realita kasar dari 

keterbelakangan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa ekologis politik 

tidak mampu mendokumentasikan bagaimana penetrasi 

kekuatan-kekuatan modern telah merombak dinamika 

bermasyarakat maupun proses ekologi serta menciptakan 

kemelaratan ekonomi (misalnya diantara kaum tani) dan 

kerusakan lingkungan secara luas-luas.  

 Namun studi ekologi politik, umumnya, gagal bergulat 

dengan kenyataan bahwa pembangunan ekonomi, dengan segala 

kekurangannya, tetap menjadi wacana yang berlaku luas, baik 

sebagai ideologi maupun sebagai proses sejarah. Dengan 

fokusnya pada ―politik‖, ekologi politik telah mengidentifikasi 

kemiskinan dan ketidak setaraan sebagai problem sentral dari 

negara-negara dunia ketiga. Dengan fokusnya pada ‗ekologi‘, 

bidang ini menunjukkan bukan hanya adanya krisis lingkungan 

global tetapi juga bahwa krisis ini merupakan bagian integral dari 

krisis kemiskinan. Namun demikian, ekologi politik tetap menjadi 

buta, karena tidak bisa melihat bahwa pembangunan ekonomi - 

dalam bentuk apapun – tetap merupakan satu-satunya solusi 

yang diidamkan kaum miskin.. 14 Jurnal tanah air edisi oktober-

desember 2009 15 Dilihat sepintas, ekologi politik tampaknya 

berada dalam posisi baik untuk menghadapi dilema ini (bahwa 

kaum miskin, yang kemelaratannya adalah akibat pembangunan 

ekonomi global yang ganjil yang selain memiskinkan juga 

menghancurkan sumber alam mereka, tetap membutuhkan 

‗pembangunan‘, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda).  
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Tendensi pos-struktural dalam ekologi politik telah 

mendorong konstruksi sebuah naratif yang mengistimewakan 

‗lokalitas‘ dan ‗pengalaman yang terasa‘ (felt experience) lebih 

dari naratif meta yang dipaksakan dari atas. Namun, ekologis 

politik belum mampu mengakui bahwa pembangunan 

berkelanjutan tetap merupakan sebuah penempatan dari atas 

yang sulit direkonsiliasikan dengan kebutuhan sehari-hari 

manusia yang sering dapat dipenuhi dengan pertumbuhan 

ekonomi yang cepat (dan destruktif). Walaupun beberapa 

ekologis politik telah membahas isu ini, mereka sekali lagi hanya 

membatasi diri pada dimensi ekologi. Argumen Ramachandra 

Guha (2000) dan Martinez-Allier (2003) tentang 

‗environmentalismenya kaum miskin‘ sebagai contoh, mengakui 

bahwa rakyat miskin memiliki konsep dan praktek etika 

lingkungan yang berbeda dengan orang kaya karena naluri 

‗konservatif‘ mereka. Dengan kata lain, bahwa orang miskin 

adalah pemerhati lingkungan karena kehidupan dan ketahanan 

mereka bergantung pada pengawetan bukan hanya dari 

lingkungan fisik di sekitar mereka (contoh: tanah untuk pertanian) 

tetapi juga mata pencaharian nafkah dari lingkungan itu (contoh: 

cara-cara bertani tradisional).  

Akan tetapi, ini hanya menggambarkan sebagian saja dari 

kenyataan. Aspek yang tidak diuraikan jelas oleh Guha dan 

Martinez-Alier, dan yang selalu gagal dikoreksi kaum ekologis 

politik, adalah dimensi pembangunan dalam etik konservatif ini. 

Adalah sebuah kesalahan jika kita mengasumsikan bahwa orang 

miskin mengawetkan sumber alam sematamata untuk berjuang 

bertahan hidup. Perjuangan bertahan hidup dalam konteks ini 

bukanlah sebuah tujuan sendiri. Lebih dari itu, perjuangan 

bertahan hidup adalah cara untuk mempertahankan aspirasi 

pembangunan. Memilih konservasi sambil menolak proyek-

proyek pembangunan tertentu tidak berarti penolakan 

pembangunan secara umum . Pilihan dan penolakan meraka 

hanya mengarisbawahi ketiadaan sebuah visi pembangunan 

alternatif yang bersifat emansipatori dan realistis, yang bisa 

menggantikan dominasi visi neo liberal. 
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Sebuah Jalan Keluar? 

 Pembahasan di atas menunjukkan bahwa hegemoni neo 

liberalisme dan ketidakmampuan ekologi politik untuk 

mengkonfrontasi realita ini dengan penuh, merupakan hambatan 

penting dalam mentransisikan pembangunan yang lebih 

berkelanjutan. Sebaliknya, ekologis politik telah gagal melawan 

visi global pembangunan neo liberal dengan analisis yang jernih 

dari akar krisis lingkungan global atau peta petunjuk jalan menuju 

pada visi alternatif yang lebih berkelanjutan. Tidak adanya sebuah 

visi semacam itu berarti bahwa naratif ekologi politik tentang 

kenyataan-kenyataan lokal kurang meyakinkan karena kurang 

memperhitungkan kehausan rakyat miskin akan pembangunan 

ekonomi, yang tidak akan tercapai dengan model kontempora 

pembangunan global. Dalam ketiadaan inilah, sebuah beban 

besar jatuh ke lengan para akademisi dan aktivis. Biarpun kritik 

selalu menjadi senjata ampuh mendorong perubahan, sekarang 

perlu bergerak lebih maju kearah pendekatan eksperimental 

untuk melawan pembangunan neo liberal dan untuk menciptakan 

jalan alternatif kearah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

secara ekologi.  
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TOPIK VI 
EKOFEMINISME 
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PENGANTAR  

Ekofeminisme adalah salah satu pemikiran dan gerakan 

sosial yang menghubungkan masalah ekologi dengan 

perempuan. Ekofeminisme diperkenalkan oleh Francoide 

d‘Eaubonne melalui buku yang berjudul Le Feminisme ou la Mort 

(Feminisme atau Kematian) yang terbit pertama kali 1974 (Tong, 

2006:366). Dalam bukunya tersebut dikemukakan adanya 

hubungan antara penindasan terhadap alam dengan penindasan 

terhadap perempuan (Tong, 2006:366; Gaard, 1993:13). Istilah 

ekofeminisme yang diperkenalkan oleh d‘Eaubonne itu sepuluh 

tahun berikutnya (1987) dipopulerkan oleh Karen J. Warren 

melalui tulisannya yang berjudul ―Feminis and Ecology‖ yang 

dipublikasikan melalui Enviromental Review 9, No. 1. 

Ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara 

semua bentuk penindasan manusia, khususnya perempuan, dan 

alam. Dalam hal ini ekofeminisme memandang bahwa perempuan 

secara kultural dikaitkan dengan alam. Ada hubungan konseptual, 

simbolik, dan linguistik antara feminisme dengan isu ekologis 

(Tong, 2006:350). 

 

 

Tujuan 

1. Peserta mampu memahami  tentang hubungan antara 

perempuan dan alam 

2. Peserta memiliki posisi tawar dalam pengelolaan hutan di 

lingkungannya 

3. Peserta mampu menginisiasi gerakan yang ramah 

lingkungan 
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Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Games 

 

Bahan Bacaan 

 Ekofeminisme: Menyoal Perempuan dan Alam, 

Jurnal Perempuan 

 Ekofeminisme II, Narasi Iman, Mitos, Air & Tanah 

(Jalasutra,2013) 

 Rozsak (1992) dalam Candraningrum (2014) 

yakni,‖Ecopsychology seeks to heal the more 

fundamental alienation between the person and the 

natural environment. 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

150 Menit 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Teori Ekofinisme 

2. Pengalaman perempuan dalam menjaga sumberdaya 

alam yang berkelanjutan 

3. Menginisiasi gerakan yang ramah lingkungan  
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Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai,  

 Fasilitator meminta Peserta untuk brainstorming tentang 

materi diskusi. Dan membuat catatan-catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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BAHAN BACAAN I 

Teori Ekofeminisme 
 

Pengertian Ekofeminisme 

Ekofeminisme adalah salah satu pemikiran dan gerakan 

sosial yang menghubungkan masalah ekologi dengan 

perempuan. Ekofeminisme diperkenalkan oleh Francoide 

d‘Eaubonne melalui buku yang berjudul Le Feminisme ou la Mort 

(Feminisme atau Kematian) yang terbit pertama kali 1974 (Tong, 

2006:366). Dalam bukunya tersebut dikemukakan adanya 

hubungan antara penindasan terhadap alam dengan penindasan 

terhadap perempuan (Tong, 2006:366; Gaard, 1993:13). Istilah 

ekofeminisme yang diperkenalkan oleh d‘Eaubonne itu sepuluh 

tahun berikutnya (1987) dipopulerkan oleh Karen J. Warren 

melalui tulisannya yang berjudul ―Feminis and Ecology‖ yang 

dipublikasikan melalui Enviromental Review 9, No. 1. 

Ekofeminisme berusaha untuk menunjukkan hubungan antara 

semua bentuk penindasan manusia, khususnya perempuan, dan 

alam. Dalam hal ini ekofeminisme memandang bahwa perempuan 

secara kultural dikaitkan dengan alam. Ada hubungan konseptual, 

simbolik, dan linguistik antara feminisme dengan isu ekologis 

(Tong, 2006:350).  

 

Aliran Ekofeminisme 

Ekofeminisme juga bukan suatu aliran pemikiran dan 

gerakan yang tunggal. Ada beberapa aliran ekofemisme. Paling 

tidak menurut Rosemarie Putnam Tong (2006) ada ekofeminisme 

alam, ekofeminisme spiritualis, dan ekofeminisme sosialis. 

Tiap aliran ekofeminisme tersebut memiliki kekhasan masing-

masing dalam memahami hubungan antara manusia, terutama 

perempuan, dengan alam. Berikut ini diuraikan perbedaan dari 

sejumlah aliran ekofeminisme tersebut : 
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 Ekofeminisme Alam 

Ekofeminsme alam dikembangkan oleh Mary Daly melalui 

bukunya Gyn/Ecology dan Susan Griffit (Woman and Nature). 

Ekofeminsme alam menolak inferioritas yang diasumsikan 

atas perempuan dan alam, serta superioritas yang 

diasumsikan lakilaki dan kebudayaan. Ekofeminsme alam 

memandang bahwa alam/perempuan setara terhadap dan 

barang kali lebih baik daripada kebudayaan/laki-laki. Selain 

itu, nilai-nilai tradisional perempuan, bukan nilai-nilai 

tradisional laki-laki, dapat mendorong hubungan sosial yang 

lebih baik dan cara hidup yang tidak terlalu agresif dan 

berkelanjutan (Tong, 2006:273) 

 Ekofinisme Spiritualis 

Ekofeminisme spiritualis dikembangkan oleh Starhawk dan 

Charles Spretnak. Dengan mendasarkan pada pandangan 

antroposentris yang mencoba membenarkan bahaya yang 

disebabkan oleh manusia terhadap alam, sebagaimana 

pandangan yang membenarkan bahaya yang disebabkan 

laki-laki terhadap perempuan, maka ekofeminisme spiritualis 

berargumen bahwa ada hubungan yang dekat antara 

degradasi lingkungan dengan keyakinan Yahudi-Kristen 

bahwa Tuhan memberikan manusia ―kekuasaan‖ atas bumi 

(Tong, 2006:380). Dari pendapat tersebut tampak bahwa 

ekofeminisme spiritual memahami kerusakan lingkungan 

dengan spiritualistas yang bersifat patriarkis. Memahami 

kekerasan agama terhadap perempuan dan alam (Arivia, 

2014:56). Oleh karena itu, selanjutnya ekofeminis spiritual 

menarik kekuatan dari beragam spiritualitas berbasis bumi 

dan cenderung memfokuskan pada penyembahan terhadap 

dewi-dewi kuna. Selain itu, ekofeminsme spiritual menarik 

analogi antara peran perempuan dalam produksi biologis 

dengan peran arketipal ―Ibu Pertiwi‖ atau ―Ibu Kelahiran,‖ 

sebagai pemberi kehidupan dan pencipta segala sesuatu 
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yang ada (Tong, 2006:381). Mitos yang berkembang di Jawa 

yang menempatkan Dewi Sri sebagai dewi yang menjaga 

tanaman padi merupakan salah satu contoh perwujudan 

ekofeminisme spiritual. 

 Ekofeminisme Sosialis 

Ekofeminisme sosialis berusaha menghilangkan penekanan 

terhadap hubungan antara perempuan-alam (Tong, 

2006:384). Ada beberapa pemikir ekofeminisme sosialis, yang 

ketika mencoba menjelaskan hubungan antara alam secara 

berbedabeda, yaitu Dorothy Dinnersaein, Karen J. Warren, 

Maria Mies & Vandana Shiva. Menurut Dorothy Dinnersaein, 

salah seorang tokoh ekofeminis sosial, untuk mengakhiri 

opresi terhadap setiap orang dan segala sesuatu yang 

selama ini tidak dihargai harus 14 dihancurkan pemikiran 

dikotomi Barat, tentang perempuan-lakilaki. (Tong, 

2006:384). Menurutnya, usaha untuk meminggirkan 

perempuan dan alam dari laki-laki dan kebudayaan telah 

menyebabkan kita bukan saja mencederai dan 

mengeksploitasi perempuan, serta membatasi dan 

mendeformasi laki-laki, tetapi juga mendorong untuk terus 

berjalan ―menuju pembunuhan terhadap ibu yang pariurna, 

pembunuhan yang penuh amarah dan ketamakan terhadap 

bumi yang melahirkan kita (Tong, 2006:385). Untuk 

mengakhiri hal tersebut, menurutnya perempuan harus 

membawa alam ke dalam kebudayaan, dengan memasuki 

dunia publik, dan laki-laki harus membawa kebudayaan ke 

dalam alam, dengan memasuki dunia pribadi.dengan cara 

begitu, maka laki-laki dan perempuan (kebudayaan dan 

alam) adalah satu (Tong, 2006:286). 
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BAHAN BACAAN II 

Pengalaman Perempuan Dalam Menjaga 

Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan 

Perempuan dan anak menjadi penghuni tetap lingkungan 

yang tercemari dan dirambah tersebut, sementara para laki-laki 

pergi mencari nafkah ke kota. Dengan asumsi demikian maka 

sangat wajar jika gerakan perempuan dalam penyelematan 

lingkungan hidup menjadi sangat nyata dan penting, bahkan 

menbjadi pioneer ketika para laki-laki justru tidak peduli dan 

bersekutu dengan kepentingan kapitalis dan industrialis. Berbgai 

contoh peran perempuan dalam penyelamatan lingkungan di 

berbagai negara dapat dilihat seperti berikut:  

 Kebocoran di Three Mile Island telah menggerakan sejumlah 

perempuan di Amerika serikat berkumpul dalam konferensi 

kaum ekofeminisme yang pertama yang berlangsung pada 

bulan maret 1980, di Amherst. Dalam konferensi ini dibahas 

mengenai kaitan-kaitan antara feminisme, militerisasi, 

pemulihan dan ekologi. Pada malam hari tanggal 2-3 

Desember 1984, 40 ton gas beracun dilepaskan dari pabrik 

pestisida Union Carbide di Bhopal, India. Lebih dari 3000 

orang meninggal dunia selama bencana tersebut. Lebih dari 

400.000 yang lain terkena dampaknya, mungkin meninggal 

setelah itu dan mengalami penderitaan berkepanjangan. 

Kaum perempuan telah menjadi korban yang terkena 

dampak paling parah sekaligus juga menjadi yang paling 

gigih memperjuangkan keadilan. Salah seorang perempuan 

muslim dari kaum miskin bastis bernama Hamidabi 

mengatakan selalu berjuang mengingatkan Union Carbide, 

India, dan Dunia, bahwa seberapa besarpun kompensasi 

yang diberikan tak akan pernah dapat menggantikan 

kerusakan generatif dan lingkungan yang di derita oleh 

rakyat (Shiva dan Maria Mies, 2005)  
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 Apa yang dilakukan oleh perempuan Irian Jaya ini mirip 

dengan yang terjadi di India. Pada tahun 1974, 74 

perempuan di kota Reni, bagian utara India, bersepakat 

untuk menghentikan penebangan hutan. Mereka memeluk 

erat-erat pohon-pohon yang akan ditebang oleh mesin 

pemotong kayu yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan 

besar. Gerakan para perempuan ini dikenal dengan sebutan 

gerakan Chipko (dalam bahasa Hindi bererti ―memeluk‖). 

Gerakan ini berhasil menyelamatkan sebanyak 12.000 km 

areal hutan. Gerakan ini pada dasarnya mempunyai unsur 

ekonomi maupun budaya. Unsur ekonomi karena adanya 

sentimen para pada para kontraktorkontraktor besar yang 

menggunduli hutan penduduk asli untuk kepentingan bisnis 

para kontraktor. Unsur budaya karena kepercayaan yang 

tertanam dalam masyarakat untuk melindungi hutan nenek-

moyang mereka. Hutan bagi orang India mempunyai makna 

sakral yang dikenal dengan sebutan Aranya Sanskrit (Warren, 

2000). Gerakan Chipko dan kepercayaan Aranya Sanskrit 

menurut Jayanta Bandoyopadhay dan Vandana Shiva, dua 

orang aktivis lingkungan ternama, adalah memiliki basis 

ekologis yang kuat (Warren, 2000). Selain basis ekologis yang 

kuat gerakan Chipko mempunyai perspektif perempuan yang 

tangguh. Gerakan Chipko terdiri dari para perempuan dari 

organisasi ―akar rumput‖ yang sangat sadar akan keterkaitan 

isu perempuan dengan lingkungan. Dalam hal kasus 

penebangan hutan tersebut, para anggota gerakan Chipko 

menilai kepentingan perempuan telah dikorbankan demi 

kepentingan bisnis.  

 

 Ada dua hal yang menarik untuk disimak argumentasi 

gerakan Chipko. Pertama, perempuan di India, seperti di 

Negara berkembang lainnya, merupakan korban pertama 

dari penebangan hutan. Pohon-pohon memberikan empat 

kebutuhan utama bagi keperluan rumah tangga: makanan, 

bahan bakar, produk-produk rumah (termasuk peralatan 

membersihkan rumah, peralatan masak), dan menghasilkan 
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ekonomi rumah tangga. Para prempuan ini tinggal di desa-

desa yang kebanyakan laki-lakinya pergi ke kota untuk 

bekerja. Para perempuan ini dengan demikian harus 

menanggung beban kerja seperti mengambil air, dan 

mengambil ranting-ranting pohon untuk bahan bakar 

sendiri. Demikian pula untuk mencari penghasilan rumah 

tangga. Akibat penebangan pohonpohon yang dilakukan 

oleh perusahaan besar, pohon menjadi semakin langka dan 

ini menyulitkan kehidupan mereka sehari-hari. Kedua, Di 

dalam memutuskan kebaikan bagi desa mereka perempuan 

jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Akibatnya, 

perempuan cenderung tersisih dari penentuan kebutuhan 

desa mereka, padahal kegiatan desa merupakan kegiatan 

yang sebagaian besar dijalankan oleh perempuan seperti 

misalnya penyediaan air bersih. 

 

 Di Papua ada seorang perempuan bernama Yosepha 

Alomang, Koordinator lembaga Hak Asasi Manusia 

Amungme, Papua. Banyak perjuangannya dalam mebela hak 

asasi kaum perempuan, yang terkait dengan lingkungan 

adalah ketika pada tahun 1992 dia pernah menggerakkan 

ratusan kaum perempuan Amungme untuk membuat tungku 

api besar-besaran di bandara Timika yang membuat 

penerbangan berhenti total. Aksi para perempuan ini 

merupakan bentuk protes atas perampasan tanah dan kebun 

sayur masyarakat Timika oleh PT Freeport yang 

berkepentingan membangun sejumlah gedung dan hotel di 

daerah Timika. Dari kasus yang tidak terselesaikan selama 

bertahuntahun ini, dengan ditemani para 

perempuanperempuan Papua, Yosepha kemudian 

mengajukan gugatannya terhadap PT Freeport melalui 

pengadilan federal dan Negara bagian New Orleans Amerika 

Serikat. Pada tahun 1993 ia bergabung dengan lembaga 

Masyarakat Adat Amungme. Namun setahun kemudian ia 

ditangkap karena dituduh membantu Organisasi Papua 

Merdeka (OPM) (Luviana, 2002).  
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 Perjuangan menyelamatkan lingkungan hidup juga dilakukan 

oleh Emmy Hafid sejak jauh sebelum dia menjadi direktur 

eksekutif Wahana Lingkungan Hidup/WALHI Jakarta. 

Bersama teman-temannya, Emmy gencar melakukan kritik 

atas represi represi yang sudah dilakukan pemerintah Orde 

Baru lewat kasus-kasus lingkungan yang ada di Indonesia 

pada masa itu. Saat itu Emmy sering mendapatkan 

cemoohan karena pilihannya sebagai aktivis lingkungan. 

Banyak orang yang mengkritik bahwa isu lingkungan adalah 

isu yang a-politis, manusia saja masih punya banyak 

persoalan mengapa harus mengurus tumbuh-tumbuhan atau 

hewanhewan? Begitu kritik sebagian orang kepadanya. 

Namun Emmy justru terus bertekat melakukan pembelaan 

pada lingkungan. Emmy melihat eksploitasi lingkungan 

karena pemerintah Orde Baru mengusung kebijakan revolusi 

hijau yang merusak tanah karena penggunaan pestisida 

sebagai pupuk. Kasuskasus itu dibawa ke pengadilan 

internasional di Amerika Serikat, meskipun Emmy diteror dan 

dicemooh sebagai pengkhianat bangsa. Padahal di sisi lain 

Emmy juga mengkritik Amerika Serikat sebagai Negara maju 

Negara dunia pertama yang katanya akan melakukan 

rehabilitasi di dunia ketiga, tetapi justru makin lama tingkat 

eksploitasi mereka terhadap dunia ketiga malah semakin 

tinggi. Jerih payah Emmy membuahkan hasil dinobatkan oleh 

majalah Time sebagai ―The heroes For The Planet‖. Pada 

tahun 2000 Emy mendapatkan penghargaan sebagai Future 

Leaders of Asia dari majalah Asiaweek, kemudian pada tahun 

2001 Emmy kembali mendapatkan penghargaan, yaitu Satya 

Lencana Pembangunan di Bidang Lingkungan dari Menteri 

Negara Lingkungan Hidup. Inilah komentar Emmy atas 

penghargaan-penghargaan yang diterimanay: ―Ini 

merupakan saat-saat yang berkesan bagi saya, bukan pada 

persoalan penghargaan, namun karena saat ini telah banyak 

orang yang juga melihat begitu banyak persoalan di bumi 

yang berhubungan dengan lingkungan, dan ini tidak saya 

jumpai 20 tahun yang lalu‖. 
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BAHAN BACAAN III 

Menginisiasi Gerakan Yang Ramah 

Lingkungan  
 

Indonesia sudah mempunyai banyak sekali inisiasi gerakan 

yang ramah lingkungan baik yang di dilakukan oleh pemeritah 

maupun komunitas. Berikut beberapa inisiasi gerakan yang ramah 

lingkungan tersebut : 

 Green Banking 

Bank sebagai suatu lembaga sektor keuangan juga tidak 

lepas tekanan untuk berperilaku etis untuk menjalankan 

usaha bisnis yang ramah lingkungan, sehingga perlu 

melakukan pengelolaan risiko lingkungan dan sosial yang 

disebut green banking. Green banking adalah bank yang 

kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, memiliki 

tanggung jawab dan kinerja lingkungan (Bai, 2011) serta 

mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan dalam 

menjalankan bisnisnya (Bihari, 2011). Dengan 

mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pembuatan 

keputusan bisnis maka dapat mengurangi dampak negatif 

dari aktivitas operasi lembaga keuangan sehingga dapat 

membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan dan 

mencapai keberlanjutan (Shaumya & Arulrajah, 2016). 

Beragam cara dapat dilakukan dalam adopsi green banking 

seperti online banking, internet banking, green checking 

account, green loan, mobile banking, electronic banking 

outlet dan penghematan penggunaan energi yang 

berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan 

(Gupta, 2015). 

Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik green banking di 

Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi 
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relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank 

berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) 

Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian 

terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam 

persyaratan penyaluran kredit. Green banking juga telah 

dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan 

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 

melalui kegiatan seperti pelatihan analis lingkungan untuk 

menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti 

AMDAL.  

Regulasi terkini yang relevan dengan praktik green banking 

adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

(POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan 

berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan 

(LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk 

menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan 

berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam 

jumlah yang memadai. Melalui pengelolaan risiko sosial dan 

lingkungan hidup, perusahaan keuangan diharapkan mampu 

bersaing dan tetap survive dalam menjalankan bisnis 

keuangan. Penerapan regulasi ini bertujuan mengurangi 

tingkat kesenjangan sosial, mencegah kerusakan lingkungan 

hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong 

efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam 

(Kompas, 2017). 

 Bank Sampah 

Bank sampah muncul sebagai inisiatif masyarakat lokal dalam 

upaya partisipasi menangani permasalahan yang selama ini 

ada. Dengan strategi pengolahan sampah 3R (Reduce, Reuse 

dan Recycle) berbasis masyarakat tersebut mampu 

mengubah imajinasi sebagian banyak orang terhadap 

sampah yang tidak memiliki nilai ekonomi. Di Indonesia, 

praktik bank sampah berkembang di Kabupaten Bantul di 

Jogjakarta yang dipelopori oleh Bambang Suwerda 
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merupakan cerita sukses orang Indonesia memilah sampah. 

Bank sampah merupakan kegiatan bersifat social engineering 

yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta 

menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan 

sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi 

sampah yang diangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). 

Pembangunan bank sampah merupakan momentum awal 

membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai 

memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah karena 

sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga 

pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi 

budaya baru Indonesia. 

Statistik perkembangan pembangunan bank sampah di 

Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah 

bank sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung 

sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola 

adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang 

sebesar Rp. 1.648.320.000 per bulan. Angka statistik ini 

meningkat menjadi 886 buah bank sampah berjalan sesuai 

data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 

84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 

2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp. 

3.182.281.000 per bulan. 
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PENGANTAR 

  
Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam 

Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses 

kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-

tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian 

hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Selain itu, 

terdapat juga istilah departementasi. Departementasi adalah 

aktivitas untuk menyusun satuan satuan organisasi yang akan 

diserahi bidang kerja tertentu atau fungsi tertentu. Efesiensi kerja 

tergantung kepada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang 

bermacam-macam dalam organisasi. Proses penentuan cara 

bagaimana kegiatan dikelompokkan disebutkan departementasi.  

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi 

seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak 

mangerjakan sesuatu. Seseorang dikatakan apabila dia 

mempunyai pengikut atau bawahan. Bawahan pemimpin ini dapat 

disuruh untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan 

sesuatu dalam mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin 

dalam organisasi maka semakin dituntut daripadanya 

kemampuan berfikir secara konsopsional strategis dan makro. 

Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam organisasi maka ia 

akan semakin generalist, sedang semakin rendah kedudukan 

seseorang dalam organisasi maka ia menjadi spesialist.  

Teori generis, teori sosial dan teori okologis adalah teori 

yang mengemukakan lahirnya/timbulnya seorang pemimpin, 

sedangkan tipe-tipe kepemimpinan dapat diklasifikasikan menjadi 

lima tipe utama yaitu tipe otokratis, militeristis, paternalistis, 

karismatis dan tipe demokratis. Tugas utama dari seorang 

pemimpin adalah mengambil keputusan. Segala sesuatu yang 

terjadi dalam organisasi sebaiknya adalah karena diputuskan 

demikian, bukan karena secara kebetulan terjadi. Semakin tinggi 

kedudukan seseorang dalam organisasi maka semakin besar 

bobot dari keputusan yang diambilnya meskipun sering ke 
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putusan tersebut bersifat umum dan kwalitatif. Dalam sebuah 

organisasi harus selalu terdapat pendelegasian wewenang. Hal ini 

disebabkan karena keterbatasan-keterbatasan dari manajer dalam 

melaksanakan tugasnya 

 

 

Tujuan 

1. Peserta mampu memahami  tentang hubungan antara 

perempuan dan alam 

2. Peserta memiliki posisi tawar dalam pengelolaan hutan di 

lingkungannya 

3. Peserta mampu menginisiasi gerakan yang ramah 

lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Curah pendapat 

Pemaparan Materi 

Diskusi Kelompok  

Nonton Video Pendek 

Games 

 

 

 

 

 

Pokok bahasan 

1. Metode dan Praktek Pengorganisasian 

2. Metode dan Praktek Kepemimpinan 

3. Menjadi pendamping komunitas yang berkelanjutan 
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Bahan Bacaan 

 Bahan Ajar Pengorganisasian dan Pengembangan 

Masyarakat 

 Konteks Kepemimpinan Akar Rumput dan 

Pendidikan Populer di Indonesia : Renungan dan 

Saran dari Gerakan untuk Perubahan Sosial dan 

Lingkungan, ditulis oleh Serge Marti, Publikasi The 

Samadhana Institut dan Lifemosaic 

 

Peralatan 

Papan Tulis, Kertas Plano dan Marker 

Alat Tulis 

Proyektor Infocus dan LCD 

 

Durasi 

150 Menit 

Langkah – langkah 

 Fasilitator membuka sesi ini dengan menjelaskan target dan 

tujuan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan pemateri memberikan 

pemaparan materi. 

 Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk bertanya, 

menanggapi, dan mengklarifikasi pokok persoalan.  

 Fasilitator mempersilahkan pemateri untuk menjawab 

seluruh pertanyaan.  

 Fasilitator membuat catatan-catatan penting dan menutup 

sesi diskusi. 

 Setelah sesi penyampaian materi dan diskusi materi selesai, 

kemudian fasilitator memutarkan Video tentang 

Kepemimpinan Perempuan yang sukses  

 Setelah menonton Video, Fasilitator meminta Peserta untuk 

brainstorming tentang materi diskusi. Dan membuat catatan-

catatan penting. 

 Fasilitator menutup sesi ini. 
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Bahan Bacaan I 

Metode dan Praktek Pengorganisasian 
 

Pengertian Pengorganisasian 

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam 

Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses 

kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-

tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian 

hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Dibawah ini 

merupakan tentang perkembangan teori organisasi:  

 Teori Organisasi Klasik : Teori ini biasa disebut dengan 

―teori tradisional‖ atau disebut juga ―teori mesin‖. 

Berkembang mulai 1800-an (abad 19). Dalam teori ini 

organisasi digambarkan sebuah lembaga yang tersentralisasi 

dan tugas-tugasnnya terspesialisasi serta memberikan 

petunjuk mekanistik structural yang kaku tidak mengandung 

kreatifitas. 

 Teori Neoklasik : Aliran yang berikutnya muncul adalah 

aliran Neoklasik disebut juga dengan ―Teori Hubungan 

manusiawi‖. Teori ini muncul akibat ketidakpuasan dengan 

teori klasik dan teori merupakan penyempurnaan teori klasik. 

Teori ini menekankan pada ―pentingnya aspek psikologis dan 

social karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja‖.  

 Teori Modern : berkaitan dengan lingkungan yang stabil 

akan tetapi organisasi merupakan system terbuka yang 

berkaitan dengan lingkunngan dan apabila ingin survivel 

atau dapat bertahan hidup maka ia harus bisa beradaptasi 

dengan lingkungan. 

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen 

(unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi 

menunjukkan adanya pembagian kerja dan meninjukkan 

bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-
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beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain daripada itu 

struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi 

pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan 

 

Bentuk-Bentuk Organisasi 

 Organisasi Fungsional merupakkan suatu organisasi 

dimana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan 

kepada kepala bagian yang mempunyai jabatan fungsional 

untuk dikerjakan kepada para pelaksana yang mempunyai 

keahlian khusus. 

 Organisasi Fungsional Dan Garis merupakan bentuk 

organisasi dimana wewenang dari pimpinan tertinggi 

dilimpahkan kepada kepala bagian dibawahnya yang 

mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan 

kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap 

diserahkan kepada kepala bagian 

 Organisasi Komite merupakan bentuk organisasi dimana 

tugas kepemimpinan dan tugas tertentu dilaksanakan secara 

kolektif oleh sekelompok pejabat, yang berupa komite atau 

dewan atau board dengan pluralistic manajement. 

 Organisasi Garis Dan Staff merupakan suatu bentuk 

organisasi dimana pelimpahan wewenang berlangsung 

secara vertical. manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat 

staff yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi 

hanya sebagai penasehat 

 Organisasi Matrix merupakan organisasi dimana 

penggunaan struktur organisasi menunjukan dimana para 

spesialis yang mempunyai keterampilan dimasing-masing 

bagian dari bagian perusahaan dikumpulkan lagi menjadi 

satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus 

diselesaikan. 
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Pengertian dan Jenis Departementasi 

Departementasi adalah aktivitas untuk menyusun satuan 

satuan organisasi yang akan diserahi bidang kerja tertentu atau 

fungsi tertentu. Efesiensi kerja tergantung kepada keberhasilan 

integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam dalam organisasi. 

Proses penentuan cara bagaimana kegiatan dikelompokkan 

disebutkan departementasi. Berikut dibawah ini jenis – jenis 

bentuk Departementasi : 

 Departementasi Fungsional  

Departemen Fungsional adalah pengelompokan fungsi yang 

sama atau kegiatan yang sejenis untuk membentuk satuan 

organisasi. Ini merupakan bentuk organisasi yang paling 

umum dan bentuk dasar departementasi. Individu 

dikelompokkan berdasarkan ketrampilan, pengetahuan, dan 

tindakan yang dilakukan. Misalnya organisasi hanya terbagi 

dalam bagian administrasi, dan bagian operasi. 

Pembentukan satuan satuan organisasi yang masing masing 

diserahi mengurus sekelompok aktivitas yang tergolong 

sejenis menurut sifatnya atau pelaksanaan pekerjaan 

pekerjaan yang berkaitan. 

 

 Departementasi Devisional  

Departementasi berdasarkan divisi melihat produk, layanan, 

dan klien sebagai faktor dasar pengelompokan. Pola ini 

digunakan untuk memudahkan usaha antisipasi ancaman 

atau oportuniti dari luar organisasi. Misalnya pada organisasi 

otomotif, organisasi terbagi atas divisi otomotif, divisi 

internasional, divisi keuangan. Dengan membagi divisi-divisi 

atas dasar produk, wilayah, langganan, dan proses, dimana 

tiap divisi merancang, memproduksi dan memasarkan 

produknya sendiri. 
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 Struktur Organisasi Proyek  

Menyangkut pembentukan tim–tim, spesialis untuk mencapai 

tujuan khusus. Di sini manajer proyek mempunyai wewenang 

lini memimpin para anggota tim selama jangka waktu 

proyek, jika telah selesai maka tim dibubarkan dan masing–

masing anggota kembali ke departemennya masing– masing. 

Kalau ada proyek baru maka mereka ditarik kembali. 

 

 Struktur Organisasi Matriks   

Pada prinsipnya sama dengan sistem proyek, tapi disini para 

karyawan mempunyai dua atasan, yang tentunya berada di 

dua wewenang. Rantai perintah pertama yaitu fungsional, 

yang wewenangnya mengalir secara vertical. Kedua yaitu 

rantai perintah lateral atau horisontal, wewenangnya 

melintasi departemen yang dilaksanakan oleh manajer 

proyek, sehingga menyerupai matrik dalam lalu lintas aliran 

wewenang. 
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BAHAN BACAAN II 

Metode dan Praktek Kepemimpinan 

Dalam kenyataannya para pemimpin dapat mempengaruhi 

moral dan kepuasan kerja, keamanan, kwalitas kehidupan kerja 

dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin 

juga memainkan paranan kritis dalam membantu kelompok, 

organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. 

Kemudian timbul pertanyaan yang membuat seorang 

pemimpinan effektif? Apa Hampir semua orang, bila diajukan 

pertanyaan itu akan menjawab bahwa pemimpin yang effektif 

mempunyai sifat atau kualitas tertentu yang diinginkan. 

Kemampuan den ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan 

adalah faktor penting effektifitas manajer. Bila organisasi dapat 

mengidentifikasikan kualitas–kualitas yang berhubungan dengan 

kepemimpinan, kemampuan untuk menseleksi pemimpin-

pemimpin efektif akan meningkat. Dan bila organisasi dapat 

mengidentifikasikan perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan 

efektif, akan dicapai pengembangan efektifitas personalis dalam 

organisasi. 

 

Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi 

Dalam praktek sehari-hari, seoring diartikan sama antara 

pemimpin dan kepemimpinan, padahal macam pengertian 

tersebut berbeda. Pemimpin kedua adalah orang yang tugasnya 

memimpin, sedang kepemimpinan adalah bakat dan atau sifat 

yang harus dimiliki seorang pemimpin. Setiap orang mempunyai 

pengaruh atas pihak lain, dengan latihan dan peningkatan 

pengetahuan oleh pihak maka pengaruh tersebut akan 

bertambah dan berkembang. Kepemimpinan membutuhkan 

penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak 

lain dan dalam wujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

lebih dahulu. Dewasa ini kebanyakan para ahli beranggapan 
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bahwa setiap orang dapat mengembangkan bakat 

kepemimpinannya dalam tingkat tertentu.  

Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi 

seseorang, baik dalam mengerjakan sesuatu atau tidak 

mengerjakan sesuatu, bawahan dipimpin dari bukan dengan jalan 

menyuruh atau mondorong dari belakang. Masalah yang selalu 

terdapat dalam membahas fungsi kepemimpinan adalah 

hubungan yang melembaga antara pemimpin dengan yang 

dipimpin menurut rules of the game yang telah disepakati 

bersama. Seseorang pemimpin selalu melayani bawahannya lebih 

baik dari bawahannya tersebut melayani dia.Pemimpin 

memadukan kebutuhan dari bawahannya dengan kebutuhan 

organisasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhannya. Dari 

batasan kepemimpinan sebagaimana telah disebutkan di atas 

seorang dikatakan pemimpin apabila dia mernpunyai pengikut 

atau bawahan. Bawahan ini dapat disuruh untuk mengerjakan 

sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu dalam mencapai tujuan 

bersama yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam organisasi 

pemimpin dibagi dalam tiga tingkatan yang tergabung dalam 

kelompok anggota-anggota manajemen (manajement members). 

Ketiga tingkatan tersebut ialah : 

 Manager puncak (Top Manager). 

 Manajer menengah (Middle manager) 

 Manajer bawahan (Lower managor/suvervisor) 

Seorang pemimpin mempunyai baik ketrampilan 

manajemen (managerial skill) maupun keterampilan tekhnis 

(technical skill). Semakin rendah kedudukan seorang tekhnis 

pemimpin dalam organisasi maka keterampilan lebih menonjol 

dibandingkan dengan keterampilan manajemen. Hal ini 

disebabkan karena aktivitas yang bersifat operasional. Bertambah 

tinggi kedudukan seorang pemimpin dalam organisasi maka 

semakin menonjol keterampilan manajemen dan aktivitas yang 

dijalankan adalah aktivitas bersifat konsepsional. Dengan 
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perkataan lain semakin tinggi kedudukan seorang pamimpin 

dalam organisasi maka semakin dituntut dari padanya 

kemampuan berfikir secara konsepsional strategis dan makro. Di 

samping itu perlu dikemukakan bahwa semakin tinggi kedudukan 

seseorang dalam organisasi maka ia semakin genoralist, sedang 

semakin rendah kedudukan seseorang dalam organisasi maka ia 

menjadi spesialist. Dari uraian di atas jelaslah bahwa lebih mudah 

mengukur produktivitas pemimpin yang lebih rendah. 

 

Kepemimpinan Formal dan Kepemimpinan Informal 

Dalam setiap organisasi selalu terdapat hubungan formal 

dan hubungan informal. Hubungan formal melahirkan organisasi 

formal dan hubungan informal melahirkan organisasi informal. 

Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang resmi yang 

ada pada diangkat dalam jabatan kepemimpinan. Polo 

kepemimpinan tersebut terlihat pada berbagai ketentuan yang 

mengatur hirarki dalam suatu organisasi. Kepemimpinan formal 

tidak secara otomatis merupakan jaminan akan diterima menjadi 

kepemimpinan yang "sebenarnya" oleh bawahan. Penerimaan 

atas pimpinan formal masih harus diuji dalam praktek yang 

hasilnya akan terlihat dalam kehidupan organisasi apakah 

kepemimpinan formaltersebut sekaligus menjadi kepemimpinan 

nyata. Kepemimpinan formal sering juga disebut dengan istilah 

headship. Kepemimpinan formal tidak didasarkan pada 

pengangkatan. Jenis kepemimpinan ini tidak terlihat pada struktur 

organisasi. 

Efektivitas kepemimpinan informal terlihat pada pengakuan 

nyata dan penerimaan dalam praktek atas kepemimpinan 

seseorang. Biasanya kepemimpinan informal didasarkan pada 

beberapa kriteria diantaranya adalah sebagai berikut : 

 Kemampuan "memikat" hati orang lain. 

 Kemampuan dalam membina hubungan yang serasi dengan 

orang lain. 



168 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

 Penguasaan atas makna tujuan organisasi yang hendak 

dicapai. 

 Penguasaan tentang implikasi-implikasi pencapaian dalam 

kegiatan-kegiatan operasional. 

 Pemilihan atas keahlian tertentu yang tidak dimili ki oleh 

orang lain. 

Telah dikemukakan bahwa tidak ada pemimpin tanpa 

adanya pihak yang dipimpin. Pemimpin timbul sebagai hasil dari 

persetujuan anggota organisasi yang secara sukarela menjadi 

pengikut. Pemimpin sejati mencapai status mereka karena 

pengakuan sukarela dari pihak yang dipimpin. Seorang pemimpin 

harus mencapai serta mampertahankan kepercayaan orang lain. 

Dengan sebuah surat keputusan, maka seseorang dapat diberikan 

kekuasaan besar tetapi hal tersebut tidak secara otomatis 

membuatnya menjadi seorang pemimpin dalam arti yang 

sebenarnya. Di bawah ini akan dikemukakan perbedaan antara 

pemimpinan dengan non pemimpin. 

 

Pemimpin Non - Pemimpin 

- Memberikan inspirasi 

kepada bawahan 

- Menyelesaikan 

pekerjaan dan 

mengembangkan 

bawahan 

- Memberikan contoh 

kepada bawahan 

bagaimana melakukan 

pekerjaan 

- Menerima kewajiban-

kewajiban 

- Memperbaiki segala 

kesalahan atau 

kekeliruan 

- Memberikan dorongan 

kepada bawahan 

- Menyelesaikan pekerjaan 

dan mongorbankan 

bawahan 

- Menanamkan perasaan takut 

pada bawahan dan 

memberikan ancaman. 

- Melimpahkan kewajiban 

kepada orang lain. 

- Melimpahkan kesalahan 

kepada orang lain dengan 

apabila terdapat kekeliruan 

atau penyimpangan-

penyimpangan. 
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Teori Kepemimpinan dan Tipe-tipe Kepemimpinan 

Beberapa teori telah dikemukakan para ahli majemen 

mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda 

dengan teori yang lainnya. Di antara berbagai teori mengenai 

lahirnya paling pemimpin ada tiga diantaranya yang paling 

menonjol yaitu sebagai berikut : 

 Teori Genetie : Inti dari teori ini tersimpul dalam 

mengadakan "leaders are born and not made". bahwa 

penganut teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin 

akan karena ia telah dilahirkan dengan bakat 

pemimpin.Dalam keadaan bagaimana pun seorang 

ditempatkan pada suatu waktu ia akn menjadi pemimpin 

karena ia dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah 

menetapkan ia menjadi pemimpin. 

 Teori Sosial : Jika teori genetis mengatakan bahwa "leaders 

are born and not made", make penganut-penganut sosial 

mengatakan sebaliknya yaitu : "Leaders are made and not 

born". Penganut-penganut teori ini berpendapat bahwa 

setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi 

pendidikan dan kesempatan untuk itu. 

 Teori Ekologis : Teori ini merupakan penyempurnaan dari 

kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut-ponganut 

teori ini berpendapat bahwa seseorang hanya dapat menjadi 

pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah 

memiliki bakat-bakat kepemimpinan, bakat mana kemudian 

dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan 

pangalaman-pengalaman yang memungkinkannya untuk 

mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang 

telah dimilikinya itu. Teori ini menggabungkan segi-segi 

positif dari kedua teori genetis dan teori sosial dan dapat 

dikatakan teori yang paling baik dari teori-teori 

kepemimpinan. 
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Namun demikian penyelidikan yang jauh yang lebih 

mendalam masih diperlukan untuk dapat mengatakan secara 

pasti apa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang timbul 

sebagai pemimpin yang baik. Pada umumnya para pemimpin 

dalam setiap organisasi dapat diklasifikasikan menjadi lima type 

utama yaitu sebagai berikut : 

a. Tipe pemimpin demokratis 

Tipe pemimpin ini menganggap bahwa pemimpin adalah 

merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah 

sebagai berikut : 

 Menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi 

 Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. 

 Menganggap bahwa bawahan adalah sebagai alat 

semata-mata 

 Tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat dari 

orang lain karena dia menganggap dialah yang paling 

benar 

 Selalu bergantung pada kekuasaan formal 

 Dalam menggerakkan bawahan sering mempergunakan 

pendekatan (Approach) yang mengandung unsur paksaan 

dan ancaman. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe 

mimpinan otokratis tersebut di atas dapat diketahui 

bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak dari manusia, 

karena tipe ini tidak dapat dipakai dalam organisasi 

modern. 

 

b. Tipe kepemimpinan militeristis 

Perlu diparhatikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud 

dengan seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama 

dengan pemimpin-pemimpin dalam organisasi militer. 

Artinya tidak semua pemimpin dalam militer adalah bertipe 

militeristis. Seorang pemimpin yang bertipe militeristis 

mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 
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 Dalam menggerakkan bawahan untuk yang telah 

ditetapkan, perintah mencapai tujuan digunakan sebagai 

alat utama 

 Dalam menggerakkan bawahan sangat suka 

menggunakan pangkat dan jabatannya 

 Senang kepada formalitas yang berlebihan 

 Menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari 

bawahan 

 Tidak mau menerima kritik dari bawahan 

 Menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. 

Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin militeristis 

jelaslah bahwa tipe pemimpin seperti ini bukan 

merupakan pemimpin yang ideal. 

 

c. Tipe pemimpin fathernalistis 

Tipe kepemimpinan fathornalistis, mempunyai ciri tertentu 

yaitu bersifat fathernal atau kepakan.ke Pemimpin seperti ini 

menggunakan pengaruh yang sifat kebapaan dalam 

menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Kadang-kadang 

pendekatan yang dilakukan sifat terlalu sentimentil. Sifat-sifat 

umum dari tipe pemimpin paternalistis dapat dikemukakan 

sebagai berikut: 

 Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak 

dewasa 

 Bersikap terlalu melindungi bawahan 

 Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk mengambil keputusan. Karena itu jarang dan 

pelimpahan wewenang 

 Jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya tuk 

mengembangkan inisyatif daya kreasi 

 Sering menganggap dirinya maha tau. Harus diakui 

bahwa dalam keadaan tertentu pemimpin seperti ini 

sangat diporlukan. Akan tetapi ditinjau dari segi sifar-sifar 

negatifnya pemimpin faternalistis kurang menunjukkan 
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elemen kontinuitas terhadap organisasi yang 

dipimpinnya. 

 

d. Tipe kepemimpinan karismatis 

Sampai saat ini para ahli manajemen belum berhasil 

menamukan sebab- sebab mengapa seorang pemimin 

memiliki karisma. Yang diketahui ialah tipe pemimpin seperti 

ini mampunyai daya tarik yang amat besar, dan 

karenanyamempunyai pengikut yang sangat besar. 

Kebanyakan para pengikut menjelaskan mengapa mereka 

menjadi pengikut pemimpin seperti ini, pengetahuan 

tentang faktor penyebab Karena kurangnya seorang 

pemimpin yang karismatis, maka sering hanya dikatakan 

bahwa pemimpin yang demikian diberkahi dengan kekuatan 

gaib (supernatural powers), perlu dikemukakan bahwa 

kekayaan, umur, kesehatan profil pendidikan dan sebagainya. 

Tidak dapat digunakan sebagai kriteria tipe pemimpin 

karismatis. 

 

e. Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe 

kepemimpinan demokratis dianggap adalah tipe 

kepemimpinan yang terbaik. Hal ini disebabkan karena tipe 

kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan 

kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. 

Beberapa ciri dari tipe kepemimpinan demokratis adalah 

sebagai berikut: 

 Dalam proses menggerakkan bawahan selalu bertitik 

tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah mahluk 

yang termulia di dunia. 

 Selalu berusaha menselaraskan kepentingan dan tujuan 

pribadi dengan kepentingan organisasi. 
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 Senang menerima saran, pendapat dan bahkan dari kritik 

bawahannya. 

 Mentolerir bawahan yang membuat kesalahan dan 

berikan pendidikan kepada bawahan agar jangan berbuat 

kesalahan dengan tidak mengurangi daya kreativitas, 

inisyatif dan prakarsa dari bawahan. 

 Lebih menitik beratkan kerjasama dalam mencapai tujuan. 

 Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih 

sukses daripadanya. 

 Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya 

sebagai pemimpin.. 

 

Syarat-syarat pemimpin yang baik 

- Pendidikan umum 

- Pemimpin yang baik 

adalah pemimpin yang 

genoralist yang baik juga. 

- Kemampuan berkembang 

secara mental 

- Ingin tahu 

- Kemampuan analistis 

- Memiliki daya ingat yang 

kuat 

- Mempunyai kapasitas 

integratif 

 

- Keterampilan mendidik 

- Personalitas dan 

objektivitas\ 

- Pragmatismo 

- Mempunyai naluri untuk 

prioritas 

- Sederhana 

- Berani 

- Keterampilan 

berkomunikasi yang luas 

- Tegas dan sebagainya 

 

 

Peranan Staf Dalam Proses Manajemen 

 

Organisasi bentuk lini dan staf ada dua kelompok tenaga 

kerja. Kelompok pertama adalah mereka yang tugas 

utamanyabersifat menterjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas, 

sedang di pihak lain terdapat mereka yang tugasnya melakukan 

kegiatan-kegiatan penunjang demi lancarnya roda organisasi dan 

mekanisme kerjasama yang harmonise baik secara kwantitatif 
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maupun kualitatif kedua kelompok ini mempunyai peranan 

penting dalam merealisasi tujuan organisasi.Secara efektif dan 

efisien. Sepintas lalu kelihatan seolah-olah karyawan lini lebih 

penting karena tugas meraka yang utama melaksanakan aktivitas 

penting untuk moraalisasi tujuan. Malah dianggap kadang-

kadang bahwa tanpa karyawan. Staf tujuan dapat juga direalisasi, 

pandangan ini terutama dalam organisasi modern kurang tepat, 

walaupun sifat aktivitas karyawan staf nya penunjang kegiatan 

yang dilakukan olah karyawan lini akan tetapi peranan mereka 

dalam menciptakan efektivitas dan efisiensi sangat penting.  

Dengan bantuan karyawan staf organisasi dapat 

mendayagunakan resources yang dimiliki perusahaan secara 

optimum karena mereka dapat melihat berbagai kemungkinan, 

pendidikan dan pengalaman mereka memungkinkan memilih 

kesempatan yang terbaik. Pembahasan tentang pentingnya 

peranan staf dalam proses manajemen berarti tidak saja 

menbahas pentingnya kegiatan-kegiatan penunjang terlaksana 

dengan efisien dan ekonomis, akan tetapi juga membahas 

pentingnya paranan karyawan staf dalam membantu manajemen 

members dalam mengambil keputusan. Sering kurang disadari 

bahwa tugas utama dari seorang pemimpin adalah mengambil 

keputusan. Segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi 

sebaiknya adalah karena diputuskan demikian bukan karena 

secara kebetulan terjadi.  

Dengan pengambilan keputusan yang tepat maka segala 

pendadakan-pendadakan dapat dihindarkan atau dikurangi.  

Keputusan-koputusan yang diambil oleh berbagai eselon 

pemimpin dalam organisasi tentu mempunyai bobot yang 

berbeda-beda pule. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam 

organisasi maka semakin besar keputusan yang diambilnya 

meskipun sering bobot dari keputusan tersebut bersifat umum 

dan kwalitatif. Top manajemen dalam organisasi mempunyai 

tugas dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang 

bersifat menyeluruh dalam arti bahwa keputusannya akan 

mempunyai implikasi yang luas terhadap seluruh organisasi. 

Lower manajemen biasanya membuat keputusan-keputusan yang 
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terbatas kepada unit organisasi yang dipimpinnya. Dan sifat 

keputusannya lebih mudah diterjemahkan kepada bentuk yang 

bersifat kuantitatif. Setiap keputusan yang diambil baik di tingkat 

top middle maupun lower manager seperti supervisor ada 

beberapa syarat yaitu sebagai berikut: 

 Keputusan yang diambil harus mempermudah dan 

mempercepat pencapaian tujuan. 

 Keputusan harus tepat dalam arti mampu memecahkan 

persoalan-persoalan yang dihadapi oleh organisasi. 

 Keputusan harus carat karena keputusan yang dapat 

mengakibatkan tidak dimanfaatkannya lambat kesempatan-

kesempatan yang terbaik, yang terbuka untuk organisasi. 

 Keputusan harus praktis, dalam arti dapat dilakukan sesuai 

dangan kekuatan-kekuatan yang dimiliki organisasi. 

 Keputusan yang diambil harus regional dalam pengertian 

dapat diterima oleh akal sehat dari  para pelaksana. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa keputusan yang 

diambil belum tentu menyenangkan semua orang yang ikut serta 

dalam organisasi. Dapat dikatakan bahwa keputusan yang 

menyenangkan samua pihak tentu mempercepat proses 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan bahwa 

keputusan yang menyenangkan samua pihak belum tentu 

mempercepat proses pencapaian tujuan yang telah ditatapkan. 

 

Tugas-tugas yang dapat diberikan kapada karyawan 

 Mengumpulkan data 

(fakta) 

 Mengintorarasikan data 

(fakta) 

 Mengusulkan alternatif 

tindakan 

 Mendiskusikan rencana-

rencana yang sedang 

dipikirkan dengan 

 Mengamati kegiatan-

kegiatan oporasional dan 

kondisi kondisi yang 

dihadapi untuk 

mengadakan apakah 

instruksi-instruksi telah 

dijalankan dengan baik dan 

apakah instruksi tersebut 

menghambat atau 



176 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

berbagai hak dan 

memperoleh kesepakatan 

mereka atau memperoleh 

alasan mengapa rencana 

tersebut ditolak.  

 Mempersiapkan instruksi-

instruksi tertulis dan 

dokumon-dokumen 

lainnya yang diperlukan 

untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang 

merupakan realisasi 

daripada rencana yang 

telah ditetapkan. 

 

mempelancar proses 

pencapaian tujuan. 

 Mengusahakan pertukaran 

informasi antara para 

petugas-petugas 

oporasional mongenai 

pelaksanaan untuk 

meningkatkan kegiatan-

kegiatan koordinasi. 

 Meberikan infrmasi da 

nasehat kepada petugas-

petugas oporasional 

mengenai pelaksanaan 

tugas–tugas yang telah 

didelegasikan kepada 

mereka 

 

Dari peranan staf sebagaimana telah dikemukakan dapat 

diketahui bahwa staf adalah hal yang diinginkan apabila : 

 Keterbatasan kemampuan pimpinan untuk melaksanakan 

tugas-tugas secarabaik. Keterbatasan ini melingkupi 

ketarbatasan waktu, energi, pengetahuan, perhatian, 

pandangan dan sebagainya. 

 Tugas-tugas yang harus dijalankan belum dapat 

didelagasikan kepada bawahan karena : bawahan belum 

mempunyai kemampuan secara efektif dan efisien lebih 

tepat wewenang tersebut diberikan kepada specialist dan 

sebagainya.  

Walaupun penggunaan staf dapat membantu 

terlaksananya pencapaian tujuan secara efektif dan akan tetapi 

parlu diingat bahwa pemakaian efisien,tenaga staf mempunyai 

beberapa kelemahan diantaranya adalah sebagai berikut : 
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Kelemahan Tenaga Staf 

 Menambah biaya 

administrasi 

 Dapat menimbulkan 

kebingungan bahagian 

operasional karena sering 

mereka menerima  instruksi 

dua atasan yaitu lini dan 

atasan fungsionil 

 Menambah kompleks 

hubungan kerja dalam 

organisasi 

 Staf biasanya terdiri dari 

tenaga spesialist.Karena 

itu pertimbangan dan 

nasehat-nasehat mereka 

dipandang dari 

pencapaian tujuan 

organisasi kurang terpadu 

 Keputusan yang harus 

diambil biasanya menjadi 

lambat. Dan sebagainya 

 

Pelimpahan Wewenang (Delegation of Authority) 

Wewenang (authority) merupakan kunci daripada 

pekerjaan seorang manajer. Arti sebenarnya dari seorang manajer 

dalam sebuah organisasi dan hubungannya dengan orang lain 

pada organisasi tersebut terlihat pada wewenang yang 

dimilikinya. Yang mengikat bahagian-bahagian daripada suatu 

struktur organisasi adalah hubungan wewenang. Pelimpahan 

wewenang mempunyai tiga unsur,yaitu: 

 Wewenang (authority) 

 Tanggung jawab (responsibility) 

 Pertanggung jawaban (accountability) 

 

Sumber Wewenang 

 Institutional 

approach 

Di sini status daripada 

yang melaksanakan 

aktivitas manajemen 

didasarkan atas 

kekuasan yang 

 Subordinate acceptance 

approach 

Seorang manajer tidak 

mempunyai wewenang 

sebelum wewenang tersebut 

diberikan olah bawahan 

kepadanya. Pendekatan ini 
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terkaitan dengan hak 

milik. Kekuasaan 

tersebut kemudian 

didelegasikan/dilimpa

hkan kapada si 

manajer. Jadi 

wewenang dari si 

manajer berasal dari 

hak untuk 

menggunakan harta si 

pemilik kearah yang 

telah ditetapkan oleh 

si pemilik. 

merupakan bagian daripada 

apa yang dalam manajemen 

dikatakan bottom up 

management. Bawahan 

memberikan wewenang 

kepada si manajer mempunyai 

kelebihan daripada bawahan 

umpamanya keahlian tehnik, 

human relation dan 

sebagainya. Jangan dilupakan 

bahwa aktivitas tidak dapat di 

paksakan kepada bawahan 

dengan mengabaikan 

kapasitas mental dan phisik 

dari bawahan. Disamping itu 

juga wewenang harus 

disesuaikan dengan rencana-

rencana organisasi dan paham 

social yang berlaku seperti 

kebiasaan, keyakinan dan 

sebagainya. 

Wewenang yang telah didelegasikan/dilimpahkan kepada 

bawahan berarti si bawahan telah mempunyai wewenang dan 

sekaligus tanggung jawab dan pertanggung jawaban terhadap 

hasil dari pendelegasian/pelimpahan daripada wewenang 

tersebut. Perlu diingat bahwa walaupun si manajer telah 

melimpahkan wewenang akan tetapi wewenang tersebut tepat 

berada pada si manajer karena pertanggung ada pada simanajer. 

Bertambah ke bawah dari jawaban piramida organisasi maka 

wewenang bertambah kecil, dan sebaliknya bertambah ke atas 

dari dasar piramida organisasi pertanggung jawaban bertambah 

besar. Yang dapat didelegasikan/dilimpahkan adalah wewenang 

bukan tanggung jawab. Jelaslah bahwa dalam sebuah organisasi 

selalu harus terdapat pendelegasian wewenang. Hal ini terutama 
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disebabkan karena beberapa pembatasan dari si manajer sendiri 

dalam melaksanakan aktivitas. Pembatasan tersebut melingkupi : 

 

Pembatasan Manager dalam melimpahkan wewenang 

 Span of time. Terbatasnya 

waktu seseorang manajer 

untuk mengerjakan dan 

mengawasi sebuah aktivitas. 

 Span of atention. 

Terbatasnya perhatian 

seorang manajer terhadap 

sebuah aktivitas. Otak 

seorang manajer tidak akan 

tetap kapasitasnya dalam 

memikirkan beberapa 

aktivitas dalam waktu 

tertentu. 

 Span of personality and 

energy.Terbatasnya 

kepribadian dan tenaga 

seorang manajer untuk 

memimpin sejumlah 

bawahan dengan ofektif dan 

juga untuk mempengaruhi 

bawahan secara pribadi 

maupun kolektif. 

 Span of knowledge. 

Terbatasnya seorang 

manajer untuk 

memimpin pengetahuan 

bawahannya maupun 

pengetahuannya 

tentang sebuah aktivitas. 

 Span of management. 

Terbasnya kemampuan 

seseorang untuk 

memimpin sejumlah 

bawahan. Beberapa 

penulis mengemukakan 

sebenarnya jumlah 

bawahan yang dapat 

dipimpin aleh seorang 

manajer.  

 

 

Sikap Manager dalam Penddelegasian Wewenang 

 Personal receiptiveness. 

Simanajer harus bersedia 

memberikan kesempatan 

kepada bawahannya 

 Wilingness to trust 

subordinate. Delegasi 

yang efektif cenderung 

bahwa si manajer telah 
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untuk mengemukakan 

gagasan dan pendapat-

pendapatnya. 

 Willingbess to let go. 

Manajer harus bersedia 

dan sepenuh hati 

melepaskan ewenang 

kepada bawahannya. 

 Wilingness to let other 

make mistake. Adalah 

kurang bijaksana apabila 

seorang rnanajer yang 

telah mendelegasikan 

wewenangnya terus 

menerus mengawasi 

bawahan yang telah 

menerima wewenang 

karena khawatir si 

bawahan membuat 

kesalahan. Jika hal 

tersebut dilakukan oleh si 

manajer maka 

pendelegasian wewenang 

tidak murni lagi. 

mempercayai bawahannya 

dan menganggap 

bawahannya telah matang 

dan mampu melaksanakan 

aktivitas yang dipercayakan 

kepadanya. 

 Wilingness to establish 

and exercise broad 

control. Manajer harus 

bersedia melatih dan 

mengawasi bawahannya 

secara luas. Dengan 

demikian pemberian 

pendidikan dalam bentuk 

latihan dan system  

pengawasan dapat 

dipergunakan sebagai alat 

untuk melaksanakan 

pendelegasian wewenang 

yang efektif 

 

  



181 
 

MODUL KELAS LANJUTAN 

BAHAN BACAAN III 

Menjadi Pendamping Komunitas yang 

Berkelanjutan 

 

Makna Pendamping 

 

Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang 

melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak 

(pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, 

kemiteraan, kerjasama dan kebersamaan tampa ada batas 

golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Prinsip dasar dari 

pendampingan adalah egaliter atau kesederajatan kedudukan. 

Dengan demikian, watak hubungan antara Pendamping dan 

komunitas (masyarakat) adalah kemitraan (partnership). 

Hubungan kedua belah pihak adalah ‖duduk sama rendah; berdiri 

sama tinggi‖. 

Istilah pendampingan muncul karena pihak Pemerhati 

Pembangunan melihat ada kecenderungan yang keliru dalam 

proses pembangunan, hal mana masih ada pihak (oknum 

tertentu) yang tidak menempatkan rakyat atau pendampingnya 

sebagai mitra. Kepentingan rakyat selalu dikalahkan oleh 

kepentingan oknum pendamping. Misalnya ketika melaksanakan 

suatu proyek pembangunan dam/bendungan, pembangunan 

pabrik, dan perumahan; masih terjadi perselisihan dan 

persengkataan sebagai akibat dari proses kepentingan sepihak 

yang dirasakan kurang adil. Demikian juga misalnya dalam rangka 

memasyarakatkan program Keluarga Berencana, pemakaian bibit 

unggul, pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Terkadang masih 

ada kesan pemaksaan dalam pengertian belum ada kesan 

berdampingan dan bahumembahu antara penggagas proyek atau 

program dengan masyarakat. 

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau 

penguatan (empowerment). Pemberdayaan berarti 

mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, 
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sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal 

yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan 

kesadaran (consciousness).Rakyat yang sadar adalah rakyat yang 

memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, 

ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan 

menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya. 

 

Model Pendampingan 

Dalam perkembangan pendampingan di Indonesia, 

terdapat 2 model pendampingan yang amat umum 

yakni  Community Development (pengembangan komunitas‖) 

dan Community Organizing (pengorganisasian komunitas‖). 

Kesalah-pahaman selama ini oleh karena di dalam Bahasa 

Indonesia kedua kata itu sama-sama diinterpretasikan sebagai 

―pendampingan‖. Padahal, kedua kata itu secara mendasar 

mempunyai konteks makna yang berlainan. 

 

 Community Development (CD) 

Pengembangan komunitas atau CD adalah pengembangan 

yang lebih mengutamakan sifat fisikal masyarakat. CD 

mengutamakan pembangunan dan perbaikan sarana-

sarana sosial ekonomi masyarakat. Contohnya, pelatihan 

mengenai gizi, penyuluhan KB, pembangunan WC, jalan raya, 

bantuan hibah, bantuan peralatan sekolah, bantuan jaminan 

hidup dan sebagainya. Peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan penggalian potensi-potensi sosial 

ekonomi yang ada lebih diutamakan untuk mensukseskan 

target yang sudah ditetapkan oleh pihak tertentu (LSM, 

Pemerintah dan pihak lainnya). Partisipasi dan usulan dari 

bawah pada umumnya kurang didengar, dan hanya sebatas 

persyaratan administrasi semata. Pihak yang didekati untuk 

memulai kegiatan CD itu antara lain elit masyarakat, aparat 

pemerintahan, dan pihak birokratis lainnya. CD biasanya 

bersifat jangka pendek, fisikal, dan kurang berdampak 

kepada keberlanjutan dan kesinambungan. 
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 Community Orginizing (CO) 

Pengorganisasian komunitas atau CO adalah pengembangan 

yang lebih mengutamakan pembangunan kesadaran kritis 

dan penggalian potensi pengetahuan lokal komunitas. CO 

mengutamakan pengembangan komunitas berdasarkan 

dialog atau musyawarah yang demokratis. Usulan komunitas 

merupakan sumber utama gagasan yang harus 

ditindaklanjuti secara kritis, sehingga partisipasi rakyat dalam 

merencanakan, membuat keputusan dan melaksanakan 

program merupakan tonggak yang sangat penting. CO 

bergerak dengan cara menggalang masyarakat ke dalam 

suatu organisasi yang mampu menjangkau seluruh lapisan 

komunitas. Suara dan kepentingan rakyat lebih utama 

daripada kepentingan kaum elit. CO juga memaklumi arti 

penting pembangunan sarana-sarana fisik yang dapat 

menunjang kemajuan komunitas, namun titik-tekan 

pembangunan itu ialah pengembangan kesadaran 

(consciousness) komunitas sehingga mampu mengelola 

potensi sumber daya mereka. 

Secara umum, metode yang digunakan dalam 

pengorganisasian komunitas ialah penumbuhan kesadara 

kritis, partisipasi aktif, pendidikan berkelanjutan, 

pembentukan dan penguatan organisasi rakyat. Semua 

proses bertujuan untuk melakukan transformasi sistem sosial 

yang baik dan berdaya-guna tanpa ada tekanan dan unsur 

penindasan (represif). Tujuan pokok CO adalah membentuk 

suatu tatanan masyarakat yang beradab dan 

berkemanusiaan (civil society) yang menjunjung tinggi nilai-

nilai demokratis, adil, transparan, berkesejahteraan ekonomis, 

politik dan budaya. 
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TIPE KOMUNITAS DALAM PENGORGANISASIAN 

 Komunitas Pedesaan 

(Rural Community); 

Ciri terpenting komunitas 

pedesaan adalah alat 

produksi agraris (tanah) dan 

sistem pertanian (ekonomi) 

yang sudah mengenal 

hirarki kepemilikan: ada 

tuan tanah, petani kecil, 

buruh tani, pengrajin, dan 

lain-lainnya. Mereka 

bermukim pada dataran 

tinggi dan rendah. Tentu 

saja komunitas dataran 

rendah akan berbeda 

dengan komunitas dataran 

tinggi. 

 Komunitas 

Pesisir/Pantai (Coastal 

Community); dan 

Ciri utama komunitas ini 

adalah sebagian besar 

tidak memproduksi, 

tetapi mengandalkan 

penangkapan sumber 

daya laut seperti ikan 

dan lain-lain. Alat 

produksi (perahu) dan 

sistem ekonomunya juga 

berhirarki: ada juragan 

kapal, tengkulak, pemilik 

pukat, buruh, nelayan 

tradisionil, dsb 

 Komunitas Perkotaan 

(Urban Community); 

Ciri komunitas perkotaan, 

terutama komunitas 

pinggiran, mereka pada 

umumnya merupakan 

orang desa yang urban. Ciri 

pokok mereka ialah untuk 

bertahan hidup mereka 

menjual tenaga fisik 

(buruh): menjadi kuli, buruh 

pabrik, dan lain-lainnya. 

Sebagian menjadi 

pedagang kecil, montir, 

sopir, preman, pelacur, dll  

 

 Komunitas Masyarakat 

Adat (Indigenous 

Community). 

Ciri utama komunitas ini 

adalah kehidupan yang 

kolektif (bersama-sama). 

System kepemilikan alat 

produksi (tanah) dan 

pengelolaannya diatur 

oleh hukum adat. Sistem 

pengambilan keputusan 

dikelola oleh ketua adat 

dan masalah secara 

umum diputuskan secara 

rembukan (musyawarah) 
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Strategi Menjadi Pendamping Berkelanjutan 

Pendampingan sosial dengan strategi dampingan. Inti dari 

strategi dampingan adalah mengakui eksistensi kelomopok yang 

didampingi sebagai subyek, sehngga hubungan antara 

pendamping dengan kelompok yang didampingi adalah 

hubungan dwi subyek yang dialogis. Strategi dampingan dalam 

konteks peran pejuang sebagai pelaku aktif untuk ikut serta 

dalam proses transformasi merupakan pokok bahasan yang amat 

penting dilingkungan para pejuang. Hubungan dwi-subyek yang 

dialogis tersebut mengandung makna bahwa kita harus 

mendekati masalah subyek yang kita dampingi dari perspektif 

pengembangan mereka, oleh mereka, dari dan untuk mereka 

dimana posisi pendamping adalah bersama mereka, menyatu 

dengan mereka dan mampu memasuki masalah mereka (empati). 

Dalam hubungan dwi-subyek yang dialogis ini, maka yann 

menjadi obyek adalah amsalah, bukan kelompok yang 

didampingi. Dalam strategi dampingan ini, maka potensi-potensi 

perlu dikembangkan : 

a. Jaringan Kerjasama (Network) 

Yang dimaksud dengan jaringan kerjasama adalah hubungan 

kerjasama yang berkesinambungan antar subyek-subyek 

yang otonom dan independen, hubungan mana bersifat 

horizontal, multi center dan non-struktural, masing-masing 

peserta berfungsi saling berbagi (sharing) secara bersama 

meningkatkan pelayanan kepada kelompok dampingannya, 

dengan cara memperkuat kemampuan (kompetensi) pada 

dataran lokal, regional dan nasional, serta disemangati saling 

berbagi (sharing) dan kebersamaan dalam jaringan 

kerjasama tersebut, yaitu:  

 Hubungan kerjasama (dalam arti yang luas) 

 Berkesinambungan (unsur kontinuitas sangat penting) 
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 Peserta sebagai subyek-subyek yang otonom dan 

independen 

 Sifat hubungan horizontal, multi-center dan non 

structural 

 Fungsi masing-masing peserta saling berbagi 

 Strateginya memperkuat visi, misi dan kemampuan 

bersama untuk meningkatkan pelayanan dan 

membangun aliansi (persetkutuan) dalam proses 

trasnformasi sosial; 

 Semangatnya kebersamaan dalam keaneka-ragaman. 

Jaringan kerjasama menuntut syarat-syarat yang amat berat, 

yaitu etik kebersamaan yang harus diwujudkan dalam realitas 

kehidupan keseharian, ialah:  

 Berpikir kritis (mampu menganalisis realitas diri dan 

lingkungan) dan berpengetahuan obyektif (mengetahui 

realitas diri dan lingkunganya); 

 Rendah hati; tidak sombong; 

 Berfikir inklusif, sebagai lawan dari berfikir ekslusif; 

 Empati pada yan lain ikut merasakan (tidak 

bermentalitas orang luar/outsider); 

 Disiplin, pandai memadukan ketertiban dan keluwesan; 

 Bersahaja/sederhana tidak berlebihan dan 

konsumeristis, melainkan fungsional dalam kewajaran; 

 Bermoral, bisa menjadi (dan tidak hanya memberi) 

teladan 

 Bertanggung-jawab, satunya kata dan perbuatan 

 Jujur, terhadap diri sendiri maupun orang lain. 

 

b. Refleksi Bersama 

Satu-satunya jaminan bahwa etik tersebut dilaksanakan 

sebagaimana mestinya adalah adanya 

mekanisme pengawasan bersama melalui refleksi 

bersama berdasarkan pengalaman. Refleksi bersama yang 

terus menerus merupakan salah satu upaya penting untuk 

dapat mengembangkan jaringan kerjasama, karena dari 
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refleksi terus menerus tadi akan tercipta iklim dan sikap yang 

tulus:  

 Saling mengakui keberadaan yang lain 

 Saling menghormati dan menghargai 

 Saling terbuka; (4) Merasa saling membutuhkan dan 

saling memiliki 

 Akomodatif atas kehadiran yang lain 

 Tidak terjebak dalam aktivisme maupun verbalisme 

 Mampu mengatasi ketegangan antara idealisme dan 

realitas 

 Kita harus tetap menjadi realitas dan jangan sampai 

menjadi mithos. 

 

4. Partisipasi Mempunyai Peran Sentral 

Sasaran dari setiap upaya pengembangan masyarakat antara 

lain adalah swadaya untuk menuju kemandirian. Swadaya 

maknanya adalah mendasarkan pertama-tama danutamanya 

pada kekuatan/potensi sendiri. Bantuan dari luar sifatnya 

adalah tambahan. Bukan yang pokok. Sedangkan mandiri 

pada dasarnya berarti mampu memilih, menentukan dan 

memutuskan sendiri apa yang baik buat dirinya. Kalau ada 

faktor dari luar sifatnya adalah membantu dan 

mempengaruhi, dan bukan yang menentukan. Secara 

kongkrit, dalam operasionalisasinya yang terjadi adalah: 

 Masalah harus diidentifikasikan masyarakat sendiri, tidak 

boleh diidentifikasikan oleh faktor luar. Faktor luar 

hanyalah berfungsi membantu (fasilitasi). Bukan 

intervensi atau mendominasi; 

 Kebutuhan harus ditentukan pula oleh masyarakat 

sendiri, tidak boleh ditentukan oleh faktor luar, lagi-lagi 

faktor luar hanya membantu (fasilitasi), bukan intervensi, 

mendominasi atau menentukan kebutuhan mereka; 
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 Pilihan dan keputusan apa yang baik menurut 

masyarakat, yang menyangkut hajat hidupnya, 

harus dibuat sendiri. Juga dalam hal ini, kalau ada faktor, 

luar berlaku pula bahwa faktor luar tidak boleh 

menentukan atau membuatkan  pilihan dan keputusan 

mengenai apa yang baik, yang menyangkut hajat hidup 

masyarakat; 
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